
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

NOMOR PER-2/BC/2021 

TENTANG 

TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN PENGELUARAN BARANG 

KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 

Peraturan Menteri Keuanngan Nomor 237 /PMK.010/2020 

tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan; dan Cukai Pada 

Kawasan Ekonomi Khusus perlu menetapkan Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai t entang Tata Laksana 

Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang ke dan 

dari Kawasan Ekonomi Khusus; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 

tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada 

Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1685); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN 

PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI 

KHUSUS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur J enderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 
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2 . Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang 

berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. 

3. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan 

hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang 

perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK. 

4. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang 

selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan 

pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dan dari KEK. 

5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

J enderal Bea dan Cukai. 

6. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 

7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 

selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah 

pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak 

pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang 

mewah. 

8. Tempat lain dalam Daerah Pabean yang selanjutnya 

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan 

Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat. 

9. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan 

yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan 

Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. 

10. Sistem Indonesia National Single Window yang 

selanjutnya disebut Sistem INSW adalah Sistem 

Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/ atau 

informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen 
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kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen 

perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, 

dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau 

impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta 

memadukan alur dan proses informasi antar sistem 

internal secara otomatis. 

11. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor 

pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan. 

12. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang 

digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, 

misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading (Bl L}/ Airway 

Bill (A WB}, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 

13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah me.rupakan Instansi 

Vertikal yang berad a di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur J enderal Bea dan Cukai. 

14. Kantor Pelayanan Utama Bea d an Cukai yang selanjutnya 

disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan Instansi 

Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur J enderal Bea dan Cukai. 

15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang­

Undang Kepabeanan. 

16. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya 

disebut Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peratura n 

perundang-undangan, pemberian perijinan, fasilitas, 

serta pelaksanaan pen elitian a ta s keberatan terhadap 

penetapan di bidang k epabeanan dan cuka i. 

17. Pejabat a da lah pegawai Direktora t Jenderal Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 

melaksanakan tugas terten tu. 
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18. Surat Penetapan Pejabat adalah: 

a . Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) , 

Surat Penetapan Pabean (SPP), dan/ a tau Surat 

Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) sebagaimana 

diatur dalam ketentuan perundang- undangan 

mengenai penetapan tarif, nilai pa bean, dan sanksi 

administrasi; 

b. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) 

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang­

undangan mengenai ekspor; dan/atau 

c. Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) sebagaimana 

diatur dalam ketentuan perundang- undangan 

mengenai tata cara penagihan di bidang Cukai. 

BAB II 

PENETAPAN KAWASAN PABEAN 

Pasal 2 

( 1) Lokasi yang ditetapka n sebagai KEK harus memiliki batas 

yang jelas sesuai tahapannya, yang dapat berupa batas 

alam atau batas bua tan. 

(2) Untuk kepentingan pengawasan, sebagian atau seluruh 

KEK dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean. 

(3) Lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a . terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan/ atau 

barang impor; dan 

b. kawasan memiliki batas-batas yang jelas dan 

terdapat pin tu masuk dan/ atau pin tu keluar yang 

ditentukan untuk kegiatan lalu lintas barang. 

(4) Kriteria lalu lintas barang ekspor dan/ a tau baran g impor 

s ebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a d alam h al 

terdapat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang 

yang m endapatkan fasilitas penangguhan bea masuk. 
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Pasal 3 

( 1) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh 

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan 

Utama atas nama Menteri. 

(2) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdas~rkan usulan dari: 

a . Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK setelah 

mendapat rekomendasi dari Administrator KEK 

berdasarkan permohonan dari Badan U saha, dalam 

hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama 

Menteri; atau 

b . Kepala Bidang setelah mendapat rekomendasi dari 

Administrator KEK berdasarkan permohonan dari 

Badan U saha, dalam hal ditetapkan oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

kurang memuat data mengenai: 

a. identitas Badan U saha yang mengelola KEK; 

b. penetapan Badan Usaha sebagai pengelola KEK; 

c. penetapan pembentukan KEK; 

d. lokasi KEK; 

e. gambar denah lokasi dengan batas-batas dan pintu 

keluar/masuk kawasan yang dimintakan penetapan 

sebagai Kawasan Pabean; dan 

f. keterangan bahwa pada lokasi yang 

direkomendasikan sebagai Kawasan Pabean terdapat 

kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang yang 

mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk. 

Pasal 4 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang melakukan 

penelitian terhadap rekomendasi penetapan sebagai 

Kawasan Pabean dari Administra tor KEK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: 
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a. penelitian kesesuaian berkas termasuk 

mencocokkan kesesuaian data antara hardcopy dan 

softcopy; dan 

b . menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan 

lokasi atas KEK yang diajukan penetapan sebagai 

Kawasan Pabean. 

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/ atau 

dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau 

Kepala Bidang mem_beritahukan secara tertulis kepada 

Administrator KEK untuk melakukan perbaikan data 

dan/ atau melengkapi dokumen. 

(3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. kebenaran lokasi kawasan; 

b. kesesuaian gambar denah lokasi dan tata letak; 

c. kesesuaian batas-batas kawasan serta pintu masuk 

dan keluar; 

d. ketersediaan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan tugas kepabeanan; dan 

e. kondisi kawasan secara umum. 

(4) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara 

pemeriksaan lokasi sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean 

meneruskan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah 

disertai usulan mengenai: 

a. kelayakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai 

Kawasan Pabean; dan 

b. pertimbangan kesiapan Kantor · Pabean terkait 

dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan. 

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang m enyampaikan 

hasil penelitian dengan dilampiri berkas rekomendasi dan 
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berita acara pemeriksaan fisik kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Utama disertai usulan mengenai: 

a. kelayakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai 

Kawasan Pabean; dan 

b. pertimbangan kesiapan Kantor Pelayanan Utama 

terkai t dengan pelayanan dan pengawasan 

kepabeanan. 

(7) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) berupa softcopy hasil scan dari: 

a. surat penerusan; 

b. berkas rekomendasi; dan 

c. berita acara pemeriksaan lokasi, 

dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak rekomendasi dari Administrator 

KEK diterima secara lengkap dengan surat pengantar. 

(8) Surat penerusan sebagaimana dimaks'ud pada ayat (5) 

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari P_eraturan Direktur Jenderal ini. 

(9) Berdasarkan penerusan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau 

Pejabat yang ditunjuk: 

a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 

administratif terhadap berkas rekomendasi, berita 

acara pemeriksaan lokasi, dan usulan dari Kepala 

Kantor Pabean; dan 

b. menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan 

lokasi, dalam hal diperlukan. 

(10) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan 

Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 

penolakan atas usulan · sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari Administrator 

KEK diterim a secara lengkap. 

( 11) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala 

Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan 
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keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean 

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(12) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala 

Kantor Pelayanan Utama menyampaikari. surat penolakan 

dengan menyebutkan alasan penolakan sesuai dengan 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 5 

(1) Badan Usaha yang mengelola KEK ditetapkan sebagai 

pengelola Kawasan Pabean. 

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK 

harus melalui pintu yang telah ditetapkan. 

(3) Badan U saha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

menyediakan sarana dan prasarana untuk 

terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan 

kepabeanan. 

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) berupa: 

a. ruangan dan/ atau area yang dipergunakan untuk 

pelayanan dan penyelenggaraan administrasi; dan 

b . kamera Closed Circuit Televis ion (CCTV) yang dapat 

diakses oleh Pejabat. 

Pasal 6 

(1) Pemasukan dan pengeluran barang berupa tenaga listrik, 

barang cair, atau gas ke dan dari KEK dapat dilakukan 

melalui transmisi a tau pipa. 

(2) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang m elakukan 

kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus menyediakan 

alat ukur yang terpasang pada transmisi atau saluran 

p1pa. 
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(3) Alat ukur yang terpasang pada transmisi atau saluran 

pipa sebagaimana dimaksud pada aya~ (2) harus ditera 

secara periodik oleh instansi pemerintah yang 

membidangi metrologi. 

(4) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha harus melakukan 

pencatatan dan pendokumentasian alat ukur yang 

terpasang pada transmisi atau saluran pipa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(5) Pemasukan dan pengeluran barang berupa tenaga listrik, 

barang cair, atau gas ke dan dari KEK sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

impor atau ekspor tenaga listrik, barang cair, atau gas 

melalui transmisi atau saluran pipa. 

BAB III 

PEMBERITAHUAN PABEAN 

Pasal 7 

( 1) Pemasukan barang ke Bada n U saha dan / a tau Pelaku 

U saha di KEK yang berasal dari: 

a. luar Daerah Pabean; 

b . KEK lain, atau 

c. TLDDP, 

dilakukan dengan menggunakan PPKEK. 

(2) Pengeluaran barang dari Badan Usaha dan/atau Pelaku 

U saha di KEK ke: 

a. luar Daerah Pa bean; 

b . KEK lain, 

c. Tempat Penimbunan Berikat; 

d. Kawasan Bebas; atau 

e. TLDDP, 

dilakukan dengan menggunakan PPKEK. 

(3) PPKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan ke Kantor Pabean m enggunakan sistem 

pertukaran data elektronik melalui Sistem INSW. 
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(4) Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

(5) Tata cara penyampaian PPKEK pemasukan barang ke 

KEK menggunakan sistem pertukaran data elektronik 

melalui Sistem INSW sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(6) Tata cara penyampaian PPKEK pengeluaran barang dari 

KEK menggunakan sistem pertukaran data elektronik 

melalui Sistem INSW sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

Pasal 8 

(1) PPKEK untuk pemasukan barang ke KEK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan oleh: 

a. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Kantor 

Pabean yang mengawasi KEK dalam hal berasal dari 

luar Daerah Pabean; 

b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usa_ha pada KEK lain 

kepada Kantor Pabean yang mengawasi KEK lain 

dalam hal berasal dari KEK lain; atau 

c. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Kantor 

Pabean yang mengawasi KEK dalam hal berasal dari 

TLDDP. 

(2) PPKEK untuk pengeluaran barang dari KEK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Kantor Pabean 

yang mengawasi KEK. 

(3) Terhadap pemasukan barang ke Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha di KEK yang berasal dari: 
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a. Tempat Penimbunan Berikat, dilakukan dengan 

Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari 

Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan 

Berikat lain; atau 

b . Kawasan Bebas, dilakukan dengan menggunakan 

Pemberitahuan Pabean untuk per;i.geluaran barang 

dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan 

Bebas Lainnya, dan Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pasal 9 

( 1) Pemasukan barang asal luar Daerah Pabean yang 

memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak 

dipungut PDRI dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan berdasarkan keputusan pembebasan bea 

masuk dan tidak dipungut PDRI yang diterbitkan oleh 

Administrator KEK dapat dilakukan oleh: 

a . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; dan/atau 

b. vendor dalam hal tercantum dalam keputusan 

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI 

yang diterbitkan oleh Administrator KEK, 

dengan menggunakan PPKEK. 

(2) Untuk dapat menyampaikan PPKEK. sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), vendor h arus mengajukan 

permohonan kepada Administrator KEK. 

(3) Vendor sebagaimana dimaksud pada aya t (1) harus 

memenuhi ketentuan: 

a . memiliki nomor induk berusah a ; 

b . memiliki kontrak kerjasama dengan Sadan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha yang 1s1 kontrak 

kerjasamanya paling sedikit memuat: 

1) identitas Badan Usaha d an /atau Pela ku Usaha 

dan vendor; 

2) penunjukan dari Ba dan Usaha dan/ atau Pela ku 

U saha kepada ven dor; 
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3) hak dan kewajiban Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha dan vendor tetkait pemenuhan 

ketentuan kepabeanan; dan 

4) jangka waktu kontrak kerjasama; 

c. mendapatkan kuasa dari Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha; dan 

d. memiliki sistem informasi berbasis komputer untuk 

pengelolaan dan monitoring pengiriman barang yang 

dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Administrator KEK memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara 

lengkap. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) disetujui, Administrator KEK menerbitkan surat 

persetujuan sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam La mpiran VIII ya ng merupakan ba gian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 

paling lama: 

a. 1 (satu) tahun, dalam haljangka waktu kontrak lebih 

dari 1 (satu) tahun; atau 

b. sesuai dengan jangka waktu kontrak kerjasama, 

da lam haljangka waktu kontrak kurang dari 1 (satu) 

tahun. 

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ditolak, Administrator KEK menerbitkan surat 

penolakan dengan menyebutkan ala san penolakan . 

Pasal 10 

(1) Bad an Usaha dan/ atau Pelaku Usa h a wajib memiliki 

nomor pokok p engusah a baran g ken a cukai (NPPBKC) 

da lam h al jenis barang yan g d itimbun berupa Bara ng 

Kena Cukai. 
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(2) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/ atau 

dikeluarkan ke dan dari KEK berupa barang kena cukai, 

pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga sebagai 

pemberitahuan mutasi barang kena cukai dan dinyatakan 

sebagai dokumen cukai, kecuali pemasukan dan/atau 

pengeluaran dari dan ke TLDDP. 

(3) Terhadap pemasukan bahan baku usaha untuk industri 

jasa yang bersifat habis pakai ke Pelaku Usaha Jasa di 

KEK berupa barang kena cukai harus dilunasi cukainya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang cukai pada saat pemasukkannya. 

(4) Terhadap barang kena cukai yang pelunasannya 

dilakukan dengan pelekatan pita cukai, dilaksanakan 

dengan melekatkan pita cukai yang · seh arusnya dan 

dilekatkan sesuai ketentuan perunda ng-undangan di 

bidang cukai sebelum: 

a . diterbitkan notifikasi penyelesaian dokumen dalam 

hal pemasukan barang ken a cukai ke KEK; atau 

b. dikeluarkan dari KEK dalam hal pengeluaran barang 

kena cukai dari KEK. 

Pa sal 11 

(1) Terhada p PPKEK seba gaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat ( 1) dan ayat (2) dilakuka n pemeriksaan pabean 

dengan menjamin kelancaran arus barang. 

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a . penelitian dokumen; dan/ atau 

b . pemeriksaan fisik, 

yang dila kukan secara selektif berdasarkan manaj emen 

risiko. 

(3) Dalam hal pemasukan ba ra n g dari TLDDP ke KEK, 

p em eriksaan pa bean sebagaiman a dimak sud p ad a ayat (2) 

h anya dilakukan terha dap k esesuaia n PPKEK dengan 

fisik b ara n g. 
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(4) Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan terbadap 

pemasukan barang dari TLDDP ke KEK dilaksanakan oleb 

Direktorat Jenderal Pajak. 

(5) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. profil atas Operator Ekonomi; 

b. profil komoditi; 

c. metode acak; 

d. barang yang terkena bea keluar dalam bal 

pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerab Pabean 

e. barang merupakan barang yang diimpor kembali 

atau dimasukkan kembali ke KEK; 

f. barang merupakan barang yang akan diimpor atau 

dimasukkan kembali ke KEK; dan/ atau 

g. informasi intelijen, baik yang berasal dari Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, 

atau instansi lain yang berwenang. 

BAB IV 

PEMASUKAN BARANG KE KEK 

Bagian Kesatu 

Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK 

Pasal 12 

( 1) Terbadap PPKEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1) buruf a dilakukan penelitian data oleb Sistem 

INSW dan/atau SKP. 

(2) Dalam bal basil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Sistem INSW dan/ atau SKP 

menerbitkan notifikasi penolakan. 

(3) Dalam bal basil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pa da ayat (1) len gk ap, SKP menerbitkan nomor dan 

tanggal pendaftaran setelab PPKEK: 

a . memenubi persyaratan ketentuan larangan dan 

pembatasan dalam bal terdapat kewajiban 
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pemenuhan ketentuan lara~gan dan/atau 

pembatasan; dan/ atau 

b. telah dilakukan pembayaran bea masuk, pelunasan 

cukai dan pembayaran PDRI, dan/ atau telah 

diserahkan jaminan dalam hal terdapat kewajiban 

pemenuhan pembayaran bea masuk, pelunasan 

cukai dan pembayaran PDRI, dan/atau penyerahan 

jaminan. 

(4) Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan nomor dan 

tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

(SPPB). 

Pasal 13 

. (1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean a tau 

tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat 

penimbunan sementara di Kantor Pabean Pembongkaran 

untuk dimasukan ke KEK dilakukan setelah: 

a. diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

(SPPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(4); dan 

b. pos BC 1.1 telah ditutup oleh Pejabat yang mengelola 

manifes atau oleh SKP manifes di Kantor 

Pembongkaran berdasarkan Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB) sebagaimana dimaksud 

p ada huruf a. 

(2) Terhadap pengeluaran barang 1mpor sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pelekatan tanda 

pengaman yang telah mendapatkan nomor tanda 

pengaman dari SKP oleh Pejabat di Kantor Pembongkaran. 

(3) Tata cara penutupan pos BC 1.1 sebag~mana dimaksud 

pa da ayat (1) huruf b, dilaksan akan sesu a i dengan 

ketentuan peratura n perunda ng-undangan m engen a i 

penyerah a n pemberitahuan ren can a kedatan gan sarana 

pen gan gkut, manifes kedatangan sarana pen gangkut, dan 

m anifes kebera n gka ta n sarana pengangkut. 
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(4) Tata cara pelekatan tanda pengam.an sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pelekatan tanda pengaman. 

Pasal 14 

( 1) Pada saat pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah 

Pabean melalui pintu yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan: 

a. pemeriksaan tanda pengaman; dan/ atau 

b. pelepasan tanda pengaman, 

oleh Pejabat yang mengawasi KEK. 

(2) Pemeriksaan dan/ atau pelepasan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau 

huruf b, dapat dilakukan oleh Administrator KEK dalam 

hal KEK telah ditetapkan dapat melaksanakan pelayanan 

mandiri. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedapatan 

sesuai, SKP menerbitkan: 

a. notifikasi selesai pemasukan ke KEK da lam hal tidak 

dilaksanakan pemeriksaan fisik; at~u 

b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam hal 

akan dilaksanakan pemeriksaan fisik. 

(4) Terhadap PPKEK yang akan dilaksanakan pemeriksaan 

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

pelepasaan tanda pengaman dilakukan sebelum 

pelaksanaan pemeriksaan fisik di lokasi Badan U saha 

dan/atau Pelaku Usaha. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan 

ketidaksesuaian, diteruskan untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut oleh unit pengawasan. 
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Pasal 15 

( 1) Terhadap pemasukan barang ke KEK yang telah 

mendapatkan notifikasi selesai pemasukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan 

penimbunan barang di lokasi Badan .Usaha dan/atau 

Pelaku U saha. 

(2) Dalam hal atas pemasukan barang ke KEK akan 

dilakukan pemeriksaan fisik, penimbunan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah 

selesai pemeriksaan fisik. 

(3) Terhadap barang yang ditimbun di lokasi Pelaku Usaha 

Logistik wajib dilakukan pembongkaran (stripping) dari 

peti kemas, kecuali: 

a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau 

b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 

Pa bean dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan. 

Pasal 16 

(1) Atas penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1), Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

memberitahukan jumlah dan jenis barang yang ditimbun 

pada Sistem INSW. 

(2) Dalam hal jumlah dan jenis barang yang dilakukan 

penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 aya t 

( 1) sesuai, SKP menerbitkan notifikasi persetujuan 

penyelesaian dokumen. 

(3) Dalam hal jumlah dan/ atau jenis barang yang dilakukan 

penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) t erdapat ketidaksesuaian, Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan 

penyesu a ian den gan dilampiri bukti pendukung. 

(4) Permohona n penyesu aian sebagaimana dimaksud pada 

aya t (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) ha ri k erja 

sej ak tanggal notifika si selesai pem asukan ke KEK. 
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Pasal 17 

(1) Terhadap permohonan penyesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan penelitian 

oleh Pejabat yang mengawasi KEK. 

(2) Pejabat yang mengawasi KEK menyampaikan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui 

SKP kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 

(3) Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana. dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (3), kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha atas 

pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI: 

a. terhadap selisih lebih, Pejabat pemeriksa dokumen 

melakukan penyesuaian kelebihan jumlah barang 

pada PPKEK; 

b . terhadap selisih kurang, Pejabat pemeriksa dokumen 

menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi; atau 

c. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan 

reekspor atau pemusnahan dengan pengawasan 

Pejabat. 

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (3) , kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha atas 

pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

pembebasan bea masuk d an/a tau tidak dipungut PDRI 

atau dengan membayar bea masuk dan PDRI: 

a. terhadap selisih lebih atau kurang, Peja bat 

pemeriksa dokumen m enerbitkan Surat Penetapan 

Pejabat atas kekurangan pembayaran bea masuk, 
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cukai dan/atau PDRI tanpa dikenakan sanksi 

administrasi; atau 

b. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan 

reekspor atau pemusnahan dengan pengawasan 

Pejabat. 

(3) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf a dilakukan terhadap 

barang curah, dapat diberikan perlakuan kepabeanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 

perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume 

barang impor dalam bentuk curah dan barang ekspor 

yang dikenakan bea keluar dalam bentuk curah. 

(4) Terhadap PPKEK yang telah disetujui oleh Pejabat 

pemeriksa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a tau ayat (2) , notifikasi persetujuan penyelesaian 

dokumen diterbitkan setelah: 

a. dilakukan penyesuaian atas selisih lebih barang pada 

PPKEK; 

b. dilakukan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI atas selisih kurang atau lebih barang oleh 

Badan Usaha dan/ a tau Pelaku Usaha; dan/atau 

c . telah dilakukan reekspor atau perriusnahan dengan 

pengawasan Pejabat. 

(5) Dalam hal hasil pen elitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pa sal 17 ayat (3) Badan Usaha dan/ a tau Pelaku Usaha 

tidak dapa t membuktikan bahwa ke~alahan tersebut 

terjadi di luar kemampuannya, m aka atas barang yang 

diajukan permohonan penyesuaian dipungut bea masuk, 

cukai dan/ a tau PDRI serta dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sesuai peraturan p erundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

(6) Dalam h a l hasil p en elitia n sebagaimana dimak sud da lam 

Pasal 17 ayat (3) terda pa t tindak pida n a, Badan Usah a 

da n /atau Pelaku Usah a diken a kan sank si sesuai 

peraturan perundang-undangan di bidan g kepabean an . 
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Pasal 19 

(1) Terhadap pemasukan barang yang diterbitkan Surat 

Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilaksanakan 

pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat pemeriksa fisik di 

gudang atau lokasi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat 

Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF). 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah Badan U saha dan / atau Pelaku U saha: 

a. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean; 

b . menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang 

untuk diperiksa; 

c. menyiapkan sarana yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan fisik; dan 

d. hadir dalam pemeriksaan fisik. 

(3 ) Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik 

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF). 

(4) Dalam hal Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak 

memenuhi jangka waktu pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) maka dapat dilakukan 

pemeriksaan fisik oleh Pejabat pemeriksa fisik atas risiko 

dan biaya yang ditanggung oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha. 

(5) Atas pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), Pejabat pemeriksa fisik membuat laporan 

hasil pemeriksaan serta menyampaikannya melalui SKP. 

(6) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai d enga n 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata 

cara pemeriksaan fisik. 
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Pasal 20 

( 1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kedapatan jumlah dan 

jenis barang sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen 

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan menerbitkan 

notifikasi persetujuan penyelesaian dokumen. 

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kedapatan jumlah dan 

jenis barang tidak sesuai, Pejabat pemeriksa fisik: 

a . membuat dan menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan kepada Pejabat pemeriksa dokumen 

melalui SKP; dan 

b . menyampaikan informasi kepada 'unit pengawasan 

untuk dilakukan pengamanan terhadap barang. 

Pasal 21 

( 1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pejabat 

pemeriksa dokumen menyampaikan kepada unit 

pengawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

(2) Dalam hal hasil penelitian unit pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, maka 

atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI yang 

dilakukan pemeriksaan fisik dapat: 

a. direekspor, dalam hal dapat dibuktikan salah kirim; 

b. dilakukan penyesuaian jumlah barang pada PPKEK 

atas kelebihan jumlah barang; 

c. dipungut bea masuk, cukai dan/atau PDRI atas 

kekurangan jumlah barang; atau 

d. dilakukan pemusnahan oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha dalam hal memenuhi kriteria untuk 

dimusnahkan dengan pengawasan oleh Pejabat. 
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(3) Dalam hal hasil penelitian unit pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, maka 

atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut PDRI 

serta dengan membayar bea masuk dan PDRI yang 

dilakukan pemeriksaan fisik dapat: 

a. direekspor, dalam hal dapat dibuktikan salah kirim; 

b. dipungut bea masuk, cukai dan/ atau PDRI atas 

kekurangan atau kelebihan jumlah barang; atau 

c. dilakukan pemusnahan oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha dalam hal memenuhi kriteria untuk 

dimusnahkan dengan pengawasan ·oleh Pejabat. 

(4) Pelaksanaan reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) h u ruf a dan ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dengan menggunakan 

PPKEK. 

(5) Dalam hal hasil penelitian unit pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dan/ atau Pelaku 

Usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut terjadi di luar kemampuannya, maka atas 

barang yang dilakukan pemeriksaan fisik dipungut bea 

masuk, cukai dan/ atau PDRI serta dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan. 

(6) Pejabat pada unit pengawasan menyampaikan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada 

Pejabat pemeriksa dokumen. 

(7) Dala m hal hasil penelitian unit pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) terdapat indikasi tindak pidana, 

Pejabat pada unit pengawasan melakukan penelitian lebih 

la njut terkait indikasi adanya tindak pidana sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

kepabeanan. 



- 23 -

Pasal 22 

( 1) Terhadap kelebihan atau kekurangan barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b), 

Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat·(5), Pasal 21 ayat 

(2) huruf c, Pasal 21 ayat (3) huruf b dan Pasal 21 ayat (5), 

Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif 

dan nilai pabean. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak tanggal diterima laporan hasil pemeriksaan 

oleh Pejabat pemeriksa dokumen. 

(3) Dalam rangka pemenuhan hak keuangan negara dan 

ketentuan impor, terhadap PPKEK yang tidak diterbitkan 

Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF), Pejabat 

pemeriksa dokumen melakukan penetapan terhadap tarif 

dan nilai pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPKEK. 

(4) Tata cara penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara 

penelitian tarif dan nilai pabean. 

Pasal 23 

(1) Dalam rangka pemungutan bea masuk, cukai, dan/atau 

PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), 

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat 

Penetapan Pejabat. 

(2) Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

pemeriksa dokumen melakukan penyesuaian jumlah 

barang pada PPKEK dengan jumlah fisik barang serta 

menerbitkan notifikasi penyelesaian dokumen setela h 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha: 

a. melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, 

dan/ atau sanksi administrasi berupa denda; atau 
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b. menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, 

PDRI dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda, 

dalam hal diajukan keberatan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai keberatan. 

Bagian Kedua 

Pemasukan barang dari KEK lain, Tempat Penimbunan 

Berikat, atau Kawasan Bebas ke KEK 

Pasal 24 

Pemasukan barang ke KEK dari: 

a. Tempat Penimbunan Berikat; atau 

b. Kawasan Bebas, 

dengan menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) dilakukan pemeriksaan fisik dan pelekatan 

tanda pengaman sesuai ketentuan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau 

Kawasan Bebas. 

Pasal 25 

(1) Pada saat pemasukan barang ke KEK dari KEK lain, 

Tempat Penimbunan Berikat, atau · Kawasan Be bas 

melalui pintu yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan: 

a. pemeriksaan tanda pengaman; dan/ atau 

b. pelepasan tanda pengaman, 

oleh Pejabat yang mengawasi KEK. 

(2) Pemeriksaan dan/ atau pelepasan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau 

huruf b, dapat dilakukan oleh Administrator KEK dalam 

hal KEK telah ditetapkan dapat melaksanakan pelayanan 

mandiri. 



- 25 -

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedapatan 

sesuai, SKP menerbitkan notifikasi selesai pemasukan ke 

KEK. 

( 4) Dalam hal hasil pemeriksaan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan 

ketidaksesuaian, diteruskan untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut oleh unit pengawasan. 

Pasal 26 

( 1) Terhadap pemasukan barang ke KEK yang telah 

mendapatkan notifikasi selesai pemasukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan penimbunan 

barang di lokasi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

(2) Terhadap barang yang ditimbun di lokasi Pelaku Usaha 

Pusat Logistik wajib dilakukan pembongkaran (stripping) 

dari peti kemas, kecuali: 

a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau 

b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan. 

Pasal 27 

(1) Atas penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (1), Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

mem beritahukan jumlah dan jenis barang yang ditimbun 

pada Sistem INSW. 

(2) Dalam hal jumlah dan jenis barang yang dilakukan 

penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(1) sesuai, SKP menerbitkan notifikasi persetujuan 

penyelesaian dokumen. 

(3) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang yang dilakuka n 

penimbunan sebagaimana dimaksud da,J.am Pasal 26 ayat 

(1) terdapat ketidaksesuaian, Badan Usaha dan/atau 

Pela ku Usaha dapat menyampaikan permohonan 

penyesuaian dengan dilampiri bukti pendukung. 
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(4) Permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja 

sejak tanggal notifikasi selesai pemasukan ke KEK. 

Pasal 28 

(1) Terhadap permohonan penyesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilakukan penelitian 

oleh Pejabat yang mengawasi KEK. 

(2) Pejabat yang mengawasi KEK menyampaikan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui 

SKP kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 

(3) Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

unit pengawasan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (3), kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha atas 

pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI: 

a. terhadap selisih lebih, Pejabat pemeriksa dokumen 

melakukan penyesuaian kelebihan jumlah barang 

pada PPKEK; 

b. terhadap selisih kurang, Pejabat pemeriksa dokumen 

menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI tanpa dikenakan sanksi admihistrasi; atau 

c. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan 

pengiriman kembali atau pemusnahan dengan 

pengawasan Pejabat. 

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (3), kesalahan tersebut terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha atas 

pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 
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pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut PDRI 

atau dengan membayar bea masuk dan PDRI: 

a. terhadap selisih lebih atau kurang, Pejabat 

pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan 

Pejabat atas kekurangan pembayaran bea masuk, 

cukai dan/ atau PDRI tan pa dikenakan sanksi 

administrasi; atau 

b. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan 

pengiriman kembali atau pemusnahan dengan 

pengawasan Pejabat. 

(3) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf a diiakukan terhadap 

barang curah, dapat diberikan perlakuan kepabeanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 

perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/ atau volume 

barang impor dalam bentuk curah dan barang ekspor 

yang dikenakan bea keluar dalam bentuk curah. 

(4) Terhadap PPKEK yang telah disetujui oleh Pejabat 

pemeriksa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a tau ayat (2), notifikasi persetujuan penyelesaian 

dokumen diterbitkan setelah: 

a. dilakukan penyesuaian atas selisih lebih barang pada 

PPKEK; 

b. dilakukan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI atas selisih kurang atau lebih barang oleh 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; dan/atau 

c. telah dilakukan peng1nman kembali atau 

pemusnahan dengan pengawasan Pejabat. 

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (3) tidak dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, maka 

atas barang yang diajukan permohonan penyesu aian 

dipungut bea m asuk, cukai dan/ atau PDRI serta 

dikenakan sanksi a dministrasi berupa denda sesuai 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 
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(6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (3) terdapat tindak pidana, Badan Usaha 

dan/ atau Pelaku Usaha dikenakan sanksi sesua1 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

Pasal 30 

(1) Terhadap kelebihan atau kekurangan barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, 

Pasal 29 ayat (2) huruf a dan Pasal 29 ayat (5), Pejabat 

pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai 

pabean. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak tanggal diterima laporan hasil pemeriksaan 

oleh Pejabat pemeriksa dokumen. 

(3) Tata cara penetapan tarif dan nilai pabean sebagaima na 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara 

penelitian tarif dan nilai pabean. 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka pemungutan bea masuk, cukai, dan/atau 

PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat 

Penetapan Pejabat. 

(2) Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

pemeriksa dokumen melakukan penyesuaian jumlah 

barang pada PPKEK dengan jumlah fisik barang serta 

menerbitkan notifikasi penyelesaian dokumen setelah 

Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha: 

a. melunasi k eku rangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, 

dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau 

b . menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, 

PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda, 

dalam hal diajukan keberatan. 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara penga,Juan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai peraturan penindang-undangan 

yang mengatur mengenai keberatan. 

Bagian Ketiga 

Pemasukan Barang Asal TLDDP ke KEK 

Pasal 32 

( 1) Terhadap PPKEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1) huruf c dilakukan penelitian data oleh Sistem 

INSW dan/atau SKP. 

(2) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Sistem INSW dan/ atau SKP 

menerbitkan notifikasi penolakan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) lengkap, SKP menerbitkan nomor dan 

tanggal pendaftaran PPKEK. 

(4) Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan nomor dan 

tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diterbitkan Surat Pemasukan Barang (SPB) . 

Pasal 33 

(1) Terhadap pemasukan barang dari TLDDP ke KEK mela lui 

pintu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan pemeriksaan Surat 

Pemasukan Barang (SPB) oleh Pejabat yang mengawasi 

KEK. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan oleh Administrator KEK dalam hal KEK telah 

ditetapkan dapat melaksanakan pelayanan mandiri. 

(3) Dalam h a l hasil pemeriksaan Surat Pem asukan Barang 

(SPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan 

sesuai, SKP menerbitkan notifikasi: 

a . selesai pemasukan ke KEK dalam hal tidak 

dilaksanakan pem eriksaan fisik; atau 
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b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam hal 

akan dilaksanakan pemeriksaan fisik. 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan Surat Pemasukan Barang 

(SPB} sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditemukan 

ketidaksesuaian, diteruskan untuk proses penelitian lebih 

lanjut oleh unit pengawasan. 

Pasal 34 

( 1) Terhadap pemasukan barang ke KEK yang telah 

mendapatkan notifikasi selesai pemasukan se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan 

penimbunan barang di lokasi Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha. 

(2) Dalam hal atas pemasukan barang ke KEK akan 

dilakukan pemeriksaan fisik, penimbunan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan setelah 

selesai pemeriksaan fisik. 

(3) Terhadap barang yang ditimbun di lokasi Pelaku Usaha 

Pusat Logistik wajib dilakukan pembongkaran (stripping) 

dari peti kemas, kecuali: 

a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau 

b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean dengan m empertimbangkan profil risiko 

perusahaan. 

Pasal 35 

(1) Atas penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (1), Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

memberitahukan jumlah dan jenis barang yang ditimbun 

pada Sistem INSW. 

(2) Dalam hal jumlah dan jenis barang yang dilakukan 

penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) sesuai, SKP menerbitkan notifikasi persetujuan 

penyelesaian dokumen. 
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(3) Dalam hal jumlah dan/ atau jenis barang yang dilakukan 

penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) terdapat ketidaksesuaian, Sadan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan 

penyesuaian dengan dilampiri bukti pendukung. 

(4) Permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), disampaikan paling lambat 2· (dua) hari sejak 

tanggal notifikasi selesai pemasukan ke KEK. 

Pasal 36 

(1) Terhadap permohonan penyesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan penelitian 

oleh Pejabat yang mengawasi KEK. 

(2) Pejabat yang mengawasi KEK menyampaikan basil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), melalui 

SKP kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 

Pasal 37 

(1) Pejabat pemeriksa dokumen berdasarkan basil penelitian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) 

melakukan: 

a. penyesuaian kelebihan atau kekurangan jumlah 

barang pada PPKEK; atau 

b. menerbitkan notifikasi pengiriman kembali dalam hal 

terdapat salah kirim . 

(2) Terhadap PPKEK yang telah disetujui oleh Pejabat 

pemeriksa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), notifikasi persetujuan penyelesaian dokumen 

diterbitkan setelah dilakukan: 

a. penyesuaian atas selisih lebih atau kurang barang 

pada PPKEK; atau 

b. dilakukan pengiriman kembali dengan PPKEK. 
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Pasal 38 

( 1) Terhadap pemasukan barang yang qiterbitkan Surat 

Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dilaksanakan 

pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat pemeriksa fisik di 

gudang atau lokasi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

paling lama 3 (tiga} hari kerja setelah tanggal Surat 

Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) . 

(2) Pemeriksaa11. fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha: 

a. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean; 

b . menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang 

untuk diperiksa; 

c . menyiapkan sarana yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan fisik; dan 

d. _hadir dalam pemeriksaan fisik. 

(3) Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik 

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF). 

(4) Dalam hal Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak 

memenuhi jangka waktu pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} maka dapat dilakukan 

pemeriksaan fisik oleh Pejabat pemeriksa fisik atas risiko 

dan biaya yang ditanggung oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha. 

(5) Atas pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pejabat pemeriksa fisik membuat laporan 

hasil pemeriksaan serta menyampaikannya melalui SKP. 

(6) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata 

cara pemeriksaan fisik. 
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Pasal 39 

(1) Dalarn bal laporan basil pemer~ksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) kedapatan jumlab dan 

jenis barang sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen 

berdasarkan laporan basil pemeriksaan menerbitkan 

notifikasi persetujuan penyelesaian dokumen. 

(2) Dalam bal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) kedapatan jumlah dan 

jenis barang tidak sesuai, Pejabat pemeriksa fisik 

membuat dan menyampaikan laporan basil pemeriksaan 

kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui SKP. 

(3) Terbadap kelebiban atau kekurangan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pemeriksa 

dokumen melakukan penyesuaian jumlab barang pada 

PPKEK dengan jumlab fisik barang. 

(4) Terbadap kelebiban atau kekurangan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pemeriksa 

dokumen menerbitkan notifikas i penyelesaian dokumen 

setelah dilakukan penyesuaian jumlab barang pada 

PPKEK dengan jumlah fisik barang. 

(5) Terbadap ketidaksesuaian jenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan 

notifikasi pengiriman kembali dalam b*11 terdapat salab 

kirim. 

(6) Terbadap ketidaksesuaian jenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) , notifikasi penyelesaian dokumen diterbitkan 

Pejabat pemeriksa dokumen setelab dilakukan 

pengiriman Kembali . 

Bagian Keempat 

Pemotongan Kuota 

Pasal 40 

( 1) Atas pemasukan barang dari luar Daerab Pabean ke KEK 

yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, 

cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI, dilakukan 
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pemotongan kuota secara elektronik pada Sistem INSW 

dan/ atau SKP berdasarkan: 

a. PPKEK yang telah mendapatkan notifikasi 

persetujuan penyelesaian dokumen; 

b. keputusan mengenai fasilitas pembebasan bea 

masuk dan/atau tidak dipungut PDRI; dan/atau 

c. keputusan mengenai fasilitas pembebasan cukai. 

(2) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan uraian yang tercantum dalam 

keputusan mengenai fasilitas pembebasan bea masuk, 

cukai dan/ atau tidak dipungut PDRI dibandingkan 

dengan uraian yang tercantum dalam PPKEK, meliputi: 

a. nomor dan tanggal keputusan mengenai fasilitas 

pembebasan bea masuk, cukai, dan/ atau tidak 

dipungut PDRI; 

b. nomor item barang pada keputusan mengenai 

fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau 

tidak dipungut PDRI; 

c . jenis barang, termasuk spesifikasi b'arang (merk, tipe, 

dan/atau ukuran); dan 

d. jumlah dan satuan barang. 

(3) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah barang 

yang tercantum pada saldo keputusan mengenai fasilitas 

pembebasan bea masuk, cukai, dan/ atau tidak dipungut 

PDRI dengan jumlah barang yang tercantum dalam 

PPKEK. 

(4) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/ atau jenis 

barang berdasarkan: 

a. pemeriksaan fisik barang; dan/ a tau 

b. pemeriksaan dokumen, 

Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian lebih 

lanjut dan m elakukan perba ika n terhadap saldo 

pemotongan kuota. 

(5) Dalam hal pemasukan barang ke KEK dengan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut PDRI 

kedapatan barang yang dimasukkan lebih dari keputusan 
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mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak 

dipungut PDRI, atas kelebihan tersebut dilakukan 

pemungutan bea masuk dan PDRI. 

(6) Dalam hal pemasukan barang ke KEK dengan fasilitas 

pembebasan cukai kedapatan barang yang dimasukkan 

lebih dari keputusan mengenai fasil~tas pembebasan 

cukai, atas kelebihan tersebut dilakukan pemungutan 

cukai. 

BABV 

PENGELUARAN BARANG DARI KEK 

Bagian Kesatu 

Pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerah Pabean 

Pa sal 41 

Atas pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerah Pa bean yang 

dikenak an bea keluar diperlakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar. 

Pa sal 42 

(1) Terhadap pengeluaran barang berupa kelapa sawit, crude 

palm oil (CPO) dan produk turunannya dalam bentuk 

curah dari KEK ke luar Daerah Pabean, Pelaku Usaha 

harus mengajukan permohonan pemuatan b arang 

sebelum mengajukan PPKEK dengan dilampiri: 

a. shipping instruction/ shipping order, . 

b. invoice; dan 

c. packing list. 

(2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan untuk 

dapa t dilakukan pemeriksaan fisik terhadap b arang 

berupa kelapa sawit, crude palm oil (CPO) , dan produk 

turunannya dalam bentuk bukan curah yang akan 

dikeluarkan dari KEK ke luar Daerah Pabean sebelu m 

m engajuka n PPKEK den gan dilampiri Invoice dan packing 

list. 
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(3) Pejabat pemeriksa fisik melaksanakan pemeriksaan fisik 

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Terhadap barang yang telah dilaksanakan pemeriksaan 

fisik sebagaimana dimakasud pada ayat (3), Pejabat 

pemeriksa fisik melaksanakan pengawasan pemuatan 

barang (stuffing) dan pelekatan tanda pengaman. 

(5) Pelaku U saha mengajukan PPKEK berdasarkan hasil 

pemeriksaan fisik sebagaimana dimakasud pada ayat (3). 

Pasal 43 

(1) Terhadap PPKEK untuk pengeluaran barang ke luar 

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf a, dilakukan penelitian data oleh Sistem 

INSW dan/atau SKP. 

(2) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Sistem INSW dan/atau SKP 

menerbitkan notifikasi penolakan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, SKP menerbitkan nomor dan 

tanggal pendaftaran PPKEK setelah PPKEK: 

a. memenuhi persyaratan ketentuan larangan dan 

pembatasan dalam hal terdapat kewajiban 

pemenuhan ketentuan larangan dan/ a tau 

pembatasan; dan/atau 

b. telah dilakukan pembayaran bea keluar dalam hal 

dalam hal terdapat kewajib~n pemenuhan 

pembayaran bea keluar. 

Pasal 44 

Terhadap PPKEK yang telah memperoleh nomor dan tanggal 

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), 

diterbitkan: 

a. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dalam hal tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik barang; atau 

b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam ha l 

dilakukan pemeriksaan fisik barang. 
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Pasal 45 

(1) Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik 

barang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan setelah Badan U saha dan / a tau Pelaku U saha: 

a . menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean; 

b. menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang 

untuk diperiksa; 

c. menyiapkan sarana yang dibutubkan untuk 

pemeriksaan fisik; dan 

d. hadir dalam pemeriksaan fisik. 

(3) Terbadap barang yang dilakukan pemeriksaan fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan pelekatan 

tanda pengaman oleb Pejabat pemeriksa fisik. 

(4) Atas pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) , Pejabat pemeriksa fisik: 

a . membuat laporan basil pemeriksaan; dan 

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada 

Pejabat pemeriksa dokumen melalui SKP. 

(5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dan laporan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengena1 tata cara 

pemeriksaan fisik. 

Pasal 46 

( 1) Dalam bal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) kedapatan jumlah dan 

jenis barang sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen 

menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) . 

(2) Dalam hal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) kedapatan jumlab dan 

jenis barang tidak sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen 

melakukan: 
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a. pembetulan PPKEK; dan/ atau 

b. penetapan penghi tungan bea keluar dan 

menerbitkan Surat Penetapan Pejabat. 

(3) Nota Pelayanan Ekspor (NPE) diterbitkan oleh Pejabat 

pemeriksa dokumen atas barang yang akan dikeluarkan 

dari KEK ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) setelah: 

a. dilakukan pembetulan PPKEK; dan/atau 

b. dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi 

administrasi sepanjang tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana. 

(4) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) terdapat 

indikasi tindak pidana, Pejabat penieriksa dokumen 

meneruskan PPKEK kepada unit pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Pasal 47 

(1) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang, 

Pejabat pemeriksa dokumen dapat melakukan 

pengambilan contoh barang untuk dilakukan UJl 

laboratorium atas barang yang akan dikeluarkan dari 

KEK. 

(2) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pejabat pemeriksa dokumen 

menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) setelah 

diterbitkannya hasil uji laboratorium. 

(3) Dalam hal barang yang dikeluarkan ke luar Daerah 

Pabean yang dikenakan Bea Keluar dilakukan uji 

laboratorium, Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dapat 

diterbitkan tanpa harus menunggu hasil uji laboratorium. 

(4) Dalam hal hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) kedapatan sesuai, Pejabat 

pemeriksa dokumen 

laboratorium pada SKP. 

menyampaikan hasil uji 
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(5) Dalam hal hasil uji laboratorium: 

a . sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan 

tidak sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan 

pembetulan PPKEK; atau 

b. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedapatan 

tidak sesuai, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan 

penetapan penghitungan Bea Ke\uar dan 

menerbitkan Surat Penetapan Pejabat. 

(6) Tata cara pengambilan contoh barang, identifikasi barang 

dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai petunjuk pengambilan 

contoh barang, identifikasi barang dan uji laboratorium 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Pasal 48 

(1) Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan Nota Pelayanan 

Ekspor (NPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

huruf a, dilakukan pengawasan pemuatan barang 

(stuffing) melalui SKP berdasarkan data yang disampaikan 

oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

(2) Terhadap PPKEK yang telah dilakukan pemuatan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pelekatan tanda pengaman oleh: 

a. Pejabat, dalam hal ditempatkan Pejabat untuk 

melakukan pengawasan di KEK yang bersangkutan; 

atau 

b. Administrator KEK, dalam hal KEK telah ditetapkan 

dapat melakukan pelayanan mandiri setelah 

mendapatkan persetujuan dari SKP, 

sebelum dikeluarkan dari pintu yang telah ditetapkan 

sebagaima na dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

(3) Dalam hal pelekatan ta nda pengaman PPKEK dilakukan 

oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a , pengawasan pengeluaran barang dari KEK 

dilakukan oleh Pejabat mela lui SKP. 
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Pasal 49 

( 1) Terhadap pengeluaran barang dari KEK ke Luar Daerah 

Pabean dengan PPKEK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pejabat bea cukai pada Kantor 

Pabean pemuatan atau Sistem INSW dan/atau SKP 

menyampaikan hasil rekonsiliasi PPKEK dengan outward 

manifest yang telah didaftarkan di Kantor Pabean 

pemuatan. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mencocokan beberapa elemen data, 

yaitu: 

a. nomor dan tanggal PEB; dan 

b. nomor dan jumlah peti kemas dalam hal 

menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan 

dalam hal tidak menggunakan peti kemas. 

(3) Dalam hal terhadap pengeluaran barang dari KEK ke luar 

Daerah Pabean terdapat ketidaksesuaian, unit 

pengawasan melakukan penelitian lebih lanjut. 

Pasal 50 

Terhadap pengeluaran barang dari KEK ke Luar Daerah 

Pabean dengan PPKEK sebagaimana dimaks_ud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf a yang diangkut terus atau diangkut lanjut 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan mengenai angkut terus atau angkut lanjut barang 

impor atau barang ekspor. 

Pasal 51 

Atas pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerah Pabean 

berlaku ketentuan umum di bidang ekspor sepanjang belum 

diatur dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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Bagi.an Kedua 

Pengeluaran barang dari KEK ke KEK lain, Tempat 

Penimbunan Berikat, atau Kawasan Bebas 

Pasal 52 

(1) Terhadap PPKEK untuk pengeluaran barang ke: 

a. KEK lain; 

b. Tempat Penimbunan Berikat; atau 

c. Kawasan Bebas, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, c, 

dan d, dilakukan penelitian data oleh Sistem INSW 

dan/atau SKP. 

(2) Dalam hal hasil penelitian data sebag8:imana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Sistem INSW dan/atau SKP 

menerbitkan notifikasi penolakan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, SKP menerbitkan nomor dan 

tanggal pendaftaran PPKEK. 

(4) Terhadap PPKEK yang telah memperoleh nomor dan 

tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diterbitkan: 

a. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam 

hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau 

b . Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam hal 

dilakukan pemeriksaan fisik barang. 

Pasal 53 

( 1) Pejabat pemeriksa fisik k melakukan pemeriksaan fisik 

barang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b 

setelah Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha: 

a. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean; 

b . menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang 

untuk diperiksa; 

c. menyiapkan sarana yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan fisik; dan 

d. hadir dalam pemeriksaan fisik. 
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(2) Terhadap barang yang dilakukan p·emeriksaan fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 

pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan pelekatan 

tanda pengaman oleh Pejabat pemeriksa fisik. 

(3) Atas pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pejabat pemeriksa fisik: 

a . membuat laporan hasil pemeriksaan; dan 

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada 

Pejabat pemeriksa dokumen melalui SKP. 

(4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai tata cara 

pemeriksaan fisik. 

Pasal 54 

(1) Dalam hal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kedapatan jumlab dan 

jenis barang sesua1, Pejabat pemeriksa dokumen 

menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

(SPPB). 

(2) Dalam bal laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kedapa tan jumlab dan 

jenis barang tidak sesuai, Pejabat pem eriksa dokumen 

melakukan penyesuaian jumlab dan / a tau j enis barang 

pada PPKEK. 

(3) Dalam hal berdasarkan laporan basil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) terdapat 

indikasi tindak pidana, Pejabat pemeriksa dokumen 

meneruskan PPKEK kepada unit pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebib lanjut. 

Pa sal 55 

( 1) Terba dap PPKEK yang telah m en.da pa tkan Sura t 

Persetujuan Pen geluaran Bara n g (SPPB) sebagaimana 

dimaksud da lam Pasal 52 ayat (4) b u ruf a, dilakukan 

pengawasan pemuatan ba ra ng (stuffing) m elalui SKP 
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berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha. 

(2) Terhadap PPKEK yang telah dilakukan pemuatan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pelekatan tanda pengaman oleh: 

a. Pejabat, dalam hal ditempatkan Pejabat untuk 

melakukan pengawasan di KEK yang bersangkutan; 

atau 

b. Administrator KEK, dalam hal KEK telah ditetapkan 

dapat melakukan pelayanan mandiri setelah 

mendapatkan persetujuan dari SKP, 

sebelum dikeluarkan dari pintu yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

(3) Dalam hal pelekatan tanda pengaman PPKEK dilakukan 

oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, pengawasan pengeluaran barang dari KEK 

dilakukan oleh Pejabat melalui SKP. 

(4) Terhadap pengeluaran barang dari KEK ke Kawasan 

Bebas yang berada dalam satu lokasi yang berhimpitan, 

dikecualikan dari kewajiban pelekatan t anda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 56 

(1) Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (1), Kantor Pabean yang mengawasi: 

a. KEK lain; 

b . Tempat Penimbunan Berikat; atau 

c . Kawasan Bebas, 

menyampaikan realisasi pemasukan barang dari KEK 

pada SKP. 

(2) Dalam hal pemasukan barang dari KEK sebagaimana 

dimaksud p ad a ayat (1) terdapat ketidaksesu aian, unit 

pengawasan melakukan pen elitian lebih lanjut. 
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Bagian Ketiga 

Pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP 

Pasal 57 

Pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP membayar bea masuk, 

cukai dan/ atau PDRI sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

mengenai pembayaran. 

Pasal 58 

(1) Terhadap PPKEK pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 

dilakukan penelitian data oleh Sistem INSW dan/ atau 

SKP. 

(2) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Sistem INSW dan/atau SKP 

menerbitkan notifikasi penolakan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, SKP menerbitkan nomor dan 

tanggal pendaftaran PPKEK setelah PPKEK: 

a. memenuhi persyaratan ketentuan larangan dan 

pembatasan dalam hal terdapat kewajiban 

pemenuhan ketentuan larangan dan/atau 

pembatasan; dan 

b . telah dilakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan 

pembayaran PDRI, dan/atau telah diserahkan 

jaminan dalam hal terdapat kewajiban pemenuhan 

pembayaran bea masuk, pelunasan cukai dan 

pembayaran PDRI, dan/atau penyerahanjaminan. 

Pasal 59 

Terhadap PPKEK yang telah memperoleh nomor dan tanggal 

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), 

diterbitkan: 

a. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam hal 

tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau 

b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam hal 

dilakukan pemeriksaan fisik barang. 
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Pasal 60 

(1) Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik 

barang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b . 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan setelah Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha: 

a. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean; 

b . menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang 

untuk diperiksa; 

c . menyiapkan sarana yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan fisik; dan 

d. hadir dalam pemeriksaan fisik. 

(3) Terhadap barang yang dilakukan pemeriksaan fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 

pengawasan pemuatan barang (stuffing) . 

(4) Atas pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) , Pejabat pemeriksa fisik: 

a. membuat laporan hasil pemeriksaan; dan 

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada 

Pejabat pemeriksa dokumen melalui SKP. 

(5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai tata cara 

pemeriksaan fisik. 

Pasal 61 

(1) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang, 

Pejabat pemeriksa dokumen dapat melakukan 

pengambilan contoh barang untuk dilakukan UJI 

laboratorium atas barang yang akan dikeluarkan dari 

KEK. 

(2) Tata cara pengambilan contoh barang, identifikasi barang 

dan uji laboratorium sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai petunjuk pengambilan 
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contoh barang, identifikasi barang dan uji laboratorium 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Pasal 62 

( 1) Dalam rangka pemenuhan hak keuangan negara dan 

ketentuan impor, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan 

penetapan terhadap tarif dan nilai pabean dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) oleh Pejabat pemeriksa 

dokumen. 

(2) Dalam hal penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tidal<: mengakibatkan kekurangan 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, Pejabat 

pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB). 

(3) Dalam hal penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) yang mengakibatkan kekurangan 

atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, dan/ at au 

PDRI, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat 

Penetapan Pejabat. 

(4) Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat 

pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB) setelah Sadan U sa ha 

dan / a tau Pelaku U saha: 

a . melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI, 

dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau 

b. menyerahkan jaminan sebesar b~a masuk, cukai, 

PDRI, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda 

dalam hal diajukan keberatan. 

(5) Dala m h a l berdasarka n laporan h a sil pem eriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 0 aya t (4) t erda pat 

indika si tindak pidana, Peja ba t pemeriksa dokumen 

m en eruskan PPKEK kepa da unit pen gawa s an untuk 

dilakukan p en elitian lebih lanjut. 
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(6) Tata cara penetapan tarif dan nilai pabean dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai tarif dan nilai pabean. 

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai keberatan. 

Pasal 63 

Dalam rangka pemenuhan hak keuangan negara dan 

ketentuan impor, terhadap PPKEK yang tidak diterbitkan Surat 

Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF), Pejabat pemeriksa 

dokumen melakukan penetapan terhadap tarif dan nilai 

pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal pendaftaran PPKEK. 

Pasal 64 

Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 huruf a, dilakukan pengawasan pemuatan barang 

(stuffing) melalui SKP berdasarkan data yang disampaikan oleh 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

BAB VI 

PERPINDAHAN BARANG ANTAR PELAKU USAHA DALAM 

SATU KEK, PENGELUARAN SEMENTARA, DAN 

SUBKONTRAK 

Bagian Kesatu 

Perpindahan Barang Antar Pelaku Usaha Dalam Satu KEK 

Pasal65 

(1) Perpindahan barang antar Pelaku Usaha dalam satu KEK 

dilakukan dengan surat jalan yang tercetak da ri aplikasi 

perpindahan barang antar Pelaku Usaha di KEK pada 

sistem aplikasi KEK. 
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(2) Terhadap perpindahan barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), Pelaku U saha yang akan mengeluarkan 

barang memberitahukan jumlah, jenis, dan tujuan 

pengeluaran serta mencetak surat jalan pada aplikasi 

perpindahan barang antar Pelaku Usaha di KEK pada 

sistem aplikasi KEK. 

(3) Terhadap perpindahan barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), Pelaku U saha penerima barang 

memberitahukan jumlah dan jenis barang serta kegiatan 

pemasukan pada aplikasi perpindahan barang antar 

Pelaku U saha di KEK pada sistem aplikasi KEK. 

(4) Dalam hal pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK 

tidak terjadi penyerahan Barang kepada Pelaku Usaha 

lainnya di KEK, tanggung jawab bea masuk, cukai, PDRI 

yang melekat pada barang yang telah dikeluarkan 

sementara tersebut, menjadi tanggung jawab Pelaku 

Usaha di KEK penerima barang terhitung sejak barang 

diterima oleh Pelaku Usaha penerima barang sampai 

dengan barang tersebut diterima kembali oleh Pelaku 

Usaha di KEK pengirim barang. 

(5) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur J enderal ini 

Bagian Kedua 

Pengeluaran Sementara dan Subkontrak 

Pasal 66 

( 1) Pengeluaran barang dari KEK dalam rangka pengeluaran 

sementara dan subkontrak diberitahukan dengan 

menggunakan PPKEK. 

(2) Terhadap pengeluaran sementara dan subkontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang ditujukan ke 

TLDDP atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean 

wajib menyerahkan jaminan. 
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(3) Pengeluaran barang dalam rangka subkontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan oleh: 

a . Pelaku U saha Pengolahan; atau 

b. Pelaku Usaha Logistik. 

(4) Dalam hal barang yang dilakukan pengeluaran sementara 

dan subkontrak tidak dimasukkan kembali ke KEK dalam 

jangka waktu yang ditetapkan, atas jaminan yang 

diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dicairkan. 

(5) Tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan pencairan jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

jaminan dalam rangka kepabeanan. 

(6) Tata cara pengeluaran dan pemasukan kembali barang 

dari dan ke KEK dalam rangka pengeluaran sementara 

dan subkontrak, dilakukan sesuai dengan tata cara 

pengeluaran dan pemasukan sebagaimana diatur pada 

Bab IV sampai dengan Bab V dalam Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

BAB VII 

PENIMBUNAN DAN PENYERAHAN BARANG KE DAN DARI 

TOKO ATAU PUSAT PERBELANJAAN DI KEK PARIWISATA 

Pasal 67 

(1) Pelaku Usaha di KEK Pariwisatayang berbentuk toko atau 

pusat perbelanjaan dapat menimbun barang asal luar 

Daerah Pabean dan/atau barang asal TLDDP untuk dijual 

ke wisatawan asing dan/atau domestik di lokasi KEK 

Pariwisata. 

(2) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pa da 

ayat (1), dilakukan dengan dokumen PPKEK da n wajib 

dipenuhi ketentuan pembatasannya atas barang yang 

terken a ketentuan p emba tasan pada saat pemasukan. 



- SO ·-

(3) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus dilakukan penimbunan di ruang/tempat 

penimbunan barang di toko atau pusat perbelahjaan di 

KEK Pariwisata. 

(4) Penyerahan barang untuk dijual ke wisatawan asing 

dan/atau domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dilakukan di ruang/tempat penjualan. 

(5) Terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean 

dari ruang/tempat penimbunan barang ke ruang/tempat 

penjualan, Pelaku Usaha di KEK Pariwisata wajib 

memberitahukan dengan PPKEK dan melunasi kewajiban 

pabean sesuai ketentuan mengenai pengeluaran barang 

dari Pelaku Usaha di KEK ke TLDDP. 

(6) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Pelaku U saha secara 

berkala. 

BAB VIII 

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PPKEK 

Bagian Kesatu 

Pembetulan PPKEK 

Pasal 68 

(1) Terhadap PPKEK yang telah mendapat nomor dan tanggal 

pendaftaran dapat dilakukan pembetulan dengan 

persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan 

permohonan Badan U saha atau Pelaku U saha. 

(2) Terhadap PPKEK pemasukan barang ke KEK yang telah 

mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dapat 

dilakukan pembetulan dengan ketentuan: 

a. sebagian atau seluruh barang belum k eluar dari 

Kawasan Pabean a tau tempat la in yang 

dipersam akan dengan Tempat Penimbunan 

Sementara dalam hal pem asukan barang dari luar 

Daerah Pabean; 
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b. sebagian atau seluruh barang belum memperoleh 

notifikasi pemasukan dalam hal pemasukan barang 

dari TLDDP; 

c . kesalahan tersebut bukan merupakan temuan 

Pejabat; 

d . belum mendapatkan penetapan Pejabat; atau 

e. kondisi lain dengan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Atas PPKEK pengeluaran barang dari KEK yang telah 

mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dapat 

dilakukan pembetulan dengan ketentuan: 

a. sebagian atau seluruh barang behim dimasukan ke 

Kawasan Pabean muat ekspor untuk pengeluaran 

barang dari KEK ke luar Daerah Pabean; 

b. sebagian atau seluruh barang belum keluar dari KEK 

dalam hal pengeluaran barang ke KEK lain, Tempat 

Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas atau TLDDP; 

c. kesalahan bukan m erupakan temuan Pej abat; 

d . belum mendapatkan penetapan Pejabat; atau 

e . kondisi lain dengan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

(4) Pembetulan PPKEK dapat dilakukan terhadap semua 

elemen data kecuali: 

a. identitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha; 

b . identitas penerima barang; 

c. kode Kantor Pabean; 

d . kategori barang; 

e. jenis barang; dan/atau 

f. jumlah barang. 

(5) Pembetulan PPKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dengan menggunakan sistem pertukaran 

data elektronik m elalu i Sistem INSW. 

(6) Tata cara p embetulan PPKEK seba.gaiman a dimaksud 

p ada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang 

m erupa ka n bagian tidak terpisahkan d ari Peratura n 

Direktur J ender al ini. 
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Bagian Kedua 

Pembatalan PPKEK 

Pasal 69 

( 1) Terhadap PPKEK yang telah mendapat nomor dan tanggal 

pendaftaran dapat dilakukan pembatalan dengan 

persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan 

permohonan Badan U saha atau Pelaku U saha. 

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan melalui Sistem INSW dengan 

dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan 

persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian 

dengan menerbitkan surat persetujuan sesuai format 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

(4) Persetujuan pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) untuk pemasukan barang ke KEK dapat 

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal sebagian atau seluruh barang belum 

keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang 

diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan 

Sementara; 

b . belum m endapatkan notifikasi selesai pemasukan ke 

KEK untuk barang yang berasal dari TLDDP; atau 

c. kondisi lain dengan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Persetujuan pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) untuk pengeluaran barang dari KEK dapat 

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal sebagian atau seluruh barang belum 

dikeluarkan dari KEK; 

b. kesalahan bukan merupakan temuan Pejaba t ; 
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c. belum mendapatkan penetapan Pejabat; atau 

d. kondisi lain dengan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk 

(6) Tata cara pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

BAB IX 

BARANG KIRIMAN 

Pasal 70 

( 1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK 

dapat dilakukan melalui Barang Kiriman. 

(2) Pemasukan dan pengeluran melalui Barang Kiriman 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui 

penyelenggara pos. 

(3) Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. penyelenggara pos yang ditunjuk; dan 

b. perusahaan jasa titipan. 

(4) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dimasukkan ke KEK dari: 

a. luar Daerah Pabean; 

b. KEK lain; 

c. Tempat Penimbunan Berikat; 

d. Kawasan Bebas; atau 

e. TLDDP. 

(5) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikeluarkan dari KEK ke: 

a. luar Daerah Pabean; 

b . KEK la in; 

c . Tempat Penimbunan Berika t ; 

d. Kawasan Bebas; a tau 

e. TLDDP. 
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(6) Pemasukan Barang Kiriman ke KEK atau pengeluaran 

Barang Kiriman dari KEK, wajib diberitahukan dengan 

PPKEK. 

BABX 

SKEMA PREFERENTIAL TARIFF (FTA) 

Pasal 71 

( 1) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan 

oleh negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan 

pada saat pemasukan ke KEK. 

(2) Terhadap pemasukan barang yang menggunakan Surat 

Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) diberlakukan tarif bea masuk sesuai dengan skema 

preferential tariff dimaksud p ada saat dikeluarkan oleh 

Pelaku Usaha dari KEK ke TLDDP. 

(3) Pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara parsial 

dengan menggunakan pemotongan kuot.a . 

(4) Pejabat dapat melakukan pengujian atas validitas 

penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). 

BAB XI 

KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN 

Pasal 72 

(1) Ketentuan la rangan impor dan ekspor ke KEK berlaku 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

larangan impor dan ekspor. 

(2) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK 

belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali 

instan si t eknis yang m engeluarkan kebijakan pembatasa n 

m enyatakan secara khusus bahwa ketentuan pembatasan 

dimaksud berlaku di KEK. 

(3) Barang asal lua r Daerah Pabean dari KEK yang 

dikeluarkan ke : 
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a. Pelaku Usaha di KEK lain; 

b. Tempat Penimbunan Berikat; 

c. Kawasan Be bas; dan/ atau 

d. perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan 

pengembalian di luar KEK, 

mengikuti ketentuan ten tang pembatasan di bidang impor 

yang berlaku di tempat tujuan. 

( 4) Barang asal luar Daerah Pa bean dari KEK yang 

dikeluarkan ke TLDDP untuk diimpor untuk dipakai 

berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali 

sudah dipenuhi pada saat pemasukannya. 

(5) Pemasukan bahan baku usaha untuk industri jasa yang 

bersifat habis pakai dari luar Daerah Pabean ke KEK 

belum diberlakukan ketentuan pembatasan dan tata 

niaga di bidang impor kecuali ditentukan lain 

berdasa rkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 

LAIN-LAIN 

Bagian Kesatu 

Pelayanan Mandiri 

Pasal 73 

( 1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat 

menetapkan KEK pelayanan kepabeanan mandiri atas 

kegiatan operasional di KEK. 

(2) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: 

a. sudah menggunakan sistem komputer yang 

terintegrasi dengan Sistem INSW dalam proses 

pergerakan barang ke dan dari KEK, serta memiliki 

sistem penelusuran barang (traceability) dalam 

pengelolaan barang; 

b. Administrator KEK memiliki s istem pengawasan 

internal yan g baik; 
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c . Administrator KEK memiliki kesiapan sarana dan 

prasarana serta SDM yang mendu~ung pengawasan; 

dan/atau 

d . pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, 

dengan mempertimbangkan faktor resiko. 

(3) Pelayanan kepabeanan mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi: 

a. pelekatan dan/ a tau pelepasan tanda pengaman; 

b. pelayanan pemasukan barang; 

c. pelayanan pembongkaran barang; 

d. pelayanan penimbunan barang; 

e. pelayanan pemuatan barang; 

f. pelayanan pengeluaran barang; dan/ atau 

g. pelayanan lainnya. 

(4) Pelayana n k epabeanan mandiri oleh Administrator KEK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah 

mendapat penetapan Kepala Kantor Pabean. 

(5) Bentuk tanda pengaman yang digunakan da lam 

operasional KEK den gan layanan mandiri mengikuti 

ketentuan yang mengatur mengena i tanda pengaman dan 

diberi keterangan "KEK Mandiri" dan ditandatangani oleh 

Administrator KEK. 

(6) Format penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Bagian Ketiga 

Klarifikasi Secara Suka Rela atas Hasil Pencacahan 

Pasal 74 

(1) Bad an Usaha dan/ atau Pelaku Usaha di KEK dapa t 

m engajukan permintaan klarifikasi secara suka rela a tas 

hasil pencacahan yang dilakukan sendiri k epada Kepala 

Kantor Pabean yang m en gawasi KEK, j ika menemukan 

selisih kuran g a ntara fisik barang yang seh arusnya 

bera da di lokasi Badan Usaha dan/a ta u Pelaku Usaha 
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KEK dengan saldo pada Sistem Informasi Persediaan 

Berbasis Komputer (IT Inventory). 

(2) Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian 

terhadap permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dinyatakan tidak terdapat unsur 

pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan 

Surat Penetapan Pejabat atas pembayaran bea masuk, 

cukai, dan/atau PDRI atas selisih barang tanpa 

dikenakan denda administrasi. 

(4) Perubahan saldo pada Sistem Informasi Persediaan 

Berbasis Komputer (IT Inventory) dilakukan setelah 

dilakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI 

sesuai dengan Surat Penetapan Pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

Bagian Keempat 

Sistem INSW dan/ atau SKP Tidak/Belurn Berfungsi 

Pasal 75 

(1) Dalam hal Sistem INSW dan/atau SKP di Kantor Pabean 

tidak berfungsi paling sedikit 4 (em pat) jam dan/ atau 

mendapat informasi dari Unit yang bertanggungjawab 

terhadap Sistem INSW dan/ a tau SKP menyatakan bahwa 

Sistem INSW dan/atau SKP tidak berfungsi, maka: 

a . Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, bahwa Sistem 

INSW dan/atau SKP tidak/belum berfungsi dan 

pelayanan akan dilaksanakan secara manual melalui 

media penyimpanan data elektronik; dan 

b. menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi­

fungsi yang dilakukan oleh Sistem INSW dan/atau 

SKP. 

(2) Da lam hal Sistem INSW dan/ a tau SKP sudah berfungsi 

kembali: 



- 58 -

a. Pejabat yang menggantikan fungsi- fungsi yang 

dilakukan oleh Sistem INSW dan/ atau SKP 

melaksanakan proses perekaman atas kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan secara manual; 

b . Pejabat yang menggantikan fungsi- fungsi yang 

dilakukan oleh Sistem INSW . dan/ atau SKP 

mengunggah hasil perekaman pelayanan manual 

pada Sistem INSW dan melakukan sinkronisasi; dan 

c. Kepala Kantor memberitahukan kepada Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha, bahwa Sistem INSW 

dan/ atau SKP sudah berfungsi dan Sistem 

Pelayanan dilaksanakan melalui Sistem INSW 

dan/ atau SKP. 

(3) Tata cara pemasukan atau pengeluar~ barang ke dan 

dari KEK dalam hal Sistem INSW dan/ a tau SKP 

tidak/belum berfungsi dilaksanakan sebagaimana tata 

cara pemasukan atau pengeluaran barang ke d an dari 

KEK dengan menggunakan Sistem INSW dan/ a tau SKP 

dengan ketentuan: 

a. pemberitahuan dilakukan pencetakan dan 

penyerahan oleh Badan U saha, Pela ku U saha, 

melalui media penyimpanan data elektronik dan/atau 

hardcopy; dan 

b. resp on dilakukan pencetakan dan penyerahan oleh 

Pejabat melalui media penyimpanan data elektronik 

dan/ atau hardcopy. 

Bagian Kelima 

Formulir 

Pasal 76 

Bentuk formulir yang digunakan dalam pela ksan aan 

Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaiman a tercantum da lam 

lampiran XIV yang merupakan bagia n tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur J enderal ini. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN . 

Pasal 77 

Dalam hal Sistem INSW dan/ atau SKP belum tersedia sesuai 

ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal ini: 

a. tata cara pemasukan barang asal luar Daerah Pabean ke 

KEK yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk 

dan/ atau tidak dipungut PDRI dilakukan sesuai dengan 

ketentuan umum di bidang impor; 

b. tata cara pemasukan barang yang mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan/atau tidak dipungut PDRI 

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pemasukan barang ke Tempat 

Penimbunan Berikat; dan 

c. tata cara pengeluaran barang dari KEK dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat. 

BAB XIV 

PENUTUP 

Pasal 78 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

31/BC/2016 tentang Tata Laksana Pemasukan dan 

Pengeluaran Barang Ke dan Dari Badan .Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 79 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan . 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Januari 2021 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI UNTUK 
PENETAPAN KAWASAN PABEAN 

KOP SURAT KANTOR PABEAN 

DERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI 
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN 

Nomor BA- ...... ... . 

Pada hari ini .......... tanggal .. .. . ... .. bulan ..... ... .. tahun ... ...... . , kami yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol. 
Jabatan 

2. Nama 
NIP 
P a ngkat/Gol. 
Jabatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .............. ........... . 

. ..... .... .......... ..... .. .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

berdasarkan Surat Tugas Kepala . . . ...... ...... Nomor .. . ........... . 
tanggal ....... . ... , telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap 
kawasan yang diajukan penetapannya sebagai Kawasan Pabean sebagai 
berikut: 

A. PEMOHON: 
1. Nama Badan Usaha/Pengelola 
2. NPWP Badan U saha/ Pengelola 
3. Alamat Badan Usaha/Pengelola 
4. Telepon/Faksimile 

. . ... .................... .. ... 

8. KONDISI FISIK: 
1. Lokasi: 

a . Alamat 
b. Desa/ Kelurahan 
c. Kecamatan 
d. Kabupaten/Kotamadya 
e . Propinsi 

2. Ukuran: 
a . Panjang 
b. Lebar . . .... .. ....... .... ......... .... . 
c. Luas 

3. Pagar pembatas: 
a . Konstruksi 
b. ':!"'inggi 
c. Kondisi 

: Tembok/Besi/ . ..... . . . 
. ·········· ·· ·············· ·· 

4. Batas-batas: 
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan ....... .. . 
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b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan ......... . 
c. Sebelah Sela tan : Berbatasan J-engan ........ . . 
d. Sebelah Barat : Berbatasan engan ......... . 

5. Koordinat Titik-Titik batas: ..................... . 

6. Pintu/ Akses Kawasan: 
a. Jumlah pintu masuk (gate) : 
b. Jumlah pintu keluar (gate) : 

Ada/Tidak Ada*) 
Ada/Tidak Ada*) 

c. Pintu Masuk Utama 
d. Pintu Keluar Utama 
e. Catatan 

7. J alan menuju Kawasan: 
Jalan dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih: Ya/Tidak*) 

C. SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA: 
1. Ruang kerja untuk petugas Bea dan Cukai 

• Ukuran dan luas : .................... ........... . 
• Fasilitas / perlengkapan .............................. . 

(sebutkan) 

2. Ruangan dan/ area yang dipergunakan untuk: · 
a. pelayanan dan penyelenggaraan : Ada/Tidak Ada*) 

adrninistrasi . 
b. monitor CCTV : Ada/Tidak Ada*) 
c. pengawasan : Ada/Tidak Ada*) 

3. Kamera CCTV JumlahPenempatan 

D. Kondisi Kawasan Secara Urnurn 
1 .............. .. .... . 
2 .... ... .......... . 

E. LAMPIRAN: 
1. Garnbar Denah (Peta) kawasan yang akan dijadikan Kawasan 

Pabean. 
2. Tata letak (lay out) kawasan. 
3. Foto-foto kawasan, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya. 

Dernikian Berita Acara Perneriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pirnpinan/Wakil Perusahaan Pejabat Bea dan Cukai yang 
rnerneriksa 

1. Tanda tangan 
2 Narna 
3 . NIP 

1. Tanda tangan 
2 Narna 
3. NIP 

Mengetahui, Atasan Langsung 

NIP .......... ... ........ . .. .. ..... . 

. *) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSU.S 

CONTOH FORMAT SURAT PENERUSAN PERMOHONAN PENETAPAN 
KAWASAN PABEAN/TPS 

KOP SURAT KANTOR PABEAN 

Tanggal .. ... ... ..... .... . Nomor 
Lampiran 
Hal : Penerusan dan rekomendasi permohonan penetapan sebagai 

Kawasan Pabean 

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC .. .. . . 

Sehubungan dengan surat ....... . Nomor .......... tanggal .. .. . .... . hal.. ...... , 
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kami menerima permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean atas 

nama: 
a. Nama KEK: .... .. ... ................ . 
b. NPWP ... .. ........... . ........ . 
c. Alamat ... .. ..... .. .. ... ....... .... . 

2. Kami telah melakukan penelitian kelengkapan berka s permohonan yang 
b ersangkutan dan dinyatakan lengkap pada tanggal .......... . 

3. Terhadap KEK yang diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean tersebut 
telah dilakukan p emeriksaan loka si dengan Serita Acara Pemeriksaan 
seba gaimana terlampir, yang secara umum dapat kami sampaikan: 
a. . . .. . ........ . .. (kondisi kawasan pabean) 
b. . .. ... .......... ( saran a dan prasarana). 

4. Berdasarkan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 
kesiapan dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, k ami 
rekomendasikan bahwa ... .. 

5 . Bersama ini kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk 
mendapatkan keputusan lebih la njut. 

Demikian disampaikan. 

Kepala Kan tor, 

NIP ... . .. . .. .. . ..... . . . 

Tembusan: 
1. Direktu r Teknis Kep abeanan ; 
2. Direktur Fasilitas Kepabeanan 
3 . Pim pinan ... . 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/ BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, "DAN PENGELUARAN 
BARANG KE . DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR ....... .... . 

TENTANG 

PENETAPAN KAWASANEKONOMI KHUSUS ... . 

SEBAGAI KAWASAN PABEAN 

MENTER! KEUANGAN, 

Menimbang a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas surat 
permohonan Nomor .. ... tanggal .... . , 
diperoleh kesimpulan bahwa kawasan di ... . . 
telah memenuhi syarat untuk ditetapka n 
sebagai Kawasan Pabean; 

b. bahwa berda sarkan p ertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a , p erlu 
menetapkan Keputusan Mente ri Keua n gan 
tentang Pene tapa n Kawasan Ekonomi 
Khusus .... ........ Sebagai Kawasa n Pabean. 

Mengingat : 1. Undang-Unda n g Nomor 10 Tahun 1995 t enta n g 

Menetapkan 

PERTAMA 

Kepabeanan (Lembaran Negara Re publik 
Indones ia Tahun 1995 Nomor 75, Tamba h a n 
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
3612) seba gaimana t e lah diuba h d engan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor . 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); · 

2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
..... / PMK. 10 / 2020 ten tang Perlakua n 
Perpajakan dan Kepabe ana n dan Cukai pada 
Kawasan Ekonomi Khusus; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG 
PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 
SEBAGAI KAWASAN PABEAN. 

Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama 
. . .. ..... . d e n gan d ata seb agai berikut: 
1. Pengelola Ka wasan Pa b ean: 

a . Na m a Bad an U sah a 

b. NPWP Badan U sah a 

c . Alamat KE K 

d . Telep on / Faksimile 
e. Nama Pe n a n ggung J a w a b 
f. Alamat P en a n ggung J a w a b 

. .. .. ........... .. ..... . 
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g. NPWP PenanggungJawab 
2. Lokasi Kawasan Pabean: 

a. Letak . . ·· ··················· 
b. Alamat 
c. Desa/Kelurahan 

d. Ke cam a tan 
e. Kabupaten/Kotamadya 
f. Propinsi 

3. Ukuran: 
a. Panjang 

b. Lebar· 
c. Luas 

4. Batas-batas: 

a. Sebelah Utara 
b. Sebelah Timur 

I 

c. Sebelah Se Iatan 

d. Sebelah Barat 

5. Koordinat Titik-Titik Batas : 
6. Pintu Masuk/Keluar (gate) : 
7. Garn bar denah lokasi : Terlampir 

: Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai 
kewajiban Pengelola Kawasan Pabean memenuhi 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor . .... /PMK.10/2020 
tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan 
dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. 

: Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA berada di bawah pengawasan 
Kantor Pabean 
Dalam hal terdapat perubahan atas data 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA harus diberitahukan kepada Kepala 
Kan tor P a bean ...... . 
Keputusan. Menteri Keuangan ini mulai berlaku 
sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Menteri 
Keuangan ini disampaikan kepada: 
I. Direktur Jenderal Bea danCukai; 
2. Direktur Teknis Kepabeanan; 
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
5. Kepala KPPBC ....... (KPPBC yang mengawasi) . 

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini 
disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . .. ... . ..•.. .. .. 
pad a tanggal .... . .. ......... . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 
KEPALAKANTOR WILAYAH DJBC. / 
KEPALA KPU BC ... *) 

NIP ... .. .... . .. .. ... . . . . .. . 

*l pllih salah satu a tau coret yang ticlak perlu 



- 66 -

LAMPIRAN IV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMQR PER-2 /BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA 

Nomor 
Lampiran 
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan 

Tanggal ............... . 

Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean 

Yth ............... ... .... (nama administrator) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... :.. tanggal hal 
...... .... , dengan ini kami beritahukan bahwa rekomendasi penetapan sebagai 
Kawasan Pabean atas nama: 
1. N ama Badan U saha : ... ........... ...... .. . 
2. NPWP . . .. ................... . 
3. Alamat . . ............ .. ... .... . 
4. Lokasi kawasan . .... .................. . 
diputuskan ditolak dengan alasan: 
1 . ......... . 
2 . ...... ... . 
3. dst 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Tembusan: 
1. Direktur Teknis Kepabeanan; 
2. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
3. Kepala KPPBC .. . . 

a.n. Menteri Keuangan 
Kepala Kantor, 

NIP 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUl(AI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAl(AN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

PETUNJUK PENGISIAN ELEMEN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN 
EKONOMI KHUSUS (PPKEK) 

1. Pedoman pengisian formulir PPKEK 
a. Berukuran F4 (210 x 330 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh. 
b. Lembar utama wajib diisi dengan lengkap, sesuai dengan jenis 

pemberitahuan pabean. 
c. Setiap PPKEK hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pengirim dan 1 (satu) 

Penerima. 
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang maupun lebih dari 

1 (satu) uraian barang/pos tarif yang diberitahukan pada PPKEK, 
diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang. 

e. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pelengkap pabean yang 
diberitahukan pada PPKEK, data dokumen pelengkap pabean 
diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean. 

f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pemenuhan 
persyaratan/fasilitas yang diberitahukan pada PPKEK, data dokumen 
pemenuhan persyaratan/fasilitas diberitahukan dalam Lembar 
Lan ju tan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas. 

g. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas yang diberitahukan 
pada PPKEK, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan 
Peti Kemas. 

h. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis kemasan yang 
diberitahukan pada PPKEK, data kemasan diberitahukan dalam 
Lembar Lanjutan Kemasan. 

i. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) data bank devisa pada PPKEK, 
data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam. Lembar Lanjutan 
Bank Devisa Hasil Ekspor. 

j. Dalam hal barang yang diberitahukan dalam PPKEK pengeluaran 
barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan 
Bebas, KEK Lainnya dan tempat penimbunan berikat, penggunaan 
barang atau bahan baku dalam proses produksinya disampaikan 
dengan Lembar Konversi Penggunaan Barang Atau Bahan Baku. 

k. Alamat Pengirim, Penerima, Penjual, Pembeli, Pemilik Barang, dan 
PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya 
mencantumkan nomor Kotak Pos (PO. BOX). 

1. Pada bagian kanan atas lembar utama dan lembar lanjutan harus diisi 
halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman. 

m. Pada setiap akhir lembar utama, lembar lanjutan dan lembar lampiran 
formulir PPKEK harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat 
formulir PPKEK dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama 
penandatangan, serta cap perusahaan bersangkutan 

n . Pengisian data uang dengan menggunakan angka adalah sebagai 
berikut: 

untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik; 
untuk memisahkan angka pecahan desimal qiberi tanda koma 
dan 2 (dua) digit dibelakang koma. 



Contoh: 
IDR 25.000,00 7 
USD 25.000,007 
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untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah. 
untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US. 

2. Pengisian elemen-elemen data dalam formulir PPKEK adalah sebagai 
berikut: 
No. Elemen Data 

HEADB:R 

1. Nomor Pengajuan 

Tata Cara ~engisian 

Diisi 26 (dua puluh enam) digit angka 

dengan 4 (empat) kelompok elemen data 

yang berupa: 

- 6 (enam) karakter pertama diambil 

dari digit ke-3 (tiga) sampai dengan 

ke-8 (delapan) NPWP; 

- 6 (enam) karakter kedua adalah 

Kode Kantor Pabean yang 

mengawasi KEK terkait; 

- 8 (delapan) katakter ketiga adalah 

Tanggal pembuatan formulir 

pemberitahuan pabean dengan 

format "YYYYMMDD"; 

- 6 (enam) karakter keempat adalah 

Nomor pembuatan formulir 

pemberitahuan pabean. 

Contoh: 

- Nomor NPWP pemberitahu adalah 

0 l.234567.8-912.345; 

- Kantor Pabean tempat diajukan 

PPKEK adalah 

Tanjungpinang, maka 

kantornya adalah 020500; 

KPPBC 

kode 

- Ta nggal pengaju an PPKEK ad alah 

20 Maret 2020; 

- Nomor urut dokumen adalah 50 



2. 

3 . 

4. 

5. 

Nomor Pendaftaran 

TanggalPendaftaran 
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Maka penulisan nomor pengajuan 

adalah sebagai berikut: 

Nomor Pengajuan 

234567-020500-20200320-000050 

a . Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan 

Cukai. 

b. Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan nomor 

pendaftaran PPKEK. 

a. Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan 

Cukai. 

b. Diisi pada 

disediakan 

kolom 

dengan 

1s1an yang 

tanggal 

pendaftaran PPKEK, dengan format 

"YYYYMMDD". 

Kantor Pabean Pengawas Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan kode dan nama kantor pabean: 

Kantor Pabean Bongkar 

- tempat didaftarkannya PPKEK; 

atau 

- tempat dimuatnya barang yang 

akan diekspor ke saran a 

pengangkut. 

Contoh: 

020500 KPPBC Tanjungpinang 

Diisi pada kolom . yang disediakan 

dengan kode dan nama kantor pabean 

yang mengawasi kawasan pabean atau 

tempat lain yang diperlakukan sana 

dengan tempat penimbunan sementara 

tempat barang impor·ditimbun 

Contoh: 

Barang ditimbun di kawa san pabean di 

KPU BC Tanjung Priok 

040300 KPU BC Tipe A Tanjung Priok 



6. Kantor Pabean Ekspor 
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Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan kode dan nama kantor pabean 

tempat dimuatnya barang yang akan 

dieskpor ke sarana pengangkut tujuan 

luar daerah pabean. 

Dalam hal barang dimuat di sarana 

pengangkut yang bukan merupakan 

bagian dari angkutan multimoda, 

Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode 

dan nama kantor pabean tempat 

terakhir barang ekspor dimuat ke 

sarana pengangkut tujuan ke luar 

daerah pabean. 

Contoh: 

- Barang ekspor dimuat ke sarana 

pengangkut yang berangkat dari 

Pelabuhan Pantoloan tujuan 

Surabaya dengan angkutan bukan 

multimoda, PPKEK didaftarkan di 

KEK Palu yang diawasi oleh KPPBC 

Pantoloan. Barang ekspor tersebut 

dibongkar di Pelabuhan Tanjung 

Perak, Surabaya untuk dimuat ke 

sarana pengangkut lain dengan 

tujuan Singapura. 

Kantor Pabean Pengawas: 

110800 KPPBC Pan to loan 

Kantor Pabean Ekspor: 

070100 KPPBC Tanjung Perak 

- Barang ekspor dimuat ke sarana 

pengangkut yang b erangkat da ri 

KEK Sei Mangkei yan g diawasi 

KPPBC Pematan g Siantar tujuan 

Ta njung Priok, J akarta den gan 

angkutan multimoda. 



7. Kantor Pabean Tujuan 

8. Jenis PPKEK 

9. Jenis Kegiatan 
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- PT Untung Sekali, mengekspor 

barang dari KEK Sei Mangkei yang 

diawasi KPPBC Pematangsiantar 

tujuan Kanada, diangkut dengan 

sarana pengan&kut MV. Mandiri 

Jaya 102S (berbendera Indonesia) 

menuju Tanjung Priok, Jakarta. Di 

Jakarta, barang dibongkar dan 

akan diangkut ke Kanada dengan 

sarana pengangkut MV. Freedom 

Voy 115N (berbendera Kanada) . 

Kantor Pabean Pengawas: 

011000 KPPBC Pematangsiantar 

Kantor Pabean Ekspor: 

011000 KPPBC Pematangsiantar 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nama dan kode Kantor Pabean 

yang mengawasi KEK tujuan pengiriman 

barang. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kategori pemberitahuan: 

1) biasa; a tau 

2) berkala. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kategori kegiatan: 

1) Pemasukan, untuk kegiatan 

berupa pemasukan ke KEK dari 

Luar Daerah Pabean maupun 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

; atau 

2) Pengeluaran, untuk kegiatan 

berupa pengeluaran dari KEK ke 

Luar Daerah Pabean, Tempat Lain 

Dalam Daerah Pabean, KEK Lain, 

Tempat Penimbunan Berikat, Pusat 



10. Asal Pemasukan 

11. Transaksi Masuk 

12. Tujuan Pengeluaran 

13. Transaksi Keluar 
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Logstik Berikat; dan Pengusaha 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis pemasukan 

a. Pemasukan barang ke KEK dari 

luar Daerah Pabean; atau 

b. Pemasukan barang ke KEK dari 

tempat lain dalam Daerah Pabean. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis transaksi 

a. Pembelian; atau 

b. Non-pembelian. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan tujuan pengeluaran: 

a. Pengeluaran barang dari KEK ke 

luar Daerah Pabean; 

b. Pengeluaran barang dari KEK ke 

tempat lain dalam Daerah Pabean; 

c. Pengeluaran barang dari KEK ke 

KEK Lain; 

d. Pengeluaran barang dari KEK ke 

Tempat Penimbunan Berikat; 

e. Pengeluaran barang dari KEK ke 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas; atau 

Diisi pada kolom isia,n yang disediakan 

dengan jenis transaksi 

a . Penjualan; atau 

b. Non-penjualan. 

DATA PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG 

14. Tuju an Diisi pada kolom isian yan g disediakan 

dengan jenis tujuan pemasukan atau 

pengeluaran barang; 

a. untuk dipakai; 

b. disu bkon trakkan 

c. dijual; 



15. Kategori Barang 
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d. diperbaiki; 

e. dipamerkan; 

f. dijual; 

g. dipinjamkan; 

h. dikem balikan; 

1. ekspor biasa; 

J. ekspor akan diimpor kembali; 

k. ekspor eks impor sementara; 

1. diolah; 

m. konsumsi; 

n. timbun; 

o. konsinyasi; 

p. eks diperbaiki; 

q . eks disubkontrakkan; 

r. eks dipinjamkan; atau 

s. lainnya. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis kategori barang: 

a. infrastruktur; 

b. mesin/peralatan; 

c. barangjadi; 

d. barang habis pakai; 

e. bahan baku/penolong; 

f. barang ekspor umum; 

g. barang ekspor khusus barang 

kiriman (pos atau jasa titipan); 

h. barang ekspor khusus barang 

untuk keperluan ibadah untuk 

umum, sosial, pendidikan, 

kebudayaan, olah raga, atau 

bencana alam; 

1. barang ekspor barang cinderamata; 

J . barang ekspor barang contoh; 

k. barang ekspor khusus barang 

keperluan p en elitian; a tau 
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1. barang ekspor BKC yang belum 

dilunasi cukainya. 

16. Jenis Fasilitas/ Pungutan Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis fasilitas/pungutan: 

a. bayar BM; 

b. bayar BK; 

c. pembebasan BM; atau 

d. penangguhan BM. 

DATA PEMBERITAHUAN 

Pemasukan dari Luar Daerah Pabean 

1 7. Badan U saha/ Pelaku Diisi dengan data Badan U saha atau 

U saha Pelaku U saha yaitu pihak yang 

bertindak se bagai consignee (penerima 

barang) dalam dokumen pengangku tan 

barang. Isian memuat kelengkapan data 

berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha a tau Pelaku U saha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan n ama lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan 

18. Eksportir Luar Negeri/ Diisi dengan da ta eksportir luar 

Penjual negeri/penjual yan g bertransaksi 

dengan importir atau pemilik barang. 

Isian memuat kelengkapan data berupa: 



19. Pengirim/Pemasok 

20. Pemilik Barang 
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a. Identitas 

Diisi dengan nomor identitas 

eksportir luar negeri. 

b. Nama 

Diisi dengan · nama lengkap 

eksportir luar negeri. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

eksportir luar negeri. 

d. Negara 

Diisi dengan asal negara eksportir 

luar negeri. 

Diisi dengan data pemasok/ pengirim 

barang yaitu pihak yang bertindak 

sebagai pengirim/pemasok di dokumen 

pengangkutan barang. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. Identitas 

b. 

C. 

d . 

Diisi dengan nomor identitas 

pengirim / pemasok. 

Nama 

Diisi dengan nama lengkap 

pengirim / pemasok. 

Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

pengirim / pemasok. 

Negara 

Diisi dengan asal negara 

pengirim / pemasok. 

Diisi dengan identit~s pemilik barang. 

Isian memuat kelengkapan data berupa: 

a . Identita s 

Diisi dengan nomor identitas 

pemilik barang. 



21. PPJK 
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b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap pemilik 

barang. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

pemilik barang. 

d. Negara 

Diisi dengan asal negara pemilik 

barang. 

Hanya diisi dalam hal mempergunakan 

jasa Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan (PPJK) yang memuat 

kelengkapan data ber.upa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP PPJK 

dengan format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap PPJK. 

c. Alamat 

Diisi dengan a lamat lengkap PPJK. 

Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

22. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

U saha Pelaku U saha. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha atau Pelaku U saha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha. 

c. Alama t 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 



23. Pengirim 

24. Pemilik Barang 
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d. Pelaku U saha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan 

Diisi dengan identitas pengirim barang. 

Isian memuat kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP pengirim 

barang dengan format 15 (lima 

belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap 

pengirim barang. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

pengirim barang: 

Diisi dengan identitas pemilik barang. 

Isian memuat kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP pemilik 

barang dalam negeri dengan format 

15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap pemilik 

barang. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

pemilik barang. 

Pengeluaran ke Luar Daerah Pabean 

25. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

U saha Pelaku U saha. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 



26. Importir 

Negeri/Penerima 
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a. NPWP 

Diisi dengan nomor Badan U saha 

a tau Pelaku U saha dengan format 

15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha. 

d . Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaa n. 

Luar Diisi dengan identitas importir luar 

negeri/penerima. . Importir luar 

negeri/penerima adalah pihak yang 

akan menerima barang ekspor di luar 

daerah pa bean. Importir luar 

n egeri/penerima merupakan piha k yang 

namanya akan dicantumkan sebagai 

consignee dalam dokumen 

pengangkutan barang (Bill of Lading, 

Ainvay Bill, dan dokumen pengangkutan 

lainnya) yang akan diiterbitkan ketika 

barang telah diserahkan kepada 

pengangkut. Dalam hal dalam dokumen 

pengangkutan terdapat House B/L atau 

House AWB, maka· yang digunakan 

adalah nama real consignee yang akan 

dicantumkan dalam House 8/L atau 

House AWB, bukan Master 8/L atau 

Master AWB. Isian m emuat kelengkapan 

data berupa: 



27. Pembeli 

28. Pemilik Barang 
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a. Identitas 

Diisi dengan nomor identitas 

importir luar negeri/penerima. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap im portir 

luar negeri/penerima. 

c. Alamat 

Diisi dengan . alamat lengkap 

importir luar negeri/penerima. 

d. Negara 

Diisi dengan asal negara importir 

luar negeri/penerima. 

Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan identitas perusahaan pembeli 

barang yang bertransaksi dengan 

eksportir atau pemilik barang. Pihak 

yang bertindak sebagai pembeli 

merupakan pihak yang bertindak 

sebagai pembeli di invoice. Isian memua t 

kelengkapan data berupa: 

a. Nama 

Diisi dengan 

pembeli. 

b. Alamat 

nama lengkap 

Diisi dengan alamat lengkap 

pembeli. 

c . Negara 

Diisi dengan asal negara pembeli. 

Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan identitas pemilik barang yang 

meminta eksportir mengekspor barang 

untuk dan atas kepentingannya. Da lam 

hal pemilik barang merupakan 

eksportir, maka nama dan alamat sama 

dengan nama dan alamat eksportir. 

Isian memuat kelengkapan data berupa: 



29. PPJK 

- 80 -

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP pemilik 

barang dengan format 15 (lima 

belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap pemilik 

barang. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

pemilik barang. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

Hanya diisi dalam hal mempergunakan 

jasa Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan (PPJK) yang memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP PPJK 

dengan format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap PPJK. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap PPJK. 

Pengeluaran ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

30. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

Usaha Pelaku Usaha. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha a tau Pelaku U saha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 



31. Pemilik Barang 

32. Penerima 
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b . Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

U saha atau Pelaku U saha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

d. Pelaku U saha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

Diisi dengan identitas pemilik barang. 

lsian memuat kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP pemilik 

barang dengan format 15 (lima 

belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan n ama len gkap pemilik 

barang. 

c. Alamat 

Diisi den gan alamat len gkap 

pemilik barang. 

Diisi dengan identitas penerima. Isian 

memuat kelengkapan data berupa : 

a . NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP penerima 

barang dengan format 15 (lima 

belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap 

penerima barang. 

c. Alamat 

Diisi dengan a lamat penerima 

barang. 
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Pengeluaran ke Tempat Penimbunan Berikat 

33. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

Usaha Pelaku Usaha. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

34. TPB Tujuan 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

Diisi dengan identitas TPB tujuan. Isian 

memuat kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP TPB 

tujuan dengan format 15 (lima 

belas) digit. 

b . Nama 

Diisi dengan nama lengkap TPB 

tujuan. 

c . Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap TPB 

tujuan. 

d. Nomor Izin TPB 

Diisi dengan nomor izin TPB. 
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Pengeluaran ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

35. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

Usaha 

36. Perusahaan di KPBPB 

Pelaku U saha. . Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha a tau Pelaku U saha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha a tau Pelaku U saha. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

Diisi dengan identitas perusahaan di 

KPBPB. Isian memuat kelengkapan data 

berupa: 

a. 

b. 

C. 

NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP 

perusahaan di KPBPB dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

Nama 

Diisi dengan nama lengkap 

perusahaan di KPBPB. 

Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap 

perusahaan di KPBPB. 

d. Izin Sadan Pengusahaan 

Diisi dengan nomor Izin Badan 

Pengusahaan. 
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Pengeluaran ke KEK Lain 

37. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

Usaha Pelaku Usaha. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha a tau Pelaku U saha dengan 

format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha. 

c. Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

U saha atau Pelaku U saha. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 

e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

38. Badan Usaha/ Pelaku Diisi dengan identitas Badan Usaha atau 

Usaha Tujuan Pelaku Usaha tujuan. Isian memuat 

kelengkapan data berupa: 

a. NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP Badan 

U saha atau Pelaku U saha tujuan 

dengan format 15 (lima belas) digit. 

b. Nama 

Diisi dengan nama lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha tujuan. 

c . Alamat 

Diisi dengan alamat lengkap Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha tujuan. 

d. Pelaku Usaha 

Diisi dengan status pelaku usaha di 

KEK. 



DATA DOKUMEN 

39. Dokumen Perdagangan 
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e. Status 

Diisi dengan status perusahaan. 

a. Jenis Dokumen 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jenis dokumen: 

1) Packing list;-

2) Shipping order; 

3) Invoice; 

4) Master bill of lading; 

5) Bill of lading; 

6) Airway bill; 

7) Master airwaybill. 

b. Nomor Dokumen 

Diisi dengan nomor dokumen 

perdagangan. 

c. Tanggal Dokumen 

Diisi dengan tanggal dokumen 

perdagangan. 

40. Dokumen Perizinan/ a. Jenis Dokumen 

Persyaratan/ Fasilitas Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jenis dokumen: 

1) Surat persetujuan pemasukan 

peralatan pembangunan, 

perluasan, atau konstruksi 

KB; 

2) Surat persetujuan pemasukan 

barang modal dan/atau 

spareparts barang modal; 

3) Surat persetujuan pemasukan 

barang contoh; 

4) Surat persetujuan pemasukan 

barang jadi; 

5) Surat persetujuan reimpor; 

6) Surat persetujuan pemasukan 

peralatan perkantoran; 
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7) Surat persetujuan pemasukan 

spareparts Barang Lelang; 

8) Surat persetujuan pemasukan 

lainnya; 

9) Surat keputusan dari 

Kementerian 

Hidup; 

Lingkungan 

10) Sertifikat alat perangkat 

telekom / Postel; 

11) SATS LN / Dephut; 

12) Registrasi B3 / KLH; 

13) Ijin Impor / Polri; 

14) SM/SPM; 

15) SIE; 

16) Cukai (CK); . 

1 7) Surat keputusan Ijin Ekspor 

Berkala; 

18) Surat keputusan Ijin · Tata 

Niaga Ekspor; 

19) Ekspor (PEB); 

20) NPPBKC; 

21) SNI Gula Kristal Mentah / 

Deptan; 

22) Izin dan/ atau Pendaftaran 

Pestisida / Kementerian 

Pertanian; 

23) Izin 1mpor / Kementerian 

Pertanian; 

24) SNI / ESDM; 

25) Nomor Peluma s Terdaftar / 

ESDM; 

26) Ijin Usaha Niaga/IU Niaga 

Terbatas / ESDM; 

27) Rekomendasi Impor Pelumas 

/ ESDM; 

28) SKEM; 
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29) Surat Ijin Karantina Tanaman; 

30) Surat Ijin Karantina Hewan / 

Ikan; 

31) Surat Persetujuan Impor 

BPOM; 

32) Laporan Pemeriksaan 

Surveyor (LPS-E); 

33) Fumigation Certificate; 

34) CITES Certificate; 

35) Certificate Of Origin (CO}; 

36) SKEP USDFS; 

37) Nomor Pendaftaran Alat 

Kesehatan / Kernen terian 

Kesehatan; 

38) Laporan Surveyor 

Kementerian Kesehatan ; 

I 

39) IP (Narkotika, Prekursor & 

Psikotrppika) / Kementerian 

Kesehatan; 

40) IT (Prekursor & Psikotropika) / 

Kementerian Kesehatan; 

41) SPI (Narkotika, Prekursor & 

Psikotropika) / Kementerian 

Kesehatan; 

42) Pengecualian Perizinan Tanpa 

Surat; 

43) Persetujuan Impor / Bapeten; 

44) Surat Keputusan; 

45) SKEP Fasilitas BKPM; 

46) SKEP Fasilitas Pertambangan; 

47) SKEP KITE IKM; 

48) Skep F.asilitas Impor 

Sementara; 

49) BPBC; 

50) KH-9a/ Izin Impor Karantina 

Hewan; 
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51) KH-14/ Izin lmpor Karantina 

Hewan; 

52). KH-17 / Izin Impor Karantina 

Hewan; 

53) KT-5/ Izin Impor Karantina 

Pertanian; 

54) KT-9 / Izin Im por Karan tin a 

Pertanian; 

55) KT-13/ Izin lmpor Karantina 

Pertanian; 

56) Izin Impor Karantina 

Tumbuhan; 

57) KH-5/Izin lmpor Karantina 

Hewan; 

58) KH-7 /Izin .Impor Karantina 

Hewan; 

59) KH- 12/Izin Impor Karantina 

Hewan; 

60) KID-3/lzin Impor Karantina 

Ikan; 

61) KID-15/Izin Impor Karantina 

lkan; 

62) NPIK; 

63) Pengakuan sebagai importir 

produsen; 

64) Pengakuan sebagai importir 

terdaftar; 

65) SNI/SPB . / Kementerian 

Perdagangan; 

66) Laporan Surveyor / 

Kementerian Perdagangan; 

67) Sura t Persetujua n Impor 

Kem enterian Perdagangan; 

68) Surat Izin Menteri Perta nian; 

69) Surat Keputusan Fa silita s 

Kemudahan Ekspor; 
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70) Lainnya. 

b. Nomor Dokumen 

Diisi dengan nomor dokumen 

perizinan / persyaratan / fasilitas. 

c . Tanggal Dokumen 

Diisi dengan tanggal dokumen 

perizinan / persyaratan / fasilitas. 

41. Dokumen Transaksi a . J enis Dokumen 

Keuangan/ Perpajakan Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jenis dokumen: 

1) SSTB; 

2) Surat Pemesanan Pembelian; 

3) Surat Sanggup Bayar/SSB; 

4) Bank Garansi; 

5) Sura t Tanc;la Bukti Setor / 

STBS; 

6) NPWP Pemilik Barang; 

7) Faktur Pajak; 

8) SSPCP; 

9) Surat Keterangan Bebas (SKB) 

PPN/PPnBm; 

10) Surat Keterangan Bebas (SKB) 

PPh; 

11) Surat Keterangan Tidak 

Dipungut (SKTD); 

12) Letter of Credit; 

13) Surat Keputusan/ Persetujuan 

dari Direktorat Jenderal Paj ak ; 

14) Bukti Penerimaan J aminan 

(BPJ) ; 

15) 

16) 

17) 

STBS / SSP-E (Pajak Ekspor); 

Costoms Bond / STT J. 

pembayaran 

dimuka; 

dilakukan 

18) p embayaran kemu dian; 



DATA PENGANGKUTAN 

42. Cara Pengangkutan 
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19) pembayaran dengan sight 

letter of credit; 

20) pembayaran dengan usance 

letter of credit; 

21) pembayaran dengan red clause 

letter of creqit. 

22) pembayaran dilakukan dengan 

wesel inkaso; 

23) pembayaran dilakukan dengan 

konsinyasi; 

24) pembayaran dilakukan dengan 

Inter-company account; 

25) transaksi perdagangan dengan 

im bal dagang; 

26) transaksi perdagangan a tau 

cara pembayaran lainnya. 

b. Nomor Dokumen 

Diisi dengan nomor dokumen 

transaksi keuangan / perpaj akan. 

c. Tanggal Dokumen 

Diisi dengan tanggal dokumen 

transaksi keuangan/perpajakan. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan cara pengangkutan barang: 

a. pengangkutan menggunakan 

angku tan laut; 

b. pengangkutan menggunakan 

angkutan udara; 

C. pengangkutan m enggunakan 

angku tan sungai; 

d. pengangkutan m en ggunakan 

kereta api; 

e . pengangkutan menggunakan jasa 

pos; 
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f. pengangkutan menggunakan 

instalasi/pipa; 

g. pengangkutan menggunakan 

angkutan jalan raya; 

h. pengangkutan menggunakan 

angkutan multi moda; 

1. pengangkutan menggunakan 

sarana pengangkut lainnya; 

43. Na.ma Sarana Pengangkut Diisi dengan nama sarana pengangkut. 

44. Voyage/ Flight/No. Polisi Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan dengan nomor Voyage bila 

menggunakan sarana pengangkut laut, 

Flight bila menggunakan sarana 

pengangkut udara a.tau Nomor Polisi bila 

menggunakan sarana pengangkut darat. 

45. Bendera 

46. Pelabuhan Muat 

47. Pelabuhan Muat Ekspor 

48. Pelabuhan Transit 

Diisi dengan kode dan nama bendera 

sarana pengangkut 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nama pelabuhan muat di luar 

Daerah Pa.bean a.tau di Daerah Pabean, 

tempat pelabuhan dilakukannya 

pemuatan barang sesuai dokumen 

pengangkutan 

pelabuhan muat. 

dan kode lokasi 

Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan kode dan nama pelabuhan laut 

dan udara tempat asal pemuatan barang 

dan tempat pendaftaran barang eskpor 

ke sa.rana pengangkut. 

1) Hanya diisi dalam hal dilakukan 

transit. 

2) Diisi pada kolom 
.. 
1s1an yang 

disediakan dengan nama 

pelabuhan transit di luar Daerah 

Pa.bean a.tau di Daerah Pa.bean 



49. Pelabuhan Tujuan 
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sebelum barang tiba di pelabuhan 

tujuan akhir. 

3) Dalam hal: 

- terdapat banyak pelabuhan 

transit di luar Daerah Pabean 

atau di Daerah Pabean; 

- nama pelabuhan transit 

terakhir tidak tercantum 

dalam dokumen 

pengangkutan barang; atau 

- yang tercantum dalam 

dokumen pengangkutan 

barang bukan pelabuhan 

transit terakhir sebelum 

barang tiba di pelabuhan 

tujuan akhir, 

kolom diisi dengan nama 

pelabuhan transit terakhir sebelum 

barang tiba di pelabuhan tujuan 

akhir. 

1) Diisi p ada kolom 1s1an yang 

disediakan dengan 

pelabuhan tujuan 

pengangkutan barang 

n ama 

akhir 

(port 

destination) di luar Daerah Pabean 

atau di Daerah Pabean , dan kode 

pelabuhan sesuai dengan dokumen 

pengangkutan barang (Bill of 

Lading, Ainuay Bill, dan dokumen 

pengangku tan lainnya) . 

2) Apabila dalam dokumen 

pengangkutan barang p elabuhan 

bongkar (port of discharge) ad alah 

pelabuhan tujuan (port of 

destination), kolom diisi dengan 
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nama pelabuhan tempat 

pembongkaran barang. 

50. Tempat Penimbunan Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nama Tempat Penimbunan 

Sementara di pelabuhan bongkar serta 

kode tempat penimbunan sesuai dengan 

table kode yang dibuat oleh Kantor 

Pabean masing-masing. 

51. Perkiraan Tanggal Tiba 1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan tanggal, bulan 

dan tahun kedatangan sarana 

pengangkut yang mengangkut 

barang di pelabuhan tujuan. 

52. Perkiraan 

Berangkat 

2) Dalam hal PPKEK diajukan 

sebelum kedatangan sarana 

pengangkut, kolom diisi tanggal, 

bulan dan tahun perkiraan 

kedatangan sarana pengangkut 

yang mengangkut barang di 

pelabuhan tujuan. 

Tanggal 1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan tanggal, bulan 

dan tahun keberangkatan sarana 

pengangkut yang mengangkut 

barang dari pelabuhan muat. 

2) Dalam hal PPKEK diajukan 

sebelum keberangkatan sarana 

pengangkut, kolom diisi tanggal, 

bulan dan tahun perkiraan 

keberangkatan sarana pengangkut 

yang mengangkut barang dari 

pelabuhan tujuan. 

53. Tanggal Perkiraan Ekspor Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan tanggal, bulan, dan tahun 

perkiraan barang akan diekspor. 
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54. Nomor BC 1.1 

NOMOR KEMASAN/PETI KEMAS 

55. Data Peti Kemas 

56 . Data Kem asan 

1) Diisi pada kolom 1S1an yang 

disediakan nomor dan 

tanggal/bulan/tahun BC 1.1 serta 

Nomor Pos (jika ada) dari dokumen 

BC 1.1 (Inward Manifes). 

2) Dalam hal bararig yang dibawa oleh 

pen um pang, awak sarana 

pengangkut, dan pelintas batas, 

serta barang kiriman, kolom isian 

ini tidak perlu diisi . 

a . Nomor Container 

Diisi pada kolom 1sian yang 

disediakan dengan nomor peti 

kemas. 

b. Nomor Seal 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan nomor seal atau 

tanda pengaman. 

c. Ukuran 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan ukuran peti 

kemas terdiri dari 20 feet, 40 feet, 

45 feet. 

d. Tipe 

Tipe peti kemas terdiri Full 

Container Load (FCL) , Less 

Container Load (LCL) atau 

gabungan FCL dan LCL. 

a. Jumlah 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jumlah 

kemasan. 

b . Kode 

Diisi pa da kolom isian yang 

disediakan dengan kode kemasan. 



! 

57. Berat Bersih (KG) 

58. Berat Kotor (KG) 
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c. Kemasan 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jenis kemasan. 

d. Merek 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jenis merek. 

1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan berat bersih 

( netto) keseluruhan barang dalam 

satuan kilogram (Kg). 

2) Berat bersih adalah berat barang 

tidak termasuk dengan 

pengemasnya. 

1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan berat kotor 

( bruto) keseluruhan barang dalam 

satuan kilogram (Kg). 

2) Berat kotor adalah berat barang 

termasuk dengan pengemasnya. 

DATA NILAI PABEAN/NILAI TRANSAKSI 

59. lncoterm Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan cara penyerahan barang: 

1) Ex Works (EXW); 

2) Free Carrier (FCA); 

3) Free Alongside Ship (FAS); 

4) Free on Board (FOB); 

5) Cost and Freight (FFR); 

6) Cost, Insurance, and Freight (CIF); 

7) Carriage Paid To (CPT); 

8) Carriage and Insurance Paid To 

(CIP); 

9) Delivered Duty Paid (DDP); 

10) Delivered At Place (DAP) ; a tau 

11) Cara pen yeraha n ba ra ng lainnya. 



60. Valuta 

61. NDPBM/ Kurs 

62. Nilai FOB 

63. Asuransi 

64. Freight 

65. Nilai Pabean 

66. Nilai Pabean- IDR 
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1) Diisi pada kolom 1s1an yang 

disediakan dengan jenis valuta 

as1ng yang digunakan dalam 

transaksi. 

2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau 

lebih jenis valuta, dipilih salah satu 

valuta yang menggambarkan 

seluruh nilai transaksi dengan cara 

mengkonversikan mata uang 

tersebut ke jenis mata uang yang 

dipilih berdasarkan kurs yang 

berlaku. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea 

Masuk (NDPBM}, yaitu nilai tukar yang 

dipergunakan sebagai dasar 

perhitungan bea masuk pada saat 

dilakukan pembayaran atas pungutan 

negara. 

Diisi pada kolom yang disediakan 

dengan nilai FOB sesuai dengan invoice 

untuk setiap jenis barang ekspor. 

1) Diisi pada kolom 1s1an yang 

disediakan dengan "LN" bila 

asuransi dibayar di luar negeri dan 

"DN" bila asuransi dibayar di dalam 

negeri; 

2) Diisi dengan besarnya nilai 

asuransi barang dalam valuta. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai Freight dalam valuta. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai pabean dalam valuta . 

Diisi pada kolom isian yang diseciiakan 

den gan nila i pabean dalam satuan mata 

uang rupiah. 



67. Nilai Jasa-IDR 

68. Harga Penyerahan-IDR 

69. Potongan Harga 

70. Uang Muka 

71 . Voluntary Declaration 

DATA INFORMASI LAIN-LAIN 

72. Pemenuhan 

Persyara tan / Fasilitas 

Impor 
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1) Hanya diisi jika 'terdapat nilai jasa 

contoh jasa konstruksi 

2) Diisi pada kolom 1s1an yang 

disediakan dengan nilai jasa dalam 

satuan mata uang rupiah. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai harga penyerahan barang 

antara penjual dan pembeli dalam 

satuan mata uang rupiah. 

1) Hanya diisi jika terdapat potongan 

harga 

2) Diisi pada kolom 1s1an yang 

disediakan deng~n potongan harga 

dalam satuan mata uang rupiah. 

1) Hanya diisi jika terdapat uang 

muka 

2) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan uang muka 

dalam satuan mata uang rupiah. 

Dalam hal terdapat nilai yang 

seharusnya dimasukkan dalam nilai 

barang, namun pada saat pengeluaran 

barang dari KEK ke tempat lain dalam 

daerah pabean belum dapat ditentukan 

nilainya dan pengusaha melakukan 

Voluntary Declaration sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai nilai pabean dapat 

mencantumkan keterangan VD. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

den gan kode d an jenis pem enuhan 

persyaratan/fasilitas 1mpor yang 

digun a kan. 
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73. Bank Devisa Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kode bank, nama bank, dan 

nomor rekening yang digunakan. 

74. Ref erensi Dokumen Asal Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nama dokumen, nomor dan 

tanggal dokumen yang digunakan. 

DATA BARANG 

75. Pos Tarif HS Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan pos tarif barang. 

76. Uraian jenis dan jumlah Diisi pada kolom isian yang disediakan 

barang secara lengkap, dengan uraian jenis dan jumlah barang 

merek, tipe, ukuran, secara lengkap, merek, tipe, ukuran, 

spesifikasi lain spesifikasi lain. 

77. Kode Barang Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kode barang/ bahan yang 

bersangkutan. 

78. Negara asal barang Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kode dan nama negara asal 

barang. 

79. Daerah asal barang Hanya diisi untuk kegiatan pengeluaran 

(ekspor) barang dari KEK ke luar Daerah Pabean. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kode dan nama kabupaten/kota 

asal barang tempat di produksi atau 

dihasilkannya barang. 

80. Kategori Barang Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan kategori barang. 

81. Tujuan Diisi pada kolom isian yang disediakan 

Pemasukan / Keluar dengan tujuan pemasukan/keluar. 

82. Jumlah/Kode Kemasan Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jumlah dan kode kemasan 

barang. 

83. Jumlah/Kode Satuan Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jumlah dan kode satuan bara ng. 



84. Amount (CIF USO) 

85. BT-Oiskon 

86. Harga Satuan 

87. Skema Tarif 

88. Fasilitas 

89. TKON 

90. Spesifikasi Khusus 
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Oiisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai barang dalam incoterm CIF 

dan dalam satuan mata uang USO. 

Oiisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai BT-Oiskon. 

Oiisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan harga barang per satuan. 

Oiisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan tarif bea masuk dan bea masuk 

tambahan seperti bea masuk anti 

dumping, bea masuk anti dumping 

sementara, bea masuk tindakan 

pengamanan, bea masuk tindakan 

pengamanan sementara, bea masuk 

imbalan, bea masuk imbalan sementara, 

bea masuk pembalasan, Cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPH. 

1) Fasilitas pembebasan, keringanan, 

ditanggung pemerintah, tidak 

dipungut, atau penangguhan 

2) 

pembayaran bea 

masuk tambahan, 

PPnBM, dan PPh. 

masuk, 

cukai, 

bea 

PPN, 

keringanan, Pembebasan, 

ditanggung 

dipungut, 

pembayaran 

pemerintah, tidak 

a tau penangguhan 

bea masuk yang 

dicantumkan disesuaikan dengan 

pos tarif BTKI yang digunakan. 

Oiisi dengan per'sentase besaran 

komponen dalam negeri yang 

digunakan. 

Oiisi apabila barang dimaksud 

memerlukan spesifikasi tertentu agar 

dapat ditentukan tarif dan/ atau 

ketentuan larangan atau pembatasan. 



91. Cukai 

92. Harga Patokan Ekspor 
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Untuk Skema Tarif Cukai, diisi 

pungutan cukai: 

- J enis Tarif Cukai 

Besar Tarif Cukai 

- Nilai Cukai 

Dalam hal barang asal luar Daerah 

pabean merupakan Barang Kena Cukai 

yang pelunasannya dengan cara 

pelekatan pita cukai, diisi pada kolom 

yang disediakan dengan: 

- Jenis tarif cukai untuk Barang 

Kena Cukai yang dimasukkan dari 

luar Daerah Pabean KEK sesuai 

dengan ketentuan cukai; 

- Besar tarif cukai untuk Barang 

Kena Cukai yang dimasukkan dari 

luar Daerah Pab.ean ke KEK sesuai 

dengan ketentuan cukai; 

- Nilai cukai yang terutang untuk 

Barang Kena Cukai yang 

dimasukkan dari luar Daerah 

Pabean ke KEK sesuai dengan 

ketentuan cukai. 

1) Hanya diisi untuk pengeluaran 

barang dari KEK ke luar Daerah 

Pabean. 

2) Diisi Harga Ekspor (HE) barang 

persatuan barang pada tanggal 

pendaftaran PPKEK pengeluaran 

barang dari KEK ke luar Daerah 

Pabean. 

3) Diisi sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan yang berlaku. 



93. Bea Keluar 

94. Jenis Tarif 

95. Jenis Bayar 
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1) Han ya diisi dalam hal barang yang 

dikeluarkan dari KEK ke luar 

Daerah Pabean terkena Bea Keluar 

(BK). 

2) Diisi tarif bea keluar barang 

persatuan barang pada tanggal 

pendaftaran PPKEK pengeluaran 

barang dari KEK ke luar Daerah 

Pabean. 

3) Diisi sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan yang berlaku. 

Ada 2 (dua) jenis tarif/pembebanan 

pungutan negara: 

a . Advalorum, yang menggunakan 

persentase (%) dalam perhitungan 

pungutan negara. 

b. Spesifik, yang mempergunakan 

nilai rupiah per unit satuan 

sehingga jumlah satuan yang 

diisikan pada jumlah barang 

adalah merupakan jumlah satuan 

unit. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis fasilitas/pungutan: 

a. bayar BM; 

b. bayar BK; 

c. pembebasan BM; atau 

d. penangguhan BM. 

96. Persyaratan & Nomor Urut 1) Keterangan dari Badan 

Usaha/Pelaku Usaha di KEK yang 

memasukkan barang dari luar 

Daerah Pabean ke KEK atau yan g 

mengeluarkan barang dari KEK ke 

luar Daerah Pabean atau ke tempa t 

lain dalam Daer ah Pabean 



97. SKEP SKA (Inland FTA) 

98. Referensi Dokumen Asal 
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mengenai jenis persyaratan 

pembatasan. 

2) Pencantuman no urut dokumen 

pemenuhan 

pembatasan 

persyaratan 

merupakan 

keterangan atau pernyataan dari 

Badan U saha/ Pelaku U saha di 

KEK yang memasukkan barang 

dari luar Daerah Pabean ke KEK 

atau yang mengeluarkan barang 

dari KEK ke luar Daerah Pabean 

atau ke tempat lain dalam Daerah 

Pabean, bahwa ketentuan 

pem batasan dimaksud telah 

dipenuhi dalam dokumen 

dimaksud. 

Diisi dengan nomor dan tanggal inland 

FT A a tau Surat Keterangan Asal 

( Certificate of Origin). 

Diisi dengan nomor dan tanggal 

referensi dokumen asal barang. 

99. Barang Baru/Bukan Baru Diiisi dengan keterangan Barang Baru 

100 Lartas /Non Lartas 

101. J enis Transaksi 

atau Bukan Baru. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan dalam hal: 

barang hasil produksi; atau 

barang atau bahan baku yang 

bersangkutan, yang berasal luar 

daerah pabean; 

masuk dalam larangan a tau 

pembatasan. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

denga n jenis transaksi, meliputi: 

1. Transaksi jual beli (NTR); 



PUNGUTAN NEGARA 

102. BM 
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2. Transaksi jual beli mengandung 

proceeds yang nilainya belum dapat 

ditentukan (PRO); 

3. Transaksi jual beli mengandung 

royalty yang nilainya belum dapat 

ditentukan (ROY); 

4 . Transaksi jual beli berdasarkan 

harga futures (future prices), yaitu 

harga yang baru dapat ditentukan 

setelah PPKEK disampaikan (FTR); 

5 . Bukan transaksi jual beli berupa 

barang konsiny~si (KON); 

6. Bukan transaksi jual beli berupa 

barang 

(CMA); 

hadiah/promosi/ contoh 

7 . Bukan transaksi jual beli berupa 

barang asal luar Daerah Pabean 

oleh intermediary yang tidak 

membeli barang (ITM); 

8. Bukan transaksi jual beli berupa 

barang sewa (leasing) (LES); 

9. Bukan transaksi jual beli berupa 

b arang bantuan/hibah (HBH); 

10. Bukan transaksi jual beli lainnya 

(BTR). 

Untuk PPKEK pemasukan ke KEK dan 

pengeluaran ke tempat lain dalam 

Daerah Pabean, TPB, KEK lain, KPBPB, 

dan Pengusaha KITE, diisi pada kolom 

isian yang disediakan dengan jumlah 

bea masuk dalam ribuan rupiah penuh 

- Dibayar: sesuai jumlah bea masuk 

yang dibayar 
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- Ditanggung Pemerintah: sesuai 

jumlah bea masuk yang ditanggung 

pemerintah; 

- Dibebaskan: sesuai jumlah bea 

masuk yang diberikan fasilitas 

pembebasan; 

- Ditangguhkan: sesuai jumlah bea 

masuk yang diberikan fasilitas 

penangguhan/penangguhan; 

- Tidak dipungut: dikosongkan (tidak 

dimungkinkan); 

- Jaminan: sesuai denganjumlah bea 

masuk yang dibayarkan dengan 

menggunakan jaminan. 

Untuk PPKEK pengeluaran ke luar 

Daerah Pabean, diisi pada kolom isian 

yang disediakan dengan jumlah bea 

keluar 

- Dibayar: sesuai jumlah bea keluar 

yang dibayar 

Ditanggung 

dikosongkan; 

Pemerintah: 

- Dibebaskan: dikosongkan; 

- Ditangguhkan: dikosongkan; 

- Tidak dipungut: dikosongkan; 

- Jaminan: dikosongkan. 

104 BMAD/ BMP/ BMI/ BMTP 1) Hanya diisi dalam hal terdapatjenis 

barang yang terkena 

BMAD /BMP /BMI/ BMTP. 

2) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan nilai/jumlah 

Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), 

Bea Masuk Pembalasan (BMP), Bea 

Masuk Imbalan (BMI), dan Bea 

Masuk Tindakan Pen gaman.an 



105. Cukai 
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(BMTP) dalam ribuan rupiah 

penuh. 

3) Jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP 

1) 

diisikan pada kolom: 

Dibayar: sesuai jumlah 

BMAD/BMP/BMI/BMTP yang 

dibayar; 

Ditanggung- Pemerintah: 

sesuru jumlah BMAD / BMP / 

BMI/BMTP yang ditanggung 

pemerintah; 

Dibebaskan: sesuai jumlah 

BMAD/BMP/BMI/BMTP yang 

diberikan 

pembebasan. 

fasilitas 

Ditangguhkan: sesuai jumlah 

BMAD /BMP /BMI/BMTP yang 

diberikan fasilitas 

penangguhan; 

Tidak dipungut: dikosongkan 

(tidak dimungkinkan); dan 

- Jaminan: sesuai dengan 

jumlah bea masuk yang 

menggunakan jaminan. 

Diisi pada kolom isian yan g 

jumlah 

perhitungan 

disediakan 

keseluruhan 

dengan 

hasil 

Cukai dalam ribuan rupiah penuh. 

2) Jumlah Cukai diisikan pada kolom: 

- Dibayar: sesuai jumlah Cukai 

yang dibayar bersamaan 

dengan pembayaran bea 

m asuk dan / a tau pajak da lam 

rangka impor ; 
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1) 

Ditanggung 

dikosongkan 

dimungkinkan) ; 

Pemerintah: 

(tidak 

- Dibebaskan: sesuai jumlah 

Cukai yang diberikan fasilitas 

pembebasan; 

- Ditangguhkan: sesuai jumlah 

Cukai yang diberikan fasilitas 

penangguhan; 

- Tidak dipungut: sesuai jumlah 

Cukai yang diberikan fasilitas 

tidak dipungut Cukai; 

- Jaminan: dikosongkan (tidak 

dimungkinkan). 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jumlah 

keseluruhan hasil perhitungan PPN 

da lam ribuan rupia h penuh. 

2) Jumlah PPN diisikan pa da kolom: 

- Dibayar: sesuai jumlah PPN 

yang dibayar sesuai tarif yang 

berlaku dikalika n dengan 

harga jua l atau harga pasar 

yang wajar; . 

- Ditanggung Pemerintah: 

sesuru jumlah PPN yang 

ditanggung Pemerintah; 

- Dibebaskan: sesuai jumlah 

PPN yang diberikan fasilita s 

pembebasan; 

- Ditangguhkan: sesua i jumlah 

PPN yan g diberika n fas ilitas 

pen an gguh an; 

- Tidak dipungut : sesu ai jumla h 

PPN yang diberikan fasilitas 

t idak dipungut ; da n 
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- Jaminan: sesuai jumlah PPN 

yang menggunakan jaminan. 

1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jumlah 

keseluruhan hasil perhitungan 

PPnBM dalam ribuan rupiah 

penuh. 

2) Jumlah PPnBM diisikan pada 

kolom: 

- Dibayar: sesuai jumlah PPnBM 

yang dibayar; 

Ditanggung Pemerintah: 

sesuru jumlah PPnBM yang 

ditanggung pemerintah; 

- Dibebaskan: sesuai jumlah 

PPnBM yang diberikan fasilitas 

pem be basan; 

- Ditangguhkan: sesuai jumlah 

PPnBM yang diberikan fasilitas 

penangguhan; 

- Tidak dipungut: sesuai jumlah 

PPnBM yang diberikan fasilitas 

tidak dipungut; dan 

Jaminan: sesuai jumlah 

PPnBM yang menggunakan 

jaminan. 

3) PPnBM dihitung dengan rumusan: 

% PPnBM x (nilai CIF dalam rupiah 

+BM+ BMAD/BMP/ BMI/BMTP + 

Cukai) 

4) Nilai BM dan 

BMAD /BMP /BMI/BMTP yang 

ditambahkan adalah nilai BM dan 

BMAD/BMP/BMI/BMTP yang 

dibayar, ditanggung pemerintah, 

dan ditangguhkan 



108 PPh 

- 108 -

5) Nilai Cukai yang ditambahkan 

adalah nilai Cukai yang dibayar, 

dan ditangguhkan. 

1) Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jumlah 

keseluruhan hasil perhitungan PPh 

dalam ribuan rupiah penuh. 

2) Jumlah PPh diisikan pada kolom: 

- Dibayar: sesua1 jumlah PPh 

yang dibayar; 

Ditanggung Pemerintah: 

sesuru jumlah PPh yang 

ditanggung pemerintah; 

- Dibebaskan: sesuai jumlah 

PPh yang diberikan fasilitas 

pembebasan; 

- Ditangguhkan: sesuai jumlah 

PPh yang diberikan fasilitas 

penangguhan; 

- Tidak dipungut: sesuai jumlah 

PPh yang diberikan fasilitas 

tidak dipungut;dan 

- Jaminan: sesuai jumlah PPh 

yang menggunakan jaminan. 

3) PPh dihitung dengan rumusan: 

%PPh x (nilai CIF dalam rupiah + 

BM + BMAD / BMP / BMI / BMTP + 

Cukai) 

4) Nilai BM dan 

BMAD/BMP/BMI/BMTP yang 

ditambahkan adalah nilai BM dan 

BMAD/BMP/BMI/BMTP yang 

dibayar, ditanggung pemerintah, 

dan ditangguhkan. 
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109. PNBP 

110. Total 

PENERIMAAN NEGARA/ JAMIN AN 

111. Kade Billing 

5) 

1) 

2) 

Nilai Cukai yang ditambahkan 

adalah nilai Cukai yang dibayar, 

dan ditangguhkan. 

Diisi pada kolom isian yang 

disediakan dengan jumlah 

keseluruhan hasil perhitungan 

PNBP dalam ribuan rupiah penuh. 

Jumlah PNBP diisikan pada kolom: 

- Dibayar: sesuai jumlah PNBP 

yang dibayar; 

- Ditanggung. Pemerintah: 

dikosongkan 

dimungkinkan); 

(tidak 

Dibebaskan: dikosongkan 

(tidak dimungkinkan); 

- Ditangguhkan: dikosongkan 

(tidak dimungkinkan); 

- Tidak dipungut: sesuai jumlah 

PNBP yang diberikan fasilitas 

tidak dipungut;dan 

- Jaminan: dikosongkan (tidak 

dimungkinkan). 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nilai total pungutan negara yang 

dibayar, 

dibebaskan, 

ditanggung pemerintah, 

ditangguhkan, tidak 

dipungut, dan/ atau jaminan. 

(BM/BK + BMAD /BMP /BMI/BMTP + 

Cukai + PPN + PPnBM + PPh+PNBP). 

Diisi dengan pembayaran dengan 

menggunakan kode billing dan tanggal 

kode billing. 



112 NTB/NTP 

113 NTPN 

114 J enis J aminan 

115. Nomor STTJ 

116. Tanggal 

117. KOLOM 
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Diisi dengan pembayaran dengan 

menggunakan nomor transaksi bank 

atau nomor transaksi pos dan tanggal 

NTB/NTP. 

Diisi dengan pem bayaran dengan 

menggunakan nomor transaksi 

penerimaan negara dan tanggal NTPN. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan jenis jaminan: 

- Tunai; 

- Bank Garansi; 

- Customs Bond; 

- Lainnya. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan nomor surat tanda terima 

jaminan. 

Diisi pada kolom isian yang disediakan 

dengan tanggal surat tanda terima 

jaminan. 

Untuk Badan U saha / Pelaku 

PERTANGGUNGJAWABAN Usaha/Pemberitahu/PPJK. Diisi pada 

kolom isian yang disediakan dengan: 

118. KODE 

PENGAMAN/BARCODE 

Nama tempat; 

Tanggal, bulan, tahun; dan 

Nama Badan U saha/ Pelaku 

U saha/ Pemberitahu/ PPJK. 

Kolom ini wajib ditandatangani oleh 

Badan U saha/ Pelaku 

Usaha/Pemberitahu/PPJK serta 

dibubuhkan cap perusahaan, dalam hal 

Pemberitahuan Pabea n dicetak. 

Diisi oleh SKP pelayarian sebagai bentuk 

pengamanan dokumen PPKEK. 

119 TANDA TANGAN Diisi pada kolom isian yang disediakan 

PENERIMA BARANG dengan huruf cetak yaitu: 

nama tempat; 
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- tanggal, bulan, tahun; dan 

- nama jelas pene:r:ima barang. 

Kolom m1 wajib diisi dengan tanda 

tangan oleh penerima barang berikut 

cap perusahaan, dalam hal: 

- barang telah tiba di KEK 

tujuan/TPB/KPBPB/KITE; dan/atau 

Pemberitahuan Pabean dicetak. 
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CONTOH HASIL CETAK PPKEK 

if; PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PPKEK) I PEMASUKAN 
DARI LOP 

A.} ~9,i~~~-~~ --- : 3. NOMOI\ PE~°'FTAAAN : TAHGGJ,L: 
J!:. V • t.t'l"l'U"II n.4 ~ A. a.~ l2J"1AU:V6D 

a JENI$ PPKEK : 

CASAL PEMASUIWI : 

D. TAANW<SI MASUK : 
.. 

E. PEMASUKAN BAAANG 
1. Tujuan J l I I I I 2. Kategori Barar.g 
3- Janis Fasilitas{Poogutan 

F. OATAPEMBERITAHUAN 
1. Sadan Usahi1/ P,d;ll.-u Us.ha 2. Ekspcrtlr L~ Penjual 3. PqirinyP.eriuok a NP',,\IP : 

b. Nama : a. ldentit.as : a. ld!!ntltu : 
b. Nama : b. Nama : 

C. Alamat : c. Alamat : C. Alamat : d. f>elaku Ulaha : e.Status : 
d . l4epra d. Negara : : 

4 Pl!fflillll. Bararg 5. PPP: a. ldantitas : 1.NPWP : b.Nama : b. Hiffll : 
C. Al.mat : c.Alamet : 
o. N-ra : 

G. DATADOl(UMEN 

1. Ookumen Pa-dagar,;an l. Dc!ruman Parizlnatyl'&rJVaman/Faslfrtas 3. D<*umen T ,ransaksl ICau~•fl/l'erpajal<an 

I Jenis I Nomor I Tang al I I Jenis I Nomor I Tangal I C 1 N~or I Tanwit I 
H. DATA PENG,\NGWTAff I. DATA PETI KEMAS & KEMASA.'f 

1. Psi Kama 
1. C11111 Pergangkutan : I No. Seal I ~ ~an I Ttpe 
l . Nama Sarana P• llJa~ ut : , ~ . ,No.~~er j 3. Vo-,,0,9*/ F!ighr/No. P isi : 
4. Bandera : 
5-. Dm Pe!Bb1.nan 

a. Palabut-.an M\aat : Jt.tmlah Peultt1m.s ··- Petikern.fKon1a,11&r 
b. P.elawhan T raruit : 2. Kem;asan 
c. Palabuhan T11J-, : I N~ I .hsmlah I K.ode I Kemasan I Mer~ i 

3-. Berai: Kot« (KG) : 
d. Parl;iraan Tangal Tlba : 

6. Tempai: Penimbunan : 4. Berat S.-sih (KG) : 
7. Ncmor BC 1.1. : taiga!: Pcs 

! OATA NILAI l'ABEAN/ NILAI TRANSAASI K. DATA INFORMASI LAIN -!AIN 

1. l rceurm 
1.Pemer,uhan PerS11aratan/ Fa.ilitas lmpa 

2. Vah«a I Kcxfe ! 0orunw1 · . j Tanual Dokumen I 3. NOf'BM,Kur-. 
4. Nllai l'O - -- N~ r Dokum4!fl 
5. Asuransi ... -.• . 

t~~f~-.... 2. Ban>: ~ 'Jisa 
a. KodeBaru. : 

8. Nilai Pabean - IDR b. Naina Bank : 
9. NilaiJasa - lDR c. Hamor Rekening : 
10. P<K.on~Harp 3s Refarl!rw o«uman As.! 
11. Uan1 uka I No. NamaDakumen INomor I Tang.ii I 12. Vollllltlll)' Ol!daiation 

I I I I 
I ,... .. ,.A n a n .a. 1,.1r, 

, .... ~ .. 1:~ ~=-.. C. Nfil UINIII .... ...... (. ~~ ......... " . =..."::-~:-::. 4.&.n.tll:W-CA ,CliillU ,::=.. /WI 

~:==- .. ._ 4 ..... -../L ... 

~~~tl.P-... 
(_ ..... ,-.t"A-. ·~ ..... 

, • ...,t ,:Jl, L-it'1 -~ --~·-"""' c 1,,ana/ - .. ~ • -:ioo&•-- 4 frl!)dt t,') ·--- ~ WI' 91A tm&'WnM ·--
No. Keefe HS UraianBarani:; KodaS.anc Jumllh H~ a S.atuan Amauflt Tarif Ne:ara Jeni~Bayar Refaransi Oolr.umen Tan:gal 

M. PlJ'tGUTAN ICEGAAA 

Je:nisP1.r1gutan Oibayar( Rpt D1tariggu1l Pamerirrtal> p) 
Dlbebaskan !RPi DrtarauN<an (RPI Tidak OIP,U,.ut 

(RPI 
JaP1inan IRD; 

1 SM 

2 BMAD/ BMI/BMTP/ BMP 

3 Cuklli 

4 PPN 

5 PPnBM 

s PPh 

7 PNBP 
- . 

B Total 

N. PENERJMAA N NEGAR.o/JAM1t,AN 

1. Mod•Blllng : t"'li&al : 4. JenisJaminan : 
2. NTBj NTP : tatgal : 5.Namor SITJ 
3. NTJ>N : tang.,-al : Ii Tang al : 

0 . Dqan ini saya m~11talu1n bll<tllnff111:;ja\Vab atas P. KOOE PEHGAMAN / llAAOODE <l. PEN£RIMA BARANG 
h ber:a~n lw-hal yaog d iberitahukan ila miloil.nu!n inl 

~ra Iii ·-·- .. · _ ....... ,T1'--.-··- ·· ·- ·- ·· 
········-·· .• .•. , TJI .. .. .... -·· ·- ·· 

-·-~ . i:r. 
(. .•. -........... ) r - ( ................ ) Ii] ..: . I!' ... i• T .-r ... .. 
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~ PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PPKEK) I PEMASUKAN 
DARl1LDCP 

A.1. t.OMORPENGAAJAN : 3. HOMOR FENl)I.FTAJW-1 : TANGGAL: 
., l<IA.&.ITl'll.n Dr41K'llN' . 

EU ENS PPKEK : 
·-

CASAL PEMASUKAN : 

D. TRANSAK51 MIi.SUK : 

E. PEMASUKAN BAAANG 
1.Tu~an : , I 

2. K;itegcti Ba 11111; .. I I 

F. O.t.TA P'EMBERITAHUA~ 
1. Eladan l.G;iha/Pelatu Usha 2. Pa,girim a. rtPIIIIP : a. Nf'WP : b.Nama : b. NillTlil : c. Alana : c.AI- : d.P~Usaha : a . Slll!US : 

3. Pemi&lr Bara111 I a.NPWP : 
b.Nama : 
c.Al.imiit : 

G. CATAOOKt.N Eff 

1. OakumenPll'dapnpn 2. Da!rumen Parizinarl'f>""'f'oratan/Fasilns 3. Ookumett Traruabl Kauqan/l'erpajak,m 

I Jems I Nanor lranu~ I f Jarlis · I Nanor I Tangpl I I Je.-s I Nanor I Tanua1 I 
H. DATAPENGANGKUTAN I. DATA PETI KEM..11,S & KEMASAN 

1. P'etl Kemas 
l . Cara Pe~kutan : 
2. NamaS;irana Perpngkut : I No. , No. Coolllirlar · 1 Ho.Sl!III I Uk1ran I Tipe I 3. Voya~ / FlgtiifNo.. PGIIII : 

Jumlah P-ea1F;emas .... Petilrema,.' ICor>tai,., 
2. Kemasan 

I No. I Jumlah I Kode I Ketninan I Merek I 
3. B• at k4ta {KGi : 

4. Barat Ber51'h. lltG) : 

J. DATANILAI PABEAN / NII.Al TRANSAKSI 

1. Harp Penvarahan : 

I(_ QAT~OMUUG 
u.,...._.,s u ... , ..... - ...... ....... - t6.""J:MlM ..-.o.-
·-::-=:a~ >7--~ ...... .t~[MW· ,.,;ua . t:=.~ -1:.,~=- ·- d ~ l'JIN ............ 
, __ 

,,-.nwu. ... ._._.,. -=~J ·--·- ,~1UW01 oC4A» l.flW:trr .... &lila\*- t Utt:,_ LM.11 
.~ .... -..v. 4fl~~,. c W.:.--~ •MMM 3u.t •J&V_,_.,., ... •. J~'tQ.wil• 

No. Kodi!HS Uraian a.rare KcdeBlfan,c Jumah Hi!fia :Satuan Amrunt Tarif Nepra Jl!nis.Bayar Refereml Ookumen Tiil\ual 

I 
I 

L PUNGUTAN NEGARA 

JenisPungUQO OibayartRpt Ditarwgul 
P.,,,_nrcah Pl 

Oibabas!!an {lip) 01tqgu1*3n(Rpj Tidak Difll,ll\ll,lt 
(R~ 

Jaminan (Rp! 

1 FPN 

2 PPnBM 

3 PPh 

4 PNBP 

s Total 

M. PEl'IEFUMAAN NEGAAA/JAMINAN 

1. Kcda BiUing : u,aal : 4. JenisJaminan : 
2. ITTB'NTP : t aiu,I : S. NomorSTTJ : 
3. NTP : t ~ al : 6. Tlltlllal : 

N. Oengan ini :sllV!lmenvatllkan bertanf.lJ'lgjawab atas 0. KOCE PENGAMAN / ~JICODE P. PENERIMA l!ARANG 
kebenaran hal-hal 11801 dlbetitahi*an alam dol.unen lni. 

lilttl [iJ 
. .... ........... r,1. .................. 

............... ,TJI ........ ........ 

-·· ..... : 
• • "!:.:!!, 

~ . - ~ .-. 
( ................ ) r ( .. .............. ) [i] r_.. ~ ~ ,. --
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1i PEMBERITAHUAN PASEAN KAWASAN EKONOM I KHUSUS {PPKEK) I Pengeluaran ke LOP 

A 1. NOMOR PENGAJUAN : 3. NOMOfl PENOAFr ARAN : TAHGGAL: 
, ~.OUTnR""""'t.1 . 

6. li~QB rAlill~ met1B 
8. JENIS PPKElC : 

C. TUJUAN PENGELUARAN : 

0. TIIANSAKS KELUAR : 

E. PEHGELUARAH 8Ai!ANG 
1. Ti.j,llfl n I I I I } 2. K-,ori Ba ran& : : 3. Jeni3 Fasifiw/l'unllJtan 

F. DATA PEMBERITAHUAN 
1.Bldan Ll!aha/Peblku U.!aha 2.1~11:L'I/P-rima 3. Pambali 

a.NPWP : 
b. Nama : a. dentiras : a. Hamil : 

b.N.na : b.Alamat : 
C Alamat : c. Alamat : c. Negara · : d. Pel.Ku U:;aha : e-. Stall/~ : 

d . Negara : 
4. PerriDlt Baran; 5 PPJ!( a.NFWP : a. NPWP : b. Nama : b.Hama : 

<.Alamat : ~.Alamat : d. Pelaku U.saha : e . Stacus. : 
G. DATAOOKUMEN 

1. DolcumenPerd~an 2. Od.-umen Peri:zinacy'J>erl>f,11atan/ Fasilitas 3. Dolcumen Transaksi Keuilfl:anfl'&rpajak.n 

I Janis. ·1 Ncmor I Tan&gal I I Jaris I Ncmot I Tangp I I Jeni• 1~ I Tanwst l 
K. DATA PENGAHGKUTAH I. DATA PETI KEMM & KEMI\SAN 

l. Peti kemas. 
1. Cara ~kutan : f No. , NCI. Cantainar · 1 No.Seal : I u~~an I Tipe 1 2. NamaSarana Pe~pt..e. : 
!: ~r,{Fllghi,'l'lo. PCl!m : 

: 
5. Data Pelabuhilll 

a. Pelal;uharl Muaot Ekspcr : Jurrvah Pelil<smiu .... Pedkerr.i,tKcn!3iner 
b. Peial>uhan Transit : 2. Kemasan 
c. Pelabuhan Tujuan : I N4 I .hsirJan I Kode IKeTmaO I~ 

3. Barat Kotor {KG} : 
d. Pertiraan Tanggal £-Upor : 

6. Nunor 8C 1.1. : tarc:al: Pee 4. Berat B«slh i~Gi : 

J. DATA Nil.Al PABfAH i NilAITRANSAlCSI IC. DATAINFORM!\SI lAIN.-LAIN 
1.Pemenuhan Per-.,anrom/ Fmilitfi lmpor 

1. lncatlfm I Kade I Dt&-UIN!I I 2. 'liiluta 
3. ND1'6M{f ..-s I Tancal Dc>ltumen 4. NII al FO ·-- Nornor Dokumen 
S. Asurarui .• -.•. 
6. Frei:ht- ... 2. Baril De111sa 
7. Naai P:ib&n - .•. a. KCldaBank : 
8. N1lai !';bean - IOR b . NamaSank : 
9. Nilai.lasa-lDR c. Noma< Rekenll\1 
10. Pacn~ Ha,ga 3. R.teransi Dckumen .Asal 
U . Vang kil 

Ne. Nama Oclcuman I Ncmor ITane&al I 12. Voluntary Cedarallan 
~ I I I 

l n 4To1.""RANG 
u..-.~.-.~ .. U,_t~a.:,,, ... a1 t..!*P~ ··-- ,lllt'k#.,.•Dosa«.n ·~---~:~= Ll"--b,/l'<IIIIJ-• ...... ,wr.,·.a.-.1!11tf.1111M t_ ..... -~:=:~ ....... -·- • ="' IM..;'&•6' 

~=~~~-~ 
,,..-u.ioi~ J..ul-, _ _.,,..,IAOl "CJt• .:..filr'WJr'.&Ma., Utvt t' ~ / IIO"I~ •~ 

' ~.'Wll.wlltW • 810t,b, t ,la,,P ,....!tlJ lliiMf' ........... _rtJII l .._T~ lill 

NQ KodeHS Uraian Baran: ltodeBaran: Jumh1h Ha,ga Satuan Amount Tarif Nop,a Jeni•Elayar Referensi Ookume11 Tanu&I 

M. PUNGUTAN NEGARA 

Janis Pun.guian Dlbayar I Rpj Ditaregi,, ~ 
Pem.rircah ) 

Oil:e!Jiiskiifl(Rp) 01::.rggul!kan ! Rq Tidak DiP."fl!iUl 
{Rp.) 

Jamir..an (RI') 

l BK 

2 BMAD/ i!MVSMTP / BMP 

3 Cukai 

4 PPN 

s PPnBM 

6 PPh 

7 PN8P 

B Total 

N. PENERIMAAN NEGAR,'/ .JAMIN~ 

1. Kode Bl line : tarq11l : --. JenisJaminan : 
2 NT~NTP : targ1l: 5. Hornor STTJ : 
3. NT : tara;al : C. Tangal : 

0 . Oqan ini says menratakan ba1anffmli•wab ms P. KODE PENGAttlAN / BARCDOE Q. PEHERIMA ilARANG 
klbenaran ial-h•I yang diberitahultar, alllmdotU'l'lan inL 

[!Jt~t.fil 
.. ........ .... .. Tgl .... ........... - .. 

................ ,T51 .... ........... .. 

,.,~ . 
[ .................... ) il. ~ II! "' 

~ .................. ) ,.. __ 
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t'fj PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMJ KHUSUS (PPKEK) I Pet12eluaran ke TLDDP 

A.1. NOMOR PEOOAIUAN : 3. NOMOR PENOO.FT ARNI : TANGGAL: 
, lf,b.fJT/'!:Q OAne'A.l.l " 

6. JENIS PPKEK : 

C TUJUAN PflffiELUAflll,N : 

Cl TR.<\NS.""51 k£LUAR : 

E. f>El'fGELUARAN BAAAl«l 
1. Tu/uan d ~ I I I I 2. Kaiqori Baran1 : 3. Jenis Fasilicas/PunJUtan 

F. OATAPEMBERIT.AHUAN l 1.Badan Usah5/1'elaku Usaha 2. P-rima a.NPI.VP : aNPWP b.Nama : ~. Nama 
C. Alamat : c. Alama : <t P elaku U:saha : a. Stalin : 

3. Pl!milil< Bara111 
a.NPWP : 
b.Nama : 
c.Alamat : 

G. DATADOKUMEH 

1 . Dakuman Penla~n 2. Dokumen Percina,\fl>&rs,o1ratao/Fasilitas 3. DGkuman T ransabi Ke...!fllan/P&rpaJat.an 

I Jenls 1N= ITangal I I Janis I Nc¥ncr 1T~ I I Janis ! Nuner I Tang&;al I 
H. DATA PENGAt•GKUTAH I. DATAPETI I\EW.S& KEMASAN 

1. Pl!!i Kl!fflas 
1. Cara Peng911!kutan I Ne. , No.Container ,No.SG I Ukwan I Tipe I 2. Nama Sarana Panpngkut l: t,f~~FU!,lhY'No. Poli..i 

5. Data Palabuhan 
a. Palabutiao M11at : Juml.alt P<lliklimlls: .... Patlkama¥Kauainar 
b. Pelabuhan Transit : 2. Kemasan 
c. Pmabuhan Tujuan : 

IN~ I unvah I Koda I Kwnasan I Mera I 
3. Berat kotcr {KG) : 

d. Peniraan Tangpl Tba : 
6. Nanor 6C 11. : tarc.r: Pea: 4. BoratB&rsili l G} : 

. -
J. DATANILAI PABEAN/ NllAJTRANSAKSI IC. DATA INFORM."51 IAWUAIN 

1.PEmeruhan Per~armn/ Fuilitu Imper 
1. lncoterm I Kade I Dckumen I 2 . Vlluta 
3. HOP~Klirs f Tanu;al Dokumen . 'I. Nila! • •• Honor Dokumen 

s. Asuransi ·-···· 
6 . Fr~ht- ... 
7. Nffai Pab<!;in • .•. 
8. Hffai Pab;ian -IDR 
9. Nilai Jasa -IOR 
JO. Ha,p Pra:'r;erahan-lOR 2. Ref'e,;onsi Dok11men Asal 
11. Potcnpn · 1111a I rto. Nama Oakuman I Nomor [Tangal 12. Uang Mob ~ 13. Volurc;aiy !Jedaralion L. I I I 

1 nne. a , a ,.,,., 

, .. ,_ ...... ~!.~=~ t.,.._,.. ..... - '-~6'-0ra&aca 

:: ~:~':'t~~:. 4&.t....., ·w a,_..._ t-· ... A..:J ·:=:=~ ·- -- ~ ::::-i .. ~ ... , 
c:. t.-:r.1• i,~a,-, C. ...... MLQ~ u ... _..., 
cl~f:. ~illnfti , ...... 10.&:>t <ICI.UI :.. ~ ,-urut .. un~l~ :..:r.>e-.. - ,.,.,,_~ .... -.. c.-.~, ...... anv"4t_,..,. t.HrnJ;t~p 

No. ltodeHS Uraian Bar31l: Kale6aranc Jumlah Ha,ga Satum Amoom: Tarf Nepra .lenio Sayar Refere rw Dokumen Tiltl:pl 

M. PLNGUTAN NEGARA 

Jeni .. PunguGn Dtbayar [ RF¥ Ottqgui 
Pamerirfih Pl 

Olbebastan fRpj 011:~uhltan (Rpj TIIIM. Dip,11jut 
tllpl 

Jamlnan \?.Pl 

1 BM 

2 BMAO/ BMVBMTPj BMP 

3 Cuxai 

4 PPN 

s PPnBM 

6 PPh 

7 PNBP 

8 Total 

H. PEHERIMAAH NEGARP/JAMINAN 

1. Kode SiRil'li: : taraef : 4 . .li!nisJamlNU> : 

2. NTB' NTP : falaal: 5. Nanor STTJ : 
3. HTP : t angpl : G. Tanggal : 

0. Den;an inisar,-,i merttiltlllcan bertan~un:jawllb lltas P. KODE PENGAMAN / SARCODE Q. PENERll',\i\ 8.AAANG 
kal>enar.an twl-hal y.ing dlberitahlAcan 11l11mdoktman ln l 

~rt!~~ 
.. ....... ..... , Tgl •...••.... ......•.• 

................ , Ti;I .•.•.••••....•.. 

.. ,. . 
!II• 

( ................. ) .. ·- ( .............•.... ) l!J' l'"~a!l!' .. 
u ..... .-........ 
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<ti PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI f<HUSUS (PPKEK} I Pengeluaran ke TPB 

A.1. NOMOR PENGAJUAN : 3. NOMOR PENDAFr MAN : TANGGAL; 
, lf.\NTOR a• m,Au L ~ • ., .. ,..., 0 .. 11&0.N ""••uu 

8. JEN1S PFKEK : 

C TUA.JAN PENGR~Rl'.N : 

D. TRANSAKSI KELUAR : 

E. PENGELUARAN BAAANG 
1. Tujuan d I I I I I 2. Katacori Baran& 
3. Jenls Fasilitas/Punglltan 

F. DATAPEMBERITAHUAN 
1.Badan Usa118/ Pe!Ku UAha 2. TPB Tujuan a. NPtVP : a. NP\VP b. NiJma : ti. Nama 

c. Alamat : t:A.!amat 
d . Pi!llkit Usaha ; e. St1W5 ; d. HO. lzor. TP!I 

·-
G. DATAOOKUMEN 

1. Dolw"*' Per<l'IP"6-.0 2. Oolruman PatizlnaryPE!$f&ratan/Fasilhm 3. Dcl!cumen T ninsaui ~eu11-canJJ>arpa1atan 

I Janis I N«ncr ITancgal I I Janis I N«mer I Tangal . I I Jellis (N=cr I Tann~ I 
H. DATA PENGANGl(UTAH I. DATA PETI KE~ & KEMASAN 

1. Pali Kamas 
1. Cara Panga"lkul:an I f'lo.Seal I U~van I Tlpa l 2. Nama Sarina Plll'!Ca~w I Ne. , No. ea.car-t ~cif ,(Fii~q'No. P i3i 

5. Dm Pelabuhan 
a. Pelabuhan Mullt : Jumlah PEtJt emu: ••• Pecil(ena~Kontainer 
b. PelabuhanTransit : ?. Kemann 
C. Pelal>uhan Tujuan : I H~ I mnvah I Kade I K=an I Merek I 

3. BeratKotorlKG) : 
d. Perkirun TanJgal Tiba : 

6. Nomor BC 1.1. : taiual: Pcs: 4. Ber11t Ber!lh (KG) : 

J. DATA NILAI FABEAN / NII.Al TRANSl\!CSI K. DATA INFCRMASI IAUMAIN 
l.P-nuhan Penv•aran/ Fasilitn lmpor 

l. locaterm I Kaie ! D<*umen I 2. Valuu 
3. NDP~urs I Tangal Dllkumen 4. Nllal ••• Nanor OoklnlElt 
5 . Asuransi .• -.•• 
6. Frei;l:t • •.. 
7 Nilai Pabon - .... a. NUai Pabun - IDII 
9. NijaiJasa-lDR 
10. H;qa "-:tarahlin- lCR 2. REfarall5i Datum&nAsal 
11. Pctaifian 8118 

No. N11ma0Suman I Nomor I Tllllffll I 12. Uar,c uka G 13. Voltirnry De.daration I I I 
L D~T.A ZlAQ,Utr. 

u.-t~ i:::-~~ .. ,,...~. ··-- ,_ 
:.. ...... 

~~~~':::t~t~:'1 4.Ll"~tMI· , .. -.a t==. .... 1:.~=~ ~ "-"" • ~ Ct.tJ/ &...Ut. 

~=~•.v.• 
._ ___ 

i-ap ,_,.,..,..., .. 6'1• .. ~1-UtJl • 1MU1tl"'-'~ 

._ ___ 
d DOIIII• ._ ""'.-....o...- • ._ ..... _,,Al . ~ "'~.,.... 

N~ Koda.HS Uraian 811tq ~ode Baranc Jurnlah Ha11a .Satuan Am<JUnt Tarif Negara Jerwdl.11\'ar Re'erensi Odlurr•n T..-,:;:al 

-
M. Pl.JIGUTI\H NEGARA 

JenisPl.ll,CUliffl Oibayar[Rpl D1tam Pemerircah 1>) 
Olbebasbn (Rp) Dit:qguhkan (~ Tidak DiP.U~ut 

[Rp) 
~inan IRpj 

1 BM 

2 BMAO/BMI/SMTP/BMI' 

3 Cul.Ii 

4 PPN 

5 PPnBM 

6 PPh 

' PNSP 

B Total 

N. PENERlvlAAN. NEG~JAMINA!t 

1. Ka:le Btnir,1 ; t...-.&al ; 4. JanisJarrJnan ; 

2. NTBtNTP : targal: 5.NO<MrSTTJ : 
3. NTP : t~al : 6.Tangat : 

0. Dencan W'li says monyatakan bertanf.ur,1 jaw ab aras P. !<ODE PENGAMAlt / BAACOOE Q. PENERIMA l!AAANG 
keben11ran hal-hal '/lln1diberitahuican alamdol«men inl 

fillJ.aliJ 
.......... . .... T,1.. ..•............... 

•.•.••..•.•.•.•.. ,T,el .•.....•••••.••. 
.....__ I; 

t • • ~ - . 
[ ..• •.•........ , 

("'!I~~ • 
a ( ............... ) 

Iii, n•~ 
:. 
,-
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~ PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PPKEK) I Pei,eeluaran ke KP9PB 

Al. NOMOR PENGAJUAH : f 3. NOMOR PEltC)'-FT ARAN : TANGG~.L: 
' i,A UTnO O•m,•.,e,ttlileillt/6:i .!_ ~ 1.UTr'\D El ... rlr'A U "rl 11 1.t.U 

8. JENIS PPKEK : 

C. TUJUAN PENGELl.lt,IIAH : 

D. TRANSAKSI KELUAR 

E. PENGELUAAAN BP.RANG 
1. Tujuan d I I: I I I 2. K111aCori Baran/, 
3. Jenis Fasllitas/ 1.11gutan 

F. DATA PEMBERITAHUAN 
1.Badan llu1ha /Pelaku Us.ha 2 .• P~adi l<PBP8 

;i. NP.YP : a.N P : b. Nama : b.N.ma : 
C. Alamat : c.AJarr.t : d. Pmlcu Usaha : e.Sta!IJ.5 : d. lzin Bsdan PeF11ulahaao : 

G. DATAOOKUMEN 

1. OokumanP·ardapngan 2. Dokurren P~iiil\ar,'Persyaliltan/Fasllltas 3. Dokumen Tran:snsi Keuargan/ ParpaJaltan 

I JerJs I Nomor ITanggal I I Jenis I Nanor ITanp I I Jellis I N«ner I Tanuat I 
H. OATAPENGANGKUTAN I. DATA PET! kEIMS &. KEMASAN 

1. Peli Kem as 
1. Cara Pencaneilutan 
2. l'lama Saran• Penpngltut I No. , No. CClntainer I H?.Sel I Ulturan I Tipe I t ~f"19'1~ Palm 
5. Data Pelab"1-an 

a. P<!labuhan Muat : .Jumlah Petiltemas. .... Petikema.,'ltonliliner 
b. Pelabuh1111 TraMit : 2. kemasan 
c. Pelabuhan Tujl.l!fl : I NCI; I Juml llh I ~aJe I K~an I Merek I 

3. Berat l((ltcr !KG) : 
d. Per1ciraan Tangal Tba : 

6. Nomor BC1.1 : ta,a.l: Pe&. 4. Barat Barslh jl((: ) : 

J. DATA NI LAI P.11.BEAN / NILAl TAAHS"l(SI K. OATAINFORMASI lAIUAIN I 

1.P&meruhan Per~aratan/ Fasilitas lmpor 
1. lncaterm I Kma j Oakumen I 2. Valuta 
3. N~B~Kurs I T iin«al Dok um en 4. N1lai F • .• Nomor Dokt.rnen 
5. Asurar.si .••.•• 
6. Frei:ht· ... 
7. Nil3i Pat>un • .• . 
8. Nllai Pal:Mlan - IOR 
9. Nilai.Jasa- lCR 
lO. Hai:ga Pe:iiierahan-100 2. Refaninsi C)cijumen A.al 
11. Paton~ 1111a I No. N.ama Oakumen I Nomor I Tl'1Ull I 12.u.,. 1ca I VO I 13. '1/owntary Dedara!IOt\ 

I I I I 
t [). .. ,;- • '" . ·-
·•""t-'6 J.a .......... .,~ ... - L-- ··-- , ktC~ .9'C4Ae:ftt ·=~:=~~ ·--~ ,.._,--..~ara1111111 i -·...- ...... i.:::-=:::z.- ·- -·- .. ::.. ... - p.., ..... 
c. lO:S • «>:r':Ali C. ~0..tU "-
d.lttg;a.s;. A1Dll•MII < - I PUIOI 4 Ga:a; ::1:r..:=~r .. UfUI' , .. '-"U; 
&. t-.u.a.!lJlt..ai~ d 91-- · --~il>.- l NIIIIT~ 

tia. K<>deHS Uraiar. s .. anc KadeBaranc Jumlah Ha,ga Satuan Amount Tarif Nepra JenisBayar Rse111nsi Cld:.'.'ffll!!\ Taniiiil 

M. PUNG UTAN NEGARA 

Jani,.Punsumn Olbayar ( Rp) Oit;ingu't\ 
Pamarintin Pl 

Dlbebaskan (l\p I Oitlllfiul*en fRp) Tidak(~:~t Jaminan l~FI 

1 BM 

2 &MAD/ BMVBMTP /IIMP 

3 CIAtal 

4 PPN 

5 PPni!M 

6 PPh 

7 PNBP 

B Total 

N. PENERIMMN NEGAA.0/JAMIN.AN 

1. KodeBiOinJ : tarc&el : 4. JaniJ>Jaminan : 
2NTBtNTP : tlloUIII: 5. NamorSTTJ : 
3. NTP : tanual : 6. Tar.CPI : 

o . Denpn lnisB'(B menyatakan bemln~&jawab atas P. KOOE PENGAMAN f BARCDOE Q. F'ENERIMA. BARANG 
kebenaran 11111-hal yanJdlbaritai'*an alamdo·~umen lnl 

[i)( r.; •l!l 
.•.•..•.• .•.• .. , T,;I. ...••.•.•.• .•.. 

.• •••. •.•.•.•. , Tgl ................ 

·~"!:.!c - !lh 

( ................ ) ,. . 
( ........... .. ...... , [!l :,,i .! !' .. 

II 'ff'-J" 'J• 
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® PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PPKEK) I Peni:eiuaran ke TPS 

4.1. NOMOR PENG.WAN : 13. NOMORPENllt.FTARAN : TANGGAI.: 
".) IIAIITl'\D l"t.A n ~ .it..t ,.1 It ,lllT',.._l"l rU, ftP I. I. I T1 1R I A ... 

a JENIS PPK.EK : 

C. TUJUA.'i PENGELUAAA.N : 

D. TRAHSAJ<SI l<ELUAR : 

E. PENGELUARAN BARAlfG 
1. T1.1!4an d I I: I I I 2. Katq~i Bara,,, 
3. Jenis Fasi litas inJutan 

F. OATAPEMBERITAHUAN 
l .llad!tn Usllha/ Peaku U.saha 2. Blldan Usaha/Pelaku U5ihs T t4i.an a. NPWP : a. NPWP 

b Nama : b. Narra 
C. Alamat : c.'Jamait : a. Pelaku U:saha : If, ~ta:us : d. Palaku Usaha : L !.taUJS ; 

I 
I 

G. DATADOKUMEN 
1. C-okufflQfl Perdapngan 2. Dokume11 Perizinan/Plif5J!3r.itiln/FasilltK 3. Oda,,-, Tran.5aksl Ke,q.r./ Parpajlll<.an 

I Jenis I Nan~ ITangal I I J&nis ,N- ITanp I I Janis I Mane., I Tanuai I 
H. DATAPENG'ANGl<UTAn I. !).\TA PETI KE~ Q l<™ASAN 

1. Pad Kemas 
1. Cln Pertat\g~utal\ : I No. I No. CcniaiMr I No. Saal I Ukll"an In,. I 2. Nama Sarana P•llP"lt:kut : 
3 . Vo)ll.r,fi'l ¢,q'No. Pcli.l : 
4. Ren ra .. 
5. Data Pelabuh'.ln. 

a. Palabuhan Muat : ..kunlllh Petitama:i: .... Pl!lllcema~Kontainar 
b. Pelabuhan Transit : 2.Kemasao 
c. Petabuhan TuJuao : I ~ I ~mah I Kooe I K-an I M.-~ I 

3. Berat Koto( lltG) : 
d. P.-l.iraan Tanjpl Tba : 

6. Nomor BC l .1. : tarQ•I: POI: ·4. B1rat Bersih 1~<:I : 

J. DATA N.ILAI PABEAN / Nil.Al TR.ANSAKSI !<. DATAINFORMASI lAIN-IAIN 
1.Pemenuhan PetRtatatan/ Fasilitas lmP« 

1. lnc:cterm I Kade I Dalcumen I 2 Valuta 
3. NpPBM(:<urs I T""ffal Dol".rr.en 4 . Hila! FO •·• Hanor Dokumen 
S. Asuransi .••.•• 
6. Freilht • .• 
7. Nilal Pabon · -·· 
8. Nllai Pabon -IDR 
9. Nilal.Jasa - lDR 
lO. Hilfia Pa~arahan- lOR 2. Refe<ansl D<lwfnen Asal 
11. Potonpn •11• ~. N1m1 Oal:uman I Nomor I TII\Ual I 12.UangMub lliJ 13. V:olUl'lla,yOedaratlon I I I 

I "*-T''- l"I Af'l .11\U"" 

i ;. ~ ~ .. I! ::.!.t~ .. ~-= , ...... ., -.... F~.,acDoJUlll!ile'll 

:.~: .... ~-=-~ ~:. 4~ Pail.a, fMW A ,. " """ ·-t>I'- -•:t=:s=::::."' """"" 
,,. ..,.._ "_ ,.,_ ... _ 

C c.odta~ a...,. ( ,..... .. ...-u. . su,-,~ -..... Au.,i • .MI , ...... 1~usot d C...O ~===-.w t. ..W-J t, ._. ~ J,j 
C: ~ .... ..,.. d ,.,. ·Qr.11.::., • .,. JtM-.f \J",fJr.l. t ... , ....... 

Pfc. KodeHS Uraian· Bar,irc KGdaBaranc Jumlah flz11a SiltlJllll Amal.Int Tait Nf!1:ara JetlisBayar Refe.rensi Dok1,men T,m;gal 

M. PUIGlJTAN NEGARA 

Jenis P11ngUG11 Dibayar[i!PI Oit~ Pamerir,:ah ?) 
Olbebast.an (Rp) Oil:3'1ggtlhkan I Rpj Tidak DiP.1,11'€tJt 

(RPI 
Jaminan lRszl 

1 • BM)BK 

2 BMAD/BMVBMTP/ SMF 

3 Cl.<kal 

4 PPN 
. ... 

5 PPnBM 

6 PPh 

7 PNBP 

8 Total 

N. PENERIMAAN N£GA!V{JAMINAN 

1. KodaBlflinl : l~: 4. JenisJamlnan : 
2. NT~HTP : t;;rcpl : S. Nornor STTJ : 
3. NTP : tanggal : 6.Tanuat : 

O. Denc:an nisav• menviltilkan bertanff:.g jaw ab m s P. KODE PE~lG-.r.t.A!'I / BAA<DDE Q, PEHE!IIMA BAA.t,HG 
~abenarar, hal-tlal 'y311gdiberitahultan alamdohm en int 

l!lt~ ~ 
................ ,TJI ....... .......... .. 

........ .......... ,T&I ......... .... .. .. 

~ ~ ~~ 
( ................... , r ( ................ ) 

[!]. :.a .:.:-.. 
"'-""r 
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CONTOH HASIL CETAK LEMBAR LANJUTAN PPKEK 

LEMBAR LANJUTAN OOKUMEN PELENGKAP PABEAN 

PEMBE~TAHUANPABEAN 
KAWASAN EKONOMI KHU SUS 

PPKEK 

A. NOMOR DAN TANG GAL PEMBERfTAHUAN PABEAN 
1. Nomor Pengajuan 3. Nomor Pendaftaran 
2. Tanuat Pengajuan 4. Tenual Pendaftaran 

No. , Jenis Dokumen Nomor Oakumen Tanggal Dokumen 

I 

Baden Usaha/Pelaku Usaha/PPJK 
..................... ,Tgl. .................. . 

( .. .............. ..... ) 



A. NOMORDAN TANGGALPEMBERrrAHUAN PABEAN 
!. NomCK" Pengajuan 

2. Tanaga l PengallJan 

l.a. Pos i i,-t / HS 
b. Uraen J enis secara lerigkap, Merel<, 

Tfpe Ukuran, clan Spesfl.kasl Lannva 
c. Kcde barmg 
d. Necara Asal Sara~ 
e. Dae-ah Asal Sara!"i 
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LEMBAR LAMPIRAN DATA BARANG 

PEMBERITAHUAN PABEAN 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

2.a. Pos Ta-W,11-tSKategori Sarq 
b . Tujuan Pemasukan/Peflle!Uaran 

3.a. Jumlat\{Kode-Kemasz!n 
b. Jumlah/Kode Satuan 
c. Amount (CIF USO) 
d . BT Oiskon 

3. Nomor Pendaftaran 

4. Tangaal Pendaftaran 

e. Hargasatuan 
4.a Skema Tari & Fasiiu1s 

b. TKON 
c. Spesilfikas Khus.is 
d. Cukai 
e. Harga Paokan Ekspor 

No. I Kodc HS Uraian Barang !(ode Barang Jum~ Harga Satuan Amount Tarif 

f. Bea Keluar 
g. JenlsTar, 

I: JcnisB"'ar 
5.Kcterangan 

a. Pcrsyaratan & No. Urut 
b. SKEP SKA (Inland Ftl\) 

PPKEK 

c Rderensi Dokumen 
~ 

:l. Serarw Ban.ifBukan 
Ba-u 

e. Lartas/ Non Lartas 
f. Jenls Transaksi 

Negara JJen_is l311yi,r I Referensl Dokumen T~nual 

Sadan Usaha/Pelaku Usaha/PPJK 
.................... ,Tg l. ........... ....... . 

( .......... -......... ) 
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LEMBAA lANJUl AN PET! KEM AS 

PEMBERITAHUAN PABEAN PPKEK 
KAWASAN EKONOMI KHU SUS 

A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 
1. Nomor Pengajuan : 3. Nomor Pendaftaran 

2. Tange:al Pengajuan : 4. Tangaal Pendaftaran 

No. Nomor Pett Kem as Ukuran Status No. Nomor Peti Kem as Uk.uran statu s 
Urut Urut 

Sadan Usaha/Pe laku Usaha/PPJK 

·· ··· ·· -··· ········,T&'l. ........... .. .... . 

(···-······-········) 
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LEMBAR lANJUTAN KEMASAN 

PEMBERITAHUAN PABEAN PPKEK 
KAWASAN EKONOMI KHU SUS 

A. NOMOR OAN TANG GAL PEM BERfTAHUAN PABEAN 
1. Nomor Pengajuan 3. Nomor Pendaftaran 
2. Tanggal Pengajuan 4. Tanggal Pendaftaran 

No. Jenls Jumlah Merek No. Jenis Jumlah Merek 
Urut Urut 

Sadan Usaha/?e laku Usaha/PPJK 
................... .. ,T&L ... .. ............. . 

( ..................... ) 
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LEMBAR LANJUTAN DOKUM EN PEMENUHAN PERSYARATAN/ FAS!LITAS 

PEMBERITAHUAN PABEAN PPKEK 
KAWASAN EKONOMt KHU SUS 

A. NOMOR DAN TANG GAL PEMBERrTAHUAN PABEAN 

1. Nornor PengaJuan 3. Nomor Pendaftaran 

2. Tangal Pengajulln 4. Tanggal Pendllftaran : 

No. Jenis Dokumen Nomor Tanual No. Jenis Dokumen Nomor Tanggal 

I 

Sadan Usaha/Pelaku Usaha/PPJI< 
·--···· - ············Tgl. ..... ... ... ... ... . . 

(-·- ·······- ···-···) 
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LEMBAR LANJUTAN BANK DEVISA 

PEMBERITAHUAN PABEAN PPKEK 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

-
A. NOMOR OAN TANG GAL PEMBERlTAHUAN PABEAN 
1. Nomor Pengajuan 3. N omor Ptndaftaran : 
2. Tanggal Peneajuan 4. Tanual Pendaftaran 

No. Bank Oevisa 

I 
Sadan Usaha/Pe faku Usahe/PPJK 

.•......•. ....... ..•. ,Tgl. ....•....•••..•.... 

( .. -................ ) 



- 125 -

\J' 
LEMBAA LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN SARANG/BAHAN ASAL LUAR DAERAH PABEAN 

PEMBERITAHUAN PABEAN PPKEK . KAWASAN EKONOMI KHUSUS ... 

A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PASEAN 
1. Nomor Pengaj uan 3. Nomor Pendaftaran . 
2. Tanggal Pengajuan 4. Tangga~Pendaftaran . 

No. Asal Pemberitahuan Pabean Surat Keterangan Barang Harga · Nilai BM/BMAD/BMI N ilai Pungutan Pajak Ketentuan Ket . 

Barang .Asal Pabean /BMTP/BMP Asal PPN PPnBM PPH Ps, 2 2 Pembatasan 

(LOP/ 
No. & 

(Rp) 
Tarif 

LOP 
Tarif Nilai . Tarif 

KEK/ HS Uratan No. & Pene rb it Kode Unit Jumlah . Valuta NOPBM Nilai Per N itai Tarif Nilai Nllai 

nDDP) Tanggal Barang Tanggal SKA Barang satuan satuan (%) (Rp) (%) (Rp} (%) (Rp) (%) (Rp) 

. . ... 

I NII.Al BM, PPN, PPnBM, PPh Ps. 22 (Rp) . I D D D 

Badan Usaha/Pelaku Usaha/PPJK 

··--·-···-·······-,Tgl .................. . 

( ................... .. ) 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

TATA CARA PENYAMPAIAN PPKEK PEMASUKAN 

A. Pemasukan Sarang dari luar Daerah Pabean ke KEK 

I. PENDAFTARAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha pada KEK tujuan pemasukan 

mengisi PPKEK secara lengkap pada Sistem INSW, berdasarkan data 

dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 

2. Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan pemasukan 

mengirimkan data PPKEK dengan memilih tombol "submit" pada 

Sistem INSW. 

3. Sistem INSW menerima data PPKEK yang disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan melakukan penelitian 

pem blokiran: 

3 .1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Sadan U saha 

dan/atau Pelaku Usaha diblokir, Sistem INSW menerbitkan 

respon penolakan berupa notifikasi pemberitahuan penolakan. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Sadan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha tidak diblokir, Sistem INSW melakukan proses 

penelitian PPKEK lebih lanjut. 

4 . Sistem INSW melakukan penelitian data PPKEK, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PPKEK; 

b. nomor pengajuan tidak berulang; 

c. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPSM; 

d . pos tarif tercantum dalam BTKI; dan 

e. surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 

barang memerlukan izin. 

5. Da lam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan tidak sesuai: 

5.1. Sistem INSW m engirim respon penolak an berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 
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5.2. Badan Usaba dan/atau Pelaku Usaba di KEK tujuan 

pemasukan menerima respon penolakan dan melakukan 

perbaikan data PPKEK sesuai respon penolakan dan 

mengirimkan kem bali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

6. Dalam bal basil penelitian terbadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan sesuai, Sistem INSW 

menerbitkan nomor dan tanggal pengaJuan PPKEK serta 

meneruskan PPKEK ke SKP. 

7. SKP melakukan penelitian terbadap: 

7 .1. nomor dan tanggal Bl L, A WB dalam bal barang berasal dari 

luar Daerah Pabean; 

7 .2 . kesesuaian PPKEK dengan BC 1.1 meliputi: 

a. nomor clan tanggal BC 1.1 , pos/sub pos BC 1.1, host BIL, 

jumlah kontainer, nomor kontainer, dan ukuran kontainer 

untuk pemasukan melalui pelabuban laut; 

b. nomor clan tanggal BC 1.1, pos/sub pos BC 1.1, dan host 

Bl L dalam bal melalui pelabuban laut yang tidak 

menggunakan kontainer dan/atau pengiriman barang 

dengan status Less Container Load (LCL); dan/atau 

c . nomor dan tanggal BC 1.1, pos/sub pos BC 1.1 dan host 

A WB dalam bal melalui bandara; 

8. Dalam bal basil penelitian terbadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 7 tidak sesuai, SKP: 

a. menerbitkan respon penolakan berupa notifikasi pemberitabuan 

penolakan serta meneruskan respon Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaba melalui Sistem INSW; dan 

b. Badan U saba dan/ a tau Pelaku U saha di KEK tujuan pemasukan 

menerima respon penolakan clan melakukan perbaikan data 

PPKEK sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data 

PPKEK yang telah diperbaiki. 

9. Dalam bal hasil penelitian terbadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 7 sesuai, SKP m enerbitkan kode billing 

pembayaran bea masuk, cukai, clan pajak dalc;1.m rangka impor 

dan/ atau permintaan penyerab an jaminan dalam bal terda pat 

kewajiban pembayaran bea m asuk, cukai, clan pajak dalam rangka 

impor clan / atau penyeraban jaminan. 
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10. SKP menyampaikan kode billing dan/atau notifikasi permintaan 

penyerahan jaminan dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea 

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau penyerahan 

jaminan kepada Sistem INSW untuk disampaikan kepada Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

11. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan 

11.1 pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor 

sesuai kode billing pembayaran; atau 

11.2 menyerahkan jaminan dalam hal terdapat kewajiban 

penyerahan jaminan atas bea masuk, cukai, dan pajak dalam 

rangka irripor. 

12. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal pengajuan PPKEK 

Badan U saha dan / atau Pelaku U saha belum melakukan 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka 

impor, dalam hal PPKEK mewajibkan pembayaran, SKP: 

12.1 menerbitkan respon penolakan. 

12.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan perbaikan 

data PPKEK sesuai r espon penolakan dan mengirimkan 

kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

13. Dalam hal hasil penelitian terha dap data PPKEK sebagaima na 

dimaksud pada angka 7, 9 dan/atau 12 menunjukan sesuai: 

13.1 SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PPKEK 

dan m engirimkan nomor dan tanggal pendaftaran PPKEK 

tersebut kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui 

Si stem INSW. 

13.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menerima PPKEK yang 

telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran. 

II. PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN 

YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TEMPAT PENIMBUNAN 

SEMENTARA UNTUK DIMASUKKAN KE KEK 

1. Terha dap PPKEK yan g t elah diterbitka n nomor dan tanggal 

pendaftaran diterbitkan Su rat Per setujuan Pe1~geluaran Barang 

(SPPB) dan nomor ta nda pen gam a n. 

2 . SKP m en eruskan Sura t Persetujuan Pen gelua ran Bar an g (SPPB) 

kep ada Sistem INSW. 
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3. Kantor Pembongkaran menerima data Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB) melalui Sistem Komputer Pelayanan. 

4. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data 

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterima dari 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dengan data PPKEK pada 

Sistem Komputer Pelayanan. 

5. Pejabat yang mengawas1 pengeluaran barang melakukan 

pengawasan pengeluaran barang dengan mencocokkan Surat 

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dengan nomor, merek, 

ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau petikemas yang 

bersangkutan. 

6. Dalam hal hasil pencocokan menunjukan sesuai, Pejabat yang 

mengawasi pengeluaran barang: 

6.1 melekatkan tanda pengaman PPKEK serta mencantumkan 

nomor tanda pengaman PPKEK sesuai Sistem Komputer 

Pelayanan dan mencatat identitas sar~a pengangkut, 

nomor, dan jenis tanda pengaman pada pada Sistem 

Komputer Pelayanan. 

6.2 memberikan catatan pengeluaran barang dari Kawasan 

Pabean dengan memberikan tanda tangan, tanggal dan jam 

pengeluaran barang pada Surat Persetujuan Pengeluaran 

Barang (SPPB) serta memberikan informasi lain tentang 

pengeluaran barang pada Sistem Komputer Pelayanan. 

6.3 menyerahkan Surat Persetujuan Pengeluar.an Barang (SPPB) 

yang telah diberi catatan pengeluaran barang kepada Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melindungi 

pengeluaran barang. 

7. Dalam hal hasil pencocokkan menunjukan tidak sesuai, Pejabat 

yang mengawasi pengeluaran barang menyerahkan Surat 

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada unit pengawasan 

pada Kantor Pembongkaran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

dan barang impor tidak dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. 

8. Sistem INSW m elakukan penutupan pos BC 1.1, d alam h al Pejabat 

yang mengawasi p engeluaran barang t ela h memberika n catatan 

p engeluaran barang pada Sistem INSW. 
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III. PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN 

YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TEMPAT PENIMBUNAN 

SEMENTARA KE KEK 

1. Sistem INSW dan/ a tau SKP di Kantor Pa bean yang mengawasi KEK 

menerima data realisasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. 

2. Pejabat bea cukai atau Administrator melaku.kan pengawasan 

pemasukan barang, dengan: 

a. melakukan pemeriksaan tanda pengaman; 

b. mencocokkan nomor, jenis dan keutuhan tanda pengaman; dan 

c. mencocokkan merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan 

atau petikemas serta identitas sarana pengangkut dengan data 

yang tercantum dalam PPKEK. 

3 . Dalam hal terhadap pengawasan pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, pejabat bea dan 

cukai atau Administrator menyampaikan pemberitahuan pada 

Sistem INSW dan/ atau SKP serta menyampaikan informasi kepada 

unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Dalam hal terhadap pengawasan pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 dinyataka n sesuai Pejabat bea cukai atau 

Administrator melakukan perekaman kegiatan pemasukan pada 

Sistem INSW dan/ atau SKP serta memberikan notifikasi selesai 

pemasukan. 

5. Sistem INSW dan/ atau SKP: 

a. menerbitkan notifikasi untuk melakukan pelepasan tanda 

pengaman dalam hal terhadap pemasukan barang tidak 

dilakukan pemeriksaan fisik; atau . 

b . menerbitkan SPPF dalam hal terhadap pemasukan barang akan 

dilakukan pemeriksaan fisik. 

6. Dalam hal terhadap pemasukan barang diterbitkan notifikasi 

pelepasan tanda pengaman sebagaimana dimaksud angka 5 huruf 

a, barang dilakukan pengangkutan ke lokasi Badan Usaha 

dan/ atau Pelaku Usaha untuk dilakukan penimbunan. 

7. Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan notifikasi pelepasan 

tanda pengama n sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a : 
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7 .1. Si stem INSW mem berikan informasi kepada Badan U saha 

dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan penimbunan 

barang di KEK; 

7 .2. Badan U saha dan/ atau Pelaku U saha melakukan penimbunan 

barang di KEK. 

7.3. Dalam hal hasil penimbunan barang oleh Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha sesuai, Badan Usal1a dan/atau Pelaku 

U saha melaporkan hasil kegiatan penim bunan barang di KEK 

dengan melakukan pemberitahuan pada Sistem INSW. 

7.4. Sistem INSW menerbitkan notifikasi persetujuan penyelesaian 

dokumen dan melakukan pembaruan data pada aplikasi 

persediaan barang. 

7.5. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dapat mempergunakan 

barang sesuai ketentuan. 

8. Dalam h al h a sil penimbunan barang oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha tidak sesuai: 

8.1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melaporkan hasil 

kegiatan penimbunan barang di KEK dengan melakukan 

pemberitahuan pada Sistem INSW serta menyampaikan 

permohonan penyesuaian jumlah dan jenis barang atas 

ketidaksesuaian tersebut. 

8.2. Sistem INSW memberikan informasi kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha tidak diperbolehkan mempergunakan barang. 

8 .3. Sistem INSW dan/atau SKP menerbitkan notifikasi kepada 

Pejabat bea cukai yang m engawasi atau yang ditunjuk untuk 

melakukan penelitian. 

9. Pejabat bea cukai yang mengawasi atau yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap permohonan penyesuaian jumlah dan jenis 

barang yang diajukan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

serta menyampaikan hasil penelitian pada SKP. 

10. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan kepada unit pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

11 . Pejabat pada unit pengawasan melakukan penelitian terhadap 

ketidaksesuaian serta menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen hasil penelitian berupa: 
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a. ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar kemampuan 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; 

b. ketidaksesuaianjumlah danjenis tidak dapat dibuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha; atau 

c. terdapat indikasi tindak pidana. 

12. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud pada angka 11 huruf a Pejabat Pemeriksa Dokumen: 

12. 1. atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI: 

a. terhadap selisih lebih, melakukan penyesuaian kelebihan 

jumlah barang pada PPKEK; 

b. terhadap selisih kurang, menerbitkan Surat Penetapan 

Pejabat atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai 

dan/atau PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi; 

atau 

c. terhadap ketidaksesuaian jenis, menerbitkan notifikasi 

untuk dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan 

pengawasan pejabat bea dan cukai. 

12.2. atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut PDRI serta 

dengan membayar bea masuk dan PDRI: 

a. terhadap selisih lebih atau kurang, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau 

PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi; atau 

b. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan reekspor 

atau . pemusnahan dengan pengawasan pejabat bea dan 

cukai. 

13. Dalam hal tidak dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 

di luar kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usa ha 

sebagaimana dimaksud pa da angka 11 huruf b Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas pembayaran 

bea masuk, cukai dan/atau PDRI serta dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan. 
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14. SKP melalui Sistem INSW menyampaikan Surat Penetapan Pejabat 

atau notifikasi untuk dilakukan reekspor atau pemusnahan kepada 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

15. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada angka 12 .1 huruf b, angka 12 .1 huruf 

a dan angka 13, Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan 

pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan/ atau sanksi administrasi. 

16. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan notifikasi penyelesaian 

dokumen setelah dilakukan: 

a. pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan/ atau sanksi 

administrasi; 

b . penyerahanjaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau 

sanksi administrasi berupa denda, dalam hal diajukan 

keberatan; 

c. penyesuaian jumlah barang pada PPKEK; dan/ atau 

d. telah dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan 

pengawasan pejabat bea dan cukai. 

1 7. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan Jems terdapat indikasi 

tindak pidana, unit pengawasan melakukan 

penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dan menyampaikan kepada 

Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk tidak menerbitkan notifikasi 

penyelesaian dokumen sampai dengan adanya keputusan hasil 

penyelidikan / penyidikan. 

18. Dalam hal terhadap pemasukan barang diterbitkan SPPF 

sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b: 

18.1. Barang dilakukan pengangkutan ke lokasi Sadan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha. 

18.2. SKP menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) kepada Pejabat pemeriksa barang. 

18.3. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan 

kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui 

Sistem INSW. 

18.4. Ba dan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan 

packing lis t, hasil cetak PPKEK, dan / a tau invoice kepada 

Pejabat pemeriksa barang. 
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18.5. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, 

mengambil contoh barang jika diminta, menuangkan hasil 

pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, dan merekam 

hasil pemeriksaan fisik pada dan mengunggah foto 

pemeriksaan barang pada SKP. 

19. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan sesuai, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen menerbitkan notifikasi persetujuan 

penyelesaian dokumen dan melakukan pembaruan data pada 

aplikasi persediaan barang. 

20. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan tidak sesuai: 

20.1. SKP meneruskan hasil pemeriksaan kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen dan menyampaikan informasi kepada 

unit pengawasan untuk dilakukan pengamanan terhadap 

barang 

20.2. Pejabat pada unit pengawasan pengamanan·terhadap barang. 

20.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen 

dan menyampaikan kepada unit pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

21. Pejabat pada unit pengawasan melakukan penelitian terhadap 

ketidaksesuaian serta menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen hasil penelitian berupa: 

a. ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar kemampuan 

Bad an U saha dan / atau Pelaku U saha; 

b. ketidaksesuaianjumlah danjenis tidak dapat dibuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuan Badan Usaha 

dan / atau Pelaku U saha; a tau 

c. terdapat indikasi tindak pidana. 

22. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud pada angka 20 huruf a Pejabat Pemeriksa Dokumen: 

22.1. atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

penangguhan bea masuk dan tidak dipung1,1t PDRI: 

a . terhadap selisih lebih, melakukan penyesuaian kelebihan 

jumlah barang pada PPKEK; 

b. terhadap selisih kurang, menerbitkan Surat Penetapan 

Pejabat atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai 

dan/atau PDRI; atau 
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c. terhadap ketidaksesuaian jenis, menerbitkan notifikasi 

untuk dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan 

pengawasan pejabat bea dan cukai. 

22.2. atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut PDRI serta 

dengan membayar bea masuk dan PDRI: 

a. terhadap selisih lebih atau kurang, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi; atau 

b . terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan reekspor 

atau pemusnahan dengan pengawasan pejabat bea dan 

cukai . 

23. Dalam hal tidak dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 

di luar kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf b Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas pembayaran 

bea masuk, cukai dan/atau PDRI serta dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan. 

24. SKP melalui Sistem INSW menyampaikan Surat Penetapan Pejabat 

atau notifikasi untuk dilakukan reekspor atau pemusnahan kepada 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

25. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 hurufb, angka 22.2 huruf 

a dan angka 23, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan 

pembayaran beamasuk, cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi. 

26. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan notifikasi penyelesaian 

dokumen setelah dilakukan: 

· a. pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan/atau sanksi 

administrasi; 

b. penyerahan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/ atau 

sanksi a dministrasi berupa denda, dalam h al diajukan 

keberatan; 

c. penyesuaian jumla h barang pada PPKEK; d an/ a tau 

d . telah dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan 

penga wasan peja bat bea dan cukai. 
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27. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan jenis terdapat indikasi 

tindak pidana, unit pengawasan melakukan 

penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dan menyampaikan kepada 

Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk tidak menerbitkan notifikasi 

penyelesaian dokumen sampai dengan adanya keputusan hasil 

penyelidikan/penyidikan. 

B. Pemasukan Barang dari KEK Lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau 

Kawasan Bebas ke KEK 

I. PEMBERITAHUAN PABEAN 

Pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Tempat Penimbunan 

Berikat atau Kawasan Bebas ke KEK dilaksanakan: 

a . Tempat Penimbunan Berikat, dilakukan dengan Pemberitahuan 

Pabean pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke 

Tempat Penimbunan Berikat lain; a tau 

b. Kawasan Bebas , dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan 

Pabea n untuk pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan 

Bebas Lainnya, dan Kawasan Ekonomi Khusus. 

II. PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ATAU 

KA WASAN BEBAS UNTUK DIMASUKKAN KE KEK 

Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan 

Bebas untuk dimasukan ke KEK dilakukan pemeriksaan fisik dan 

pelekatan tanda pengamana sesuai ketentuan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan 

Bebas. 

III. PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ATAU 

KA WASAN BEBAS KE KEK 

1. Sistem INSW dan/atau SKP di Kantor Pabean yang mengawasi KEK 

m en erima data realisasi pengeluaran bara ng dari Tempat 

Penimbunan Berikat a tau Kawasan Bebas. 

2 . Peja bat bea cukai a tau Administra tor melakukan pengawasan 

pemasukan barang, dengan: 

a. m elakukan pemeriksaan tanda pen gam an; 

b. m encocokkan nomor, j enis dan keutuha n tanda pengaman; dan 
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c. mencocokkan merek, nomor, ukuran,jumlah danjenis kemasan 

atau petikemas serta identitas sarana pengangkut dengan data 

yang tercantum dalam PPKEK. 

3. Dalam hal terhadap pengawasan pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, Pejabat bea dan 

cukai atau Administrator menyampaikan pemberitahuan pada 

Sistem INSW dan/ atau SKP serta menyampaikan informasi kepada 

unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Dalam hal terhadap pengawasan pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai Pejabat bea cukai atau 

Administrator melakukan perekaman kegiatan pemasukan pada 

Sistem INSW dan/ atau SKP serta memberikan notifikasi selesai 

pemasukan. 

5. Sistem INSW dan/ atau SKP menerbitkan notifikasi untuk 

melakukan pelepasan tanda pengaman. 

6. Pejabat bea cukai atau Adiminstrator melakukan pelepasan tanda 

pengaman dan terhadap barang dilakukan pengangkutan ke lokasi 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk dilakukan 

penimbunan. 

7 . Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan notifikasi . pelepasan 

tanda pengaman sebagaimana dimaksud angka 5: 

7.1. Sistem INSW memberikan informasi kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan penimbunan barang 

di KEK; 

7.2 . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan penimbunan 

barang di KEK. 

7.3. Dalam hal hasil penimbunan barang oleh Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha sesuai, Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha melaporkan hasil kegiatan penimbunan barang di KEK 

dengan melakukan pemberitahuan pada Sistem INSW. 

7.4. Sistem INSW menerbitkan notifikasi persetujuan penyelesaian 

dokumen dan m elakukan pembaruan data pada aplikasi 

persediaan barang. 

7.5. Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usa ha dapat mempergunakan 

barang sesuai ketentuan. 
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8. Dalam hal hasil penimbunan barang oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha tidak sesuai: 

8.1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melaporkan basil 

kegiatan penimbunan barang di KEK dengan melakukan 

pemberitahuan pada Sistem INSW serta menyampaikan 

permohonan penyesuaian jumlah dan jenis barang atas 

ketidaksesuaian tersebut. 

8.2. Sistem INSW memberikan informasi kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha tidak diperbolehkan mempergunakan barang. 

8.3. Sistem INSW dan/ atau SKP menerbitkan notifikasi kepada 

Pejabat bea cukai yang mengawasi atau yang ditunjuk untuk 

melakukan penelitian. 

9. Pejabat bea cukai yang mengawasi atau yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap permohonan penyesuaian jumlah dan jenis 

barang yang diajukan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

serta menyampaikan hasil penelitian pada SKP. 

10. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan kepada unit pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

11. Pejabat pada unit pengawasan melakukan penelitian terhadap 

ketidaksesuaian serta menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen hasil penelitian berupa: 

a. ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar kemampuan 

Badan U saha dan / atau Pelaku U saha; 

b. ketidaksesuaian jumlah dan jenis tidak dapat dibuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha; atau 

c. terdapat indika si tindak pidana. 

12. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan jenis terjadi di luar 

kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud pada angka 11 huruf a Pejabat Pemeriksa Dokumen: 

12 .1 atas pemasukan ba rang den gan m endapatka n fasilitas 

penangguhan bea m asuk dan tidak dipungut PDRI: 

a . terhadap selisih lebih, melakukan penyesuaian kelebihan 

jumlah barang pada PPKEK; 
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b. terhadap selisih kurang, menerbitkan Surat Penetapan 

Pejabat atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai 

dan/ atau PDRI tan pa dikenakan sanksi administrasi; atau 

c. terhadap ketidaksesuaian jenis, menerbitkan notifikasi 

untuk dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan 

pengawasan pejabat bea dan cukai. 

12.2 atas pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut PDRI serta 

dengan membayar bea masuk dan PDRI: 

a. terhadap selisih lebih atau kurang, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau 

PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi; atau 

b. terhadap ketidaksesuaian jenis, dapat dilakukan reekspor 

atau pemusnahan dengan pengawasan pejabat bea dan 

cukai. 

13. Dalam hal tidak dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 

di luar kemampuan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Pejabat . atas pembayaran 

bea masuk, cukai dan/ atau PDRI serta dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan. 

14. SKP melalui Sistem INSW menyampaikan Surat Penetapan Pejabat 

atau notifikasi untuk dilakukan pengiriman kembali atau 

pemusnahan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. 

15. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Penetapan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b dan angka 13, 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembayaran bea 

masuk, cukai, PDRI dan/ atau sanksi administrasi. 

16. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan notifikasi penyelesaian 

dokumen setelah dilakukan: 

a. pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan/atau sanksi 

administrasi; 

b. penyerahanjaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/ atau 

sanksi administrasi berupa denda, dalam h al diajukan 

keberatan; 
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c. penyesuaian jumlah barang pada PPKEK; dan/ atau 

d. telah dilakukan reekspor atau pemusnahan dengan pengawasan 

pejabat bea dan cukai. 

17. Dalam hal ketidaksesuaian jumlah dan jenis terdapat indikasi 

tindak pidana, unit pengawasan melakukan 

penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dan menyampaikan kepada 

Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk tidak menerbitkan notifikasi 

penyelesaian dokumen sampai dengan adanya keputusan hasil 

penyelidikan / penyidikan. 

C. Pemasukan Barang dari TLDDP ke KEK 

I. PEND AFT ARAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha pada KEK tujuan pemasukan 

mengisi PPKEK secara lengkap pada Sistem INSW, berdasarkan data 

dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 

2 . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan pemasukan 

mengirimkan data PPKEK dengan memilih tombol "submit" pada 

Sistem INSW. 

3. Sistem INSW menerima data PPKEK yang disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan melakukan penelitian 

pemblokiran: 

3.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha diblokir, Sistem INSW menerbitkan 

respon penolakan berupa notifikasi pemberitahuan penolakan. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Badan Usaha dan/ atau 

Pelaku U saha tidak diblokir, Sistem INSW melakukan proses 

penelitian PPKEK lebih lanjut. 

4. Sistem INSW melakukan penelitian data PPKEK, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PPKEK; 

b. nomor pengajuan tidak berulang; 

c. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM; 

d. pos tarif tercantum dalam BTKI; dan 

e . surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 

barang memerlukan izin. 

5 . Da lam hal h asil penelitian terhadap d ata PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan tidak sesuai: 
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5 .1. Sistem INSW mengirim respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

5 .2. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan 

pemasukan menerima respon penolakan dan melakukan 

perbaikan data PPKEK sesuai respon penolakan dan 

mengirimkan kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

6 . Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan sesuai, Sistem INSW 

menerbitkan nomor dan tanggal pengajuan PPKEK serta 

meneruskan PPKEK ke SKP. 

7. SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PPKEK dan 

menyampaikan PPKEK kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku 

U saha melalui Sistem INSW. 

8. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mencantumkan nomor faktur 

pajak sesuai Sistem Perpajakan melalui Sistem INSW. 

9 . Sistem INSW menyampaikan Kembali PPKEK kepada SKP untuk 

diterbitkan Surat Pemasukan Bara ng (SPB) 

II. PEMASUKAN BARANG DARI TLDDP KE KEK 

1. Pejabat bea cukai atau Administrator melakukan pengawasan 

pemasukan barang, dengan: 

a. melakukan pemeriksaan SPB; 

b. mencocokkan data SPB; dan 

c. mencocokkan merek, nomor, ukuran,jumlah danjenis kemasan 

atau petikemas serta identitas sarana pengangkut dengan data 

yan g tercan tum dalam PPKEK. 

2 . Dalam hal terhadap pengawasan pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 dinyatakan tida k sesu ai, pejabat bea dan 

cukai atau Administrator menyampaikan pemberitahua n pada 

Sistem INSW dan/ a tau SKP s erta m enyampaik an informasi k epada 

unit pengawasan untuk dilakukan penelitia n lebih lanjut. 

3. Dala m h al terha dap pengawasan pemasu kan sebagaimana 

dimaksud pada an gka 2 dinyatakan sesuai Peja ba t bea cukai a tau 

Administr ator melakukan perekam an kegiatan pem asukan pada 

Sist em INSW dan / a ta u SKP serta memberika n : 

a. n otifika si selesa i pemasukan dalam hal tidak dila kukan 

pemeriksaan fis ik; atau 
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b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) dalam hal akan 

dilaksanakan pemeriksaan fisik. 

4. Dalam hal terhadap pemasukan barang diterbitkan notifikasi selesai 

pemasukan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, barang 

dilakukan pengangkutan ke lokasi Badan Usaha dan/atau Pelaku 

U saha untuk dilakukan penim bunan. 

5. Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan notifikasi selesai 

pemasukan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a: 

5.1. Sistem INSW memberikan informasi kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan penimbunan barang 

di KEK; 

5.2. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan penimbunan 

barang di KEK. 

5.3. Dalam hal hasil penimbunan barang oleh Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha sesuai, Badan Usaha dan/atau Pelaku 

U saha melaporkan hasil kegiatan penimbunan barang di KEK 

dengan melakukan pemberitahuan pada Sistem INSW. 

5.4. Sistem INSW menerbitkan notifikasi persetujuan penyelesaian 

dokumen dan melakukan pembaruan data pada aplikasi 

persediaan barang. 

5 .5. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dapat mempergunakan 

barang sesuai ketentuan. 

6. Dalam hal hasil penimbunan barang oleh Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha tidak sesuai: 

6.1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melaporkan hasil 

kegiatan penimbunan barang di KEK dengan melakukan 

pemberitahuan pada Sistem INSW serta menyampaikan 

permohonan penyesuaian jumlah dan jenis barang atas 

ketidaksesuaian tersebut. 

6.2. Sistem INSW memberikan informasi kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha tidak diperbolehkan mempergunakan barang. 

6.3. Sistem INSW dan/ atau SKP menerbitkan notifikasi kepada 

Pejabat bea cukai yang mengawasi atau yang ditunjuk untuk 

melakukan penelitian. 
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7. Pejabat bea cukai yang mengawasi a tau yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap permohonan penyesuaian jumlah dan jenis 

barang yang diajukan oleh Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

serta menyampaikan hasil penelitian pada SKP. 

8. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penyesuaian terhadap 

jumlah dan jenis barang serta menerbitkan notifikasi penyelesaian 

dokumen. 

9. Dalam hal terhadap pemasukan barang diterbitkan SPPF 

sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b: 

9 .1. Barang dilakukan pengangkutan ke lokasi Sadan U saha 

dan/atau Pelaku Usaha. 

9.2. SKP menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) kepada Pejabat pemeriksa barang. 

9.3. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan kesiapan 

barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui Sistem 

INSW. 

9.4. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan packing 

list, hasil cetak PPKEK, dan/ atau invoice kepada Pejabat 

pemeriksa barang. 

9.5. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, 

mengambil contoh barang jika diminta, menuangkan hasil 

pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, dan merekam 

hasil pemeriksaan fisik pada dan mengunggah foto 

pemeriksaan barang pada SKP. 

10. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan sesuai, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen menerbitkan notifikasi persetujuan 

penyelesaian dokumen dan melakukan pembaruan data pada 

aplikasi persediaan barang. 

11. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan tidak sesuai: 

11.1. SKP meneruskan hasil pemeriksaan kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen. 

11.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penyesuaian 

terhadap jumlah dan jenis barang serta menerbitkan 

notifikasi penyelesaian dokumen. 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/202 1 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KA WA SAN 
EKONOMIKHUSUS 

TATA CARA PENYAMPAIAN PPKEK PENGELUARAN 

A. Pengeluaran Barang dari KEK ke luar Daerah Pabean 

I. PEND AFT ARAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengisi PPKEK secara 

lengkap pada Sistem INSW, berdasarkan pada data dan informasi 

dari Dokumen Pelengkap Pabean. 

2. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengirimkan data PPKEK 

dengan memilih tombol "submit" pada Sistem INSW. 

3. Sist em INSW m en erima data PPKEK yang disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/ atau Pelaku Usaha dan melakukan penelit ian 

pemblokiran: 

3.1. Dalam hal basil penelitian menunjukkan Ba dan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha diblokir, Sistem INSW 

menerbitkan respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

3.2. Dalam hal hasil pen elitian menunjukan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha tidak diblokir, Sistem INSW 

melakukan proses penelitian PPKEK lebih lanjut. 

4. Sistem INSW melakukan penelitian data PPKEK, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PPKEK; 

b. nomor pengajuan tidak berulang; 

c. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM; 

d. pos tarif tercantum dalam BTKI; dan 

e. surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 

barang memerlukan izin. 

5. Dalam hal hasil pen elitian terh a dap da ta PPKEK sebagaim a n a 

dimak sud pa da angka 4 kedap atan tida k sesuai: 

5.1. Sistem INSW m en girim r espon p enolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 
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5.2 . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan 

pemasukan menerima respon penolakan dan melakukan 

perbaikan data PPKEK sesuai respon penolakan dan 

mengirimkan kem bali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

6. Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan sesuai, Sistem INSW 

menerbitkan nomor dan tanggal pengajuan PPKEK serta 

meneruskan PPKEK ke SKP. 

7. SKP melakukan penelitian kewajiban pembayaran bea keluar dan 

pungutan dalam rangka ekspor. 

8. Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea keluar dan 

pungutan dalam rangka ekspor, SKP menerbitkan kode billing serta 

menyampaikan kode billing tersebut kepada Badan Usaha dan/atau 

Pelaku U saha melalui Sistem INSW. 

9. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembayaran 

sesuai kode billing yang diterima. 

10. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal pengajuan PPKEK 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha belum melakukan 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau paj~k dalam rangka 

impor, dalam hal PPKEK mewajibkan pembayaran, SKP: 

10 .1 menerbitkan respon penolakan. 

10.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan perbaikan 

data PPKEK sesuai respon penolakan dan mengirimkan 

kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

11. Dalam hal pembayaran telah dilakukan atau tidak terdapat 

kewajiban membayar bea keluar dan pungutan dalam rangka 

ekspor, SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PPKEK. 

12. Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10: 

a. dalam hal telah dilakukan pemeriksaan fisik pendahuluan, SKP 

menerbitkan NPE ser ta menyampaikan kepada Badan Usaha 

dan/ atau Pelaku Usaha melalui Sistem INSW;· 

b. dalam hal berdasarkan manajemen risiko tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, SKP m enerbitkan NPE serta menyampaikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem 

INSW; atau 
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c. dalam hal berdasarkan 

pemeriksaan fisik, SKP 

Pemeriksaan Fisik (SPPF) . 

manaJemen risiko dilakukan 

menerbitkan . Surat Perintah 

13. Terhadap PPKEK yang telah memperoleh NPE sebagaimana 

dimaksud pada angka 11 huruf a dan b, Badan Usaha dan/atau 

Pelaku Usaha melakukan pemuatan barang (stuffing). 

14. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c: 

14.l SKP menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) kepada Pejabat pemeriksa barang. 

14.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan 

kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui 

Sistem INSW. 

14.3 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan packing 

list, hasil cetak PPKEK, dan/ atau invoice kepada Pejabat 

pemeriksa barang. 

14.4 Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, 

mengambil contoh barang jika diminta, menuangkan hasil 

pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, dan merekam 

hasil pemeriksaan fisik pada dan mengunggah foto 

pemeriksaan barang pada SKP. 

14.5 Terhadap barang yang dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat 

pemeriksa barang melakukan pengawasan pemuatan barang 

(stuffing) dan melakukan pelekatan tanda pengaman. 

15. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 13 sesuai, SKP menerbitkan NPE serta menyampaikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem INSW. 

16. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 13 tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 

peneli tian serta: 

a. melakukan pembetulan PPKEK; dan/ atau 

b . penetapan penghitungan bea keluar dan m enerbitkan Surat 

Pen eta pan Pej abat. 

17. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembayaran bea 

k eluar sesuai Surat Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

a n gka 15 huruf b . 
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18. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE setelah: 

a. dilakukan pembetulan PPKEK; dan/atau 

b. dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi. 

19. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 13 tidal{ sesuai dan terdapat indikasi tindak pidana, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen meneruskan PPKEK kepada unit pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

II. PENGELUARAN BARANG 

1. Pejabat bea cukai atau Administrator: 

a. mencocokkan merek, nomor, ukuran,jumlah danjenis kemasan 

atau petikemas serta identitas sarana pengangkut dengan data 

yang tercantum dalam PPKEK; dan 

b. perekaman kegiatan pengeluaran barang yang telah memperoleh 

NPE. 

2. Terhadap barang yang tidal{ dilakukan pemeriksaan fisik 

pendahuluan dan pemeriksaan fisik berdasarkan SPPF, Pejabat bea 

cukai atau administrator melal{ukan pelekatan tanda pengaman 

serta mencantumkan nomor tanda pengaman sesuai Sistem INSW 

atau SKP. 

3. Pejabat bea cukai atau Administrator menerbitkan notifikasi 

pengeluaran barang dari KEK pada Sistem INSW atau SKP. 

III. TATA KERJA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN EKSPOR 

1. Dalam hal barang yang diangkut dengan sarana pengangkut laut 

dan/ atau udara yang merupakan bagian dari angkutan multimoda 

Badan Usaha dan/atau Pelal{u Usaha membawa barang ke 

Kawasan Pabean Ekspor menggunal{an NPE dan menyerahkan NPE 

kepada Pejabat bea cukai yang mengawasi pemasukan di Kawasan 

Pabean muat ekspor. 

2. Pejabat bea cukai yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean 

muat ekspor: 

2 .1. mencocokkan nomor kemasan a tau nomor peti kema s dengan 

data NPE pada SKP; 

2.2. memeriksa keutuhan tanda pengaman serta m encocokkan 

nomor tanda pengaman sesuai SKP. 
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3. Dalam hal pemeriksaan pada angka 2 sesuai, Pejabat bea cukai yang 

mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean muat ekspor 

menandatangani NPE serta menerbitkan notifikasi pemasukan 

barang pada SKP. 

4. Dalam hal pemeriksaan pada angka 2 tidak sesuai, Pejabat bea 

cukai yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean muat ekspor 

mengizinkan pemasukan barang ke Kawasan Pabean serta 

menyampaikan notifikasi kepada unit pengawasan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

5. Pejabat bea cukai yang menangani administrasi outward manifest 

melakukan rekonsiliasi outward manifest dengan NPE. 

6. Pejabat bea cukai yang menangani administrasi outward manifest 

menyampaikan hasil rekonsiliasi pengeluaran barang ke luar 

Daerah Pabean pada SKP setelah barang telah diekspor. 

B. Pengeluaran Barang dari KEK ke KEK lain, Tempat Penimbunan Berikat, dan 

Kawasan Bebas 

I. PENDAFTARAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengisi PPKEK secara 

lengkap pada Sistem INSW, berdasarkan pada data dan informasi 

dari Dokumen Pelengkap Pabean. 

2. Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha mengirimkan data PPKEK 

dengan memilih tombol "submit" pada Sistem INSW. 

3. Sistem INSW menerima data PPKEK yang disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan melakukan penelitian 

pemblokiran: 

3 .1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha diblokir, Sistem INSW 

menerbitkan respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha tidak diblokir, Sistem INSW 

melakukan proses penelitian PPKEK lebih lanjut. 

4. Sistem INSW melakukan p en elitian data PPKEK, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PPKEK; 

b. nomor pengajuan tidak berulang; 

c. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam d ata NDPBM; 
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d . pos tarif tercantum dalam BTKI; dan 

e. surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 

barang memerlukan izin. 

5. Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan tidak sesuai: 

5 .1. Sistem INSW mengirim respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

5 .2. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan 

pemasukan menerima respon penolakan dan melakukan 

perbaikan data PPKEK sesuai respon penolakan dan 

mengirimkan kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

6. Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan sesuai, Sistem INSW 

menerbitkan nomor dan tanggal pengajua1;1 PPKEK serta 

meneruskan PPKEK ke SKP. 

7. SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PPKEK. 

8 . Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10: 

a. dalam hal berdasarkan manajemen risiko tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, SKP menerbitkan SPPB serta menyampaikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem 

INSW; atau 

b. dalam hal berdasarkan 

pemeriksaan fisik, SKP 

Pemeriksaan Fisik (SPPF). 

manajemen risiko dilakukan 

menerbitkan Surat Perintah 

9. Terhadap PPKEK yang telah memperoleh SPPB sebagaimana 

dimaksud pada angka 8 huruf a, Sadan Usaha · dan/ atau Pelaku 

Usaha melakukan pemuatan barang (stuffing) . 

10. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b: 

10.1. SKP menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) k epad a Pej a ba t pem eriksa ba ra ng. 

10.2 . Ba da n Usaha da n/at au Pela ku Usaha menyampaika n 

k esia pa n bar ang untuk dilakukan pemeriksaan fisik m ela lui 

Sistem INSW. 
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10.3. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan packing 

list, hasil cetak PPKEK, dan/ atau invoice kepada Pejabat 

pemeriksa barang. 

10.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, 

mengambil contoh barang jika diminta, menuangkan hasil 

pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, dan merekam 

hasil pemeriksaan fisik pada dan mengunggah foto 

pemeriksaan barang pada SKP. 

10.5. Terhadap barang yang dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat 

pemeriksa barang melakukan pengawasan ·pemuatan barang 

(stuffing) dan melakukan pelekatan tanda pengaman. 

11. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 10 sesuai, SKP menerbitkan SPPB serta menyampaikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem INSW. 

12. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 10 tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 

penelitian serta melakukan pembetulan PPKEK. 

13. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB setelah dilakukan 

pembetulan PPKEK. 

14. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 13 tidak sesuai dan terdapat indikasi tindak pidana, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen meneruskan PPKEK kepada unit pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

II. PENGELUARAN BARANG 

1. Pejabat bea cukai atau Administrator: 

1.1. mencocokkan merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis 

kemasan atau petikemas serta identitas sarana pengangkut 

dengan data yang tercantum dalam PPKEK; dan 

1.2. perekaman kegiatan pengeluaran barang yang telah 

memperoleh SPPB. 

2. Terhadap barang yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik 

berdasarkan SPPF, Pejabat bea cukai atau administrator melakukan 

pelekatan tanda pengaman serta m encantumkan nomor tanda 

pengaman sesuai Sistem INSW atau SKP. 

3. Peja bat bea cukai at au Administrator menerbitkan notifikasi 

pengeluaran barang dari KEK pada Sistem INSW atau SKP. 
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C. Pengeluaran Barang dari KEK ke TLDDP 

I. PENDAFTARAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengisi PPKEK secara 

lengkap pada Sistem INSW, berdasarkan pada data dan informasi 

dari Dokumen Pelengkap Pabean. 

2 . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengirimkan data PPKEK 

dengan memilih tombol "submit" pada Sistem INSW. 

3. Si stem INSW menerima data PPKEK yang disampaikan oleh Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan melakukan penelitian 

pemblokiran: 

3.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha diblokir, Sistem INSW 

menerbitkan respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha tidak diblokir, Sistem INSW 

melakukan proses penelitian PPKEK lebih lanjut. 

4. Sistem INSW melakukan penelitian data PPKEK, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PPKEK; 

b. nomor pengajuan tidak berulang; 

c . kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM; 

d. pos tarif tercantum dalam BTKI; dan 

e. surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 

barang memerlukan izin. 

5. Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan tidak sesuai: 

5.1. Sistem INSW mengirim respon penolakan berupa notifikasi 

pemberitahuan penolakan. 

5.2. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tujuan 

pemasukan menerima respon penolakan dan melakukan 

perbaikan data PPKEK sesuai respon · penolakan dan 

mengirimkan kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

6. Dalam hal hasil penelitian terhadap data PPKEK sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 kedapatan sesuai, Sistem INSW 

menerbitkan nomor dan tanggal pengajuan PPKEK serta 

meneruskan PPKEK ke SKP. 
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7 . SKP melakukan penelitian kewajiban pembayaran bea masuk dan 

PDRI. 

8. Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea masuk dan PDRI, 

SKP menerbitkan kode billing serta menyampaikan kode billing 

tersebut kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui 

Sistem INSW. 

9. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembayaran 

sesuai kode billing yang diterima. 

10. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal pengajuan PPKEK 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha belum melakukan 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka 

impor, dalam hal PPKEK mewajibkan pembayaran, SKP: 

10.1 Me~erbitkan respon penolakan. 

10.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan perbaikan 

data PPKEK sesuai respon penolakan dan mengirimkan 

kembali data PPKEK yang telah diperbaiki. 

11. Dalam hal pembayaran telah dilakukan atau tidak terdapat 

kewajiban membayar bea m asuk dan PDRI, SKP menerbitkan nomor 

clan tanggal pendaftaran PPKEK. 

12 . Dalam hal Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha akan 

menggunakan fasilitas Tarif preferensi pada saat pengeluaran 

barang ke TLDDP, maka Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

menyerahkan asli Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) ke 

Kantor Pengawasan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan 

Nomor dan Tanggal PPKEK. 

13. Petugas penerima dokumen menerima Surat . Keterangan Asal 

(Certificate of Origin) dan hasil cetak PPKEK beserta dokumen 

pelengkap pabean dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usah a , 

memberikan tanda terima kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha. 

14. Petugas penerima dokumen meneruskan asli Surat Keterangan Asal 

(Certificate of Origin) kepada Pejabat yan g melakukan penelitian 

dokumen. 

15. Pejabat yang m ela kukan penelitian dokumen melakukan penelitian 

asli Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) sesua i dengan 

ketentuan perundang-undangan. 



- 153 -

16. Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin): 

a. dapat diterima, Pejabat yang melakukan penelitian dokumen 

memberikan catatan pada dokumen PPKEK dan Sistem INSW 

yang menerangkan bahwa asli Surat Keterangan Asal ( Certificate 

of Origin) memenuhi ketentuan untuk dipergunakan pemberian 

tarif preferensi pada dokumen PPKEK yang bersangkutan; 

b. tidak dapat diterima, Pejabat yang melakukan penelitian 

dokumen memberikan catatan pada dokumen PPKEK dan 

Sistem INSW yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Asal 

(Certificate of Origin) tidak memenuhi ketentuan untuk 

dipergunakan pemberian tarif preferensi pada dokumen PPKEK 

yang bersangkutan, serta menyampaikan informasi kepada 

Bad an U saha dan / a tau Pelaku U saha; atau 

c. memerlukan konfirmasi ke penerbit Surat Keterangan Asal 

(retroactive check), Pejabat yang melakukan penelitian dokumen 

memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPKEK 

dan Sistem INSW. 

17. Dalam hal Pejabat yang melakukan penelitian dokumen telah 

menerima jawaban konfirmasi keabsahan Surat Keterangan Asal 

(retroactive check) dari Instansi Penerbit/ Issuing Authority yang 

menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) 

dimaksud sah, maka Pejabat yang melakukan penelitian dokumen 

memberikan catatan pada dokumen PPKEK dan Sistem INSW yang 

menerangkan bahwa Surat Keterangan Asal ( Certificate of Ori.gin) 

memenuhi ketentuan untuk dipergunakan pemberian tarif 

preferensi pada dokumen PPKEK yang bersangkutan. 

18. Terhadap PPKEK yang telah mendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10: 

a. dalam hal berdasarkan manajemen risiko tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, SKP menerbitkan SPPB serta menyampaikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem 

INSW; atau 

b. dalam hal berdasarkan 

pemeriksaan fisik, SKP 

Pemeriksaan Fisik (SPPF) . 

manajemen 

menerbitkan 

risiko dilakukan 

Surat Perintah 
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19. Terhadap PPKEK yang telah memperoleh SPPB sebagaimana 

dimaksud pada angka 11 huruf a, Badan Usaha dan/atau Pelaku 

Usaha melakukan pemuatan barang (stuffing). 

20. Terhadap PPKEK yang diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) sebagaimana dimaksud pada angka 11 hutuf b: 

20.1 SKP menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik 

(SPPF) kepada Pejabat pemeriksa barang. 

20.2 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan 

kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui 

Sistem INSW. 

20.3 Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan packing 

list, hasil cetak PPKEK, dan/ atau invoice kepada Pejabat 

pemeriksa barang. 

20.4 Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, 

mengambil contoh barang jika diminta, menuangkan hasil 

pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, dan merekam 

hasil pemeriksaan fisik pada dan mengunggah foto 

pemeriksaan barang pada SKP. 

20.5 Terhadap barang yang dilakukan pemeriksaan fisik , Pejaba t 

pemeriksa barang melakukan pengawasan pemuatan barang 

(stuffing). 

21. Berdasarkan hasil pemeriksa an fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 20, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan 

terhadap tarif dan nilai pabean dalam j angka waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima laporan hasil 

pemeriksaan. 

22. Dalam hal penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud 

pada angka 21 tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea 

masuk, cukai, dan/ atau PDRI, Pejabat Pemeriksa Dokumen 

menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Bara,ng (SPPB) . 

23. Dalam hal penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 1 mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau PDRI, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Peja ba t. 

24. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembayaran bea 

masuk dan PDRI sesuai Surat Penetapan Peja bat sebagaimana 

dimaksud pada angka 23. 
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25. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB setelah: 

a. dilakukan pembetulan PPKEK; dan/ atau 

b. dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi. 

26. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada 

angka 20 tidak sesuai dan terdapat indikasi tindak pidana, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen meneruskan PPKEK kepada unit pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

II. PENGELUARAN BARANG 

1. Pejabat bea cukai atau Administrator: 

1.1. mencocokkan merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis 

kemasan atau petikemas serta identitas sarana pengangkut 

dengan data yang tercantum dalam PPKEK;· dan 

1.2. perekaman kegiatan pengeluaran barang yang telah 

memperoleh SPPB. 

2 . Pejabat bea cukai atau Administrator menerbitkan notifikasi 

pengeluaran barang dari KEK pada Sistem INSW atau SKP. 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAJ NOMOR PER-2/BC/202 1 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KA WASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAYANAN PPKEK OLEH 
VENDOR 

KOP SURAT 
... ....... .. ( 1) ............. . . 

... .. .. .. (2) ..... ..... . Tanggal ... ... .. . .. (3) .. .... .... . 

. .. .. .. .. (4) ... .. .. ... . 

... ... . .. (5) ... .. ... .. . 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal Persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor a .n . 
PT ........ ... . (6) .... . ... .. .... . 

Yth. Pimpinan PT ........ (7) . .. ... ... .. . 
..... ..... ... .. (8) .. ........ .. ..... ... . 

Sehubunga n dengan surat p ermohon an Saudara Nomor .. .. ... (9) .. .... .. 
hal .. .. .. ..... (10), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perusahaan a .n. PT .. ...... . (11)... ... ... .. ... dengan NIB 

... ..... .... (1 2).. .. .. .. . . diberikan persetujuan untuk dapat m enyampaikan 
PPKEK atas nama Ba dan Usaha d an/atau Pelaku Usaha sebagai berikut: 

'Berlaku 
No Nama No. dan Tgl. Alamat Sampai 

Skep Dengan 
Tanggal 

.. .. . (13) . ... ..... . .. . (14) .. ....... . ...... (15) .. . .. . . .... . (16) ... 
. ... 

2. Saudara agar mematuhi ketentuan yan g berlaku sesuai Peraturan Direktur 
J enderal Bea dan Cukai N omor ... ... ..... ( 1 7) ........... .. . . 

3. . . .. . . ... .. .. . . (18) ... .. . ... ... .. ... . 
4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. Demikian disampaikan 

untuk dimaklumi. 

Kepala Kan tor 
.. ... . (1 9) ..... . . 

NIP ... (20) ... . 

Tembusan : 1. .. (2 1) .. . 
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TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PELAYANAN PPKEK OLEH 
VENDOR 

No. Diisi dengan 

(1) Kop Surat Kantor Pabean atau Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan 

surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(2) Nomor surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(3) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) surat persetujuan pelayanan 

PPKEK oleh Vendor. 

(4) Biasa, segera atau sangat segera. 

(5) Jumlah lampiran surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(6) Nama Vendor penerima surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(7) Nama Vendor penerima surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(8) Alamat Vendor penerima surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(9) Nomor surat permohonan persetujuan pelayanan PPKEK oleh perusahaan 

Vendor yang disampaikan oleh Vendor. 

(10) Perihal surat permohonan persetujuan pelayanan PPKEK oleh perusahaan 

Vendor yang disampaikan oleh Vendor. 

(11) Nama Vendor penerima surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(12) NIB Vendor penerima surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(13) Nama Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang BC PPKEK-nya 

disampaikan oleh Vendor. 

(14) Nomor dan tanggal keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut 

PDRI yang disampaikan oleh PJT. 

(15) Alamat Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang PPKEK-nya 

disampaikan oleh Vendor. 

(16) Masa berlaku Izin Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang PPKEK- nya 

disampaikan oleh Vendor. 

(17) Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai penyampaian 

PPKEK oleh Vendor. 

(18) Hal lain yang perlu dinyatakan dalam surat persetujuan pelayanan PPKEK 

oleh Vendor. 

( 19) Nama kepala Kantor Pabean atau Kantor Pelayanan Utama yang 

menerbitkan surat persetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(20) NIP kepala Kantor Pabean atau Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan 

su rat p ersetujuan pelayanan PPKEK oleh Vendor. 

(2 1) Tujuan tembusan surat persetujuan p elayanan PPKEK oleh Vendor 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT LAPORAN PERPINDAHAN BARANG 

Laporan Perpindahan Barang 

HEADER 

NO MOR LAPORAN: ...... ............................... .. ... .......... .... . 

A. KANTOR PABEAN : .................................. . 

D. DATA PEMBERITAHUAN 

BADAN USAHA / PELAKU USAHA ASAL BARANG 

l.NPWP 

2. Nama 

3.Alamat 

4 . No. izin 

DOKUMENPELENGKAPPABEAN 

9. Invoice : .... . ....... ... ............. tgl .......... . 

10. Packing List : .................... ........ tgl ......... . 

11. Kontrak : ..... .. ....... .............. tgl .... ... ... . 

RIWAYAT BARANG 

15 Nomor clan tanggal clokumen pemasukan 
Asal : 
DATA PERDAGANGAN 

Halaman I clai·i 

B . TUJUAN PENGIRIMAN : ............................. .. .... .. 
C. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 

Nomor Pendaftaran 
Tanggal 

BADAN USAHA / PELAKU USAHA TUJUAN BARANG 

5. NPWP 

6. Nama 

7. Alamat 

8. No. izin 

12. Surat Jalan : .................. .. ........ tgl .......... . 

13. Surat Keputusan/Persetujuan : 

. .... . .. ... .. . ...... .... .. . ............................................ tgl .......... . 

14. Lainnya : 

16. Jenis Valuta Asing : ...... .... ....... .. ... ............................ .. ..... ...... .... 18. Harga Penyerahan : 

17. CIF ................................ .. ... .. .. ...... . 

DATA PENGANGKUTAN 

19. Jenis Sarana Pengangkut Darat 20. No Polisi 

DATA PETI KEMAS DAN PENGEMAS 

21. Merek dan No. Kemasan / Peti Kemas danjumlah petikemas22. Jumlah danjenis Kemasan 

DATABARANG 

23. Volume (m 3) : ................................... . 24. Berat Kotor (Kg) : ........................ 25. Berat Bersih (Kg) : 

26. 30. 

No Pos ta1if/HS, uraian jumlah da.11 jenis bru·ang secara 
lengkap, kocle ba.rang, merk, tipe, ukuran clan 
spesifikasi lain. 

E. TANDA TANGAN BADAN USAHA / PELAKU USAHA 

27. 

- Jumlah dan Jenis 

- Bernt Bersih (Kg) 

- Volume (1113) 

Dengan ini sava menvatakan bertanggum1: iawab atas kebenaran h.al-hal 
yang diberitahukan dalam laporan ini. 

··· ········ ······ ··············· Te:l. .......... . ... ........ ... .. . .. .. . ... .... . 
( ......................... .... .................... ) 

28. 

- Nilai CIF 

- Harga Penyerahan 
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LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG 

HEADER 

Halaman 1 clari 
..... . .... 

NOMOR LAPORAN : ... .. ... . ................................. ......... . ..... .. 

A. KANTOR PABEAN : . .......................... .... ... . .. .. ..... ...... ..... ... .. . . B . TUJUAN PENGIRIMAN : 
.................................................... 

C. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 
Nomor 
Penclaftaran : 
Tanggal 

29. 30. 31. 32. 

No Pos tariff HS. uraian jumlah clan jenis barang secara lengkap, - Jumlah clan Jenis - Nilai CIF 

kode barang, merk, tipe, ukuran clan spesifikasi lain. - Berat Bersih (Kg) - Harga Penyerahan 

- Volume (1113) 

C. TANDA TANGAN BADAN USAHA / PELAKU USAHA 

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas 
kebenaran hal-hal yang cliberitahukan dalam laporan ini. 

. ......... . .. ......... . .... . .. .. Tgl. ...... ... . ....... . ................. .... .. 

( ......... .......... .............. .. .... .... ..... . ) 
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LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN 

HEADER 

NO MOR PENGAJUAN : ..... ........ ...... ......... ............. ............. . 

A. KANTOR PABEAN : ......... .. ........... .............. ...... ...... ...... .. 

No JENIS 
DOKUMEN 

B. TUJUAN PENGIRIMAN : 

C. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 
Nomor Penclaftaran 
: Tanggal 

NOMO 
R 

D. TANDA TANGAN PENGUSAHA BADAN USAHA / PELAKU USAHA 

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab kebenaran hal-hal yang 
cliberitahukan clalam laporan ini. 
·········· ······················ Tgl. ......................... ...... ......... . 

( ......................................... ........ ) 

Halaman 1 clari 

TANGGAL 
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LEMBAR LAMPIRAN 
DATA BARANG DAN/ATAU BAHAN ASAL LUAR DAERAH PABEAN 

UNTUK DIANGKUT ANTAR SADAN USAHA / PELAKU USAHA DALAM SATU KEK 

Kantor Pabean 

Nomor Pengajuan: 

Nomor Pendaftaran 

No. 
Urut 
Baran 
g 

- Kode Kantor 
- No/Tgl Daftar 

PPKEK/Pemb 
eritahuan 
Pabean 

2 

No.Ur 
u t-
Dalam 
PPKEK/Pe 
mberitahu 
an Pabean 

3 

I 

Tanggal: 

- Pos tariff HS, uraian 
jumlah clan jenis 
barang secara lengkap, 
kocle barang merk, 
tipe, ukuran, clan 
spesifikasi lain 

- Periiinan/Fasilitas 
4 

C. PENGESAHAN BADAN USAHA / PELAKU USAHA 

I 

- Jumlah 
- Satuan 

5 

Halaman ... dari ... 

Nilai 
- CIF 
- Harga 

penyerahan 
(Rp) 

6 

Nilai (Rp) 
BM ,BMT. Cukai. PPN, 
PPnBM, 
PPh22 

7 

Dengan ini saya menyatakan berta nggung jawab atas kebenaran hal-hal yang cliberitahukan ctala m laporan ini cla n keabsahan 
dokumen pelengkap pal.lean yan g menjacli dasar p embuatru.1 clokumen ini. 

Tempat, Tanggal : 

Nama Lengkap : 

Jabatan : 

Tanda Tangan clan S tempel Perusahaau : 
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LEMBAR LAMPIRAN DATA BARANG DAN/ ATAU BAHAN ASAL TLDDP UNTUK 
DIANGKUT ANTAR BADAN USAHA / PELAKU USAHA DALAM SATU KEK 

Kantor Pabean 

Nomor Pengajuan: 

Nomor Pendaftaran 

No. 
Urut 
Baran 
g 

- Kocle Kantor 
- No/Tgl Daftar 

PPKEK/ 
Pemberitalma 
n Pabean 

2 

No.Ur 
ut 
Dalam 
PPKEK/ 
Pemberita 
huan 
Pabean 

3 

I 

Tanggal : 

- Pos tariff HS, uraian 
jumlah clan jenis 
barang secara lengkap, 
kode barang merk, 
tipe, ukuran, dan 
spesifikasi lain 

- Perijinan/ Fasilitas 
4 

C. PENGESAHAN BADAN USAHA / PELAKU USAHA 

-Jumlah 
-Satuan 

5 

Nilai (Rp) 
- Harga 

Peroleh 
an· 

- Harga 
penyerah 
an 

6 

Halaman ... dari .. . 

Nilai PPN 
(Rp) 

7 

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenara n hal-ha l yang diberitabu\{an cla lam laporan ini clan keabsahan 
dokumen pelengkap pabf;'an yang menjacli clasar pembuatan dokumen ini. 

Tempa t, Tanggal : 

Nama Lengkap : 

Jabatan 

Ta ncla Tangan dan Stempel Pernsa haan : 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, _DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

TATA CARA PEMBETULAN PPKEK 

PENYAMPAIAN PEMBETULAN PPKEK MELALUI SISTEM INSW 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan permohonan 

pembetulan PPKEK melalui Sistem INSW. 

2. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atau Pejabat yang ditunjuk 

melakukan penelitian terhadap permohonan pembetulan PPKEK. 

3. Dalam hal permohonan pembetulan PPKEK ditolak, Kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi KEK atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan penolakan 

melalui Sistem INSW dan/atau SKP. 

4 . Dalam hal permohonan pembetulan PPKEK disetuju.i, Kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi KEK atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan 

persetujuan pembetulan PPKEK melalui Sistem INSW dan/ a tau SKP. 

5. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atau Pejabat yang ditunjuk 

memberikan akses terhadap elemen data yang disetujui untuk dilakukan 

pembetulan. 

6 . Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan pembetulan PPKEK 

sesuai persetujuan pembetulan PPKEK. 
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBATALAN PPKEK 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH DJBC .......... (l) ........ .. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI.. ........ (2) ....... . .. 

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBATALAN PPKEK 
Nomor: .... .. .. . (3) . .... ... ... Tanggal ..... (4) ...... :. 

Nomor Pengajuan : ....... (5) .. .... .. . .. 

Nomor Pendaftaran PPKEK : .. . .. .. (6) .. ........ . 

Kepada: 

Badan Usaha dan/atau Pelaku 
Usaha NPWP 
......... ... . ... (7) ..... .. . .. ...... . 
Nama : ................ (8) .... . ........... . 
Alamat ... .. ....... ... . (9) ....... ..... .... . 

Tanggal : .... (5) ..... . 
Tanggal : .... (6) .... . 

Data PPKEK setuju/tidak setuju *) untuk dibatalkan. 
Alasan**) : .............. ....... (10) .............. ... ... . . . 

*) coret yang tidak perlu 

**) apabila tidak setuju 

. .... (11) ...... ...... tanggal ... (12) .. . 
Kepala Kantor 

Tanda tangan : ..... (13) .... . 
Nama 

: ..... (14) ..... 
NIP : ..... (15) .. ... 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBATALAN 
PPKEK 

No. Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau 

nama Kantor Pelayanan Utama tempat Surat Persetujuan/Penolakan 

Pembatalan PPKEK diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat Surat Persetujuan/Penolakan Pembatalan 

PPKEK. 

(3) Nomor Surat Persetujuan/Penolakan Pembatalan PPKEK. 

(4) Tanggal Surat Persetujuan/Penolakan Pembatalan PPKEK. 

(5) Nomor dan tanggal pengajuan PPKEK yang dibatalkan. 

(6) Nomor dan tanggal pendaftaran PPKEK yang dibatalkan. 

(7) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan pembatalan PPKEK. 

(8) NPWP Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan pem batalan PPKEK. 

(9) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan pembatalan PPKEK. 

(10) Alamat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan pembatalan PPKEK. 

(11) Alasan persetujuan/penolaka n pembatalan PPKEK. 

(12) Nama atau kota/daerah tempat diterbitkannya surat 

Persetujuan/Penolakan pembatalan PPKEK. 

(13) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) Surat Persetujuan Kepala Kantor 

ata s pembatalan PPKEK. 

(14) Tanda tangan Kepala Kantor. 

(15) Nama Kepala Kantor. 

(16) NIP Kepala Kantor. 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KA WASAN 
EKONOMIKHUSUS 

TATA CARA PEMBATALAN PPKEK 

1. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha menyampaikan permohonan 

pembatalan PPKEK dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti 

pendukungnya kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melalui 

Sistem INSW. 

2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian 

terhadap kelengkapan permohonan pembatalan PPKEK. 

2.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak lengkap, Pejabat 

penerima dokumen mengembalikan berkas kepada Badan U saha 

dan/atau Pelaku Usaha. 

2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah lengkap, Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan perielitian lebih lanjut. 

3. Dalam hal permohonan pembatalan PPKEK ditolak, Kepala Kantor Pabean 

atau Pejabat yang ditunjuk: 

3.1. menerbitkan respon surat penolakan pembatalan PPKEK melalui 

Sistem INSW dan/atau SKP. 

3.2. Menyampaikan surat penolakan pembatalan PPKEK kepada Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha melalui Pejabat penerima dokumen. 

4. Dalam hal permohonan pembatalan PPKEK disetujui, Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk: 

4.1. melakukan pembatalan PPKEK melalui Sistem INSW dan/ atau SKP. 

4.2. menerbitkan respon surat persetujuan pembatalat;1 PPKEK melalui 

Sistem INSW dan/atau SKP. 

4.3. Menyampaikan persetujuan pembatalan PPKEK kepada Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha melalui Sistem INSW dan/atau SKP. 
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KA WASAN 
EKONOMIKHUSUS 

CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDIRI 

KOPSURAT 

Tanggal .. ... ... .. .. .. .... ..... . Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Mandiri 

Yth .. ........... ........... ......................... (Nama Kawasan Ekonomi Khusus) 

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor .. ... /PMK.10/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeana, dan 
Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-... /BC/2020 tentang Tata Laksana Pemasukan, Pergerakan, Pengeluaran 
Barang di Kawasan Ekonomi Khusus serta berdasarkan penilaian kami, bersama ini 
kami sampaikan bahwa perusahaan Kawasan Berikat Saudara dengan identitas 
sebagai beriku t : 

a. Nama 
b. Ala.mat 
c. NPWP 
d . Nomor Keputusan Penetapan Kawasan Pabean: 
e. Administrator yang ditunjuk (Liaison Officer) : 

--telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 
Mandiri--

Atas penetapan tersebut, Saudara diwajibkan untuk : 
1. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiata.11 pelayanan mandiri melalui SKP; 
2. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh kami berupa : .............. (diisi sesuai kebijakan 

Kepala Kantor Pabean) 

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dan berlaku seterusnya sampai dengan dicabut. 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

Kepala Kantor 

(nama jelas) 

Tembusan: 
1. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC ....... .. . 



No. Nwna 
,v, 

1. NPP 

2. NPPD 

3. SPPB 

4. SPB 

5. SPPF 

6. BAP 

7. LHP 

8. SPPD 

9. NPE 

10. Persetujuan 
Pembetulan 

11. Tanda Terima 
Penyerahan 
Kelengkapan 
Dokumen 
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN, 
PERGERAKAN, DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN 
EKONOMIKHUSUS 

BENTUK-BENTUK FORMULIR 

Jt, ~~~ 
- - ---:;: 

. . ,- ' :.,.r,::. I 

Formulir Nota Pemberitahuan Penolakan 

Formulir Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen 

Formulir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

Formulir Surat Pemasukan Barang 

Formulir Surat Perintah Pemeriksaan Fisik 

Formulir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang 

Formulir Hasil Pemeriksaan Fisik Barang 

Formulir Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen 

Formulir Nota Pelayanan Ekspor 

Formulir Surat Persetujuan Pembetulan PPKEK 

Formulir Tanda Terima Penyerahan 
Kelengkapan Dokumen 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC ... .. ...... . ... . (l) .... .. ..... .... .. .. . . KANTOR PENGAWASAN 
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

. . .. ... .. .. .... (2) . .. . . .... ... .. . . 

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP) 

Nomor Pengajuan 
Waktu Respon 

..... . ...... .... (3) . .. .. .... ........... . 

. . .. . .. . .. . ... .. (4) . .. . ... .... ..... . .. . . 

Kepada : 
Badan Usa ha/Pelaku Usaha 

NPWP : ..... .. .. .... ... (5) .. ......... . ... ... . . . 

Nama : ........ .. .... .. (6) ... .. .. . .. ... ... .. .. . 

Alam at : .... ..... .. .... . (7) .. ... .... .... . .... .. . 

PPJK 
NPWP : . .. .. ..... ...... (8) .... ........ .. ..... . . 

Nama : ... ..... . ... .. .. (9) . . .. . .... .. . ... .. ... . 

Alamat: .. ...... .. ... ... (10) .. ... ... .. . .... . .. .. . 

PPKEK yang Sauda ra sampaika n tidak mem enuhi syara t untuk diproses lebih 
lanjut. Agar dilakukan p eruba han sebagai berikut : 
1 ........ (11) ..... .. . 

2. 

3 .. ..... . d st ...... . . 

. ... .... (1 2) .. ...... tanggal 

.... .. (1 3) ... ... . 

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak mem erlukan n a m a , 

t anda tangan Pej abat dan cap dina s 



- 170 -

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 

Kantor Pelayanan Utama tempat NPP diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat NPP diterbitkan. 

(3) Nomor pengajuan dokumen PPKEK. 

(4) Tanggal dan jam respon oleh SISTEM INSW terhadap pengajuan dokumen 

PPKEK. 

(5) NPWP Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(6) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(7) Alamat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(8) NPWP PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(9) Nama PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(10) Alamat PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(11) Perubahan-perubahan yang harus dilakukan. 

(12) Kota Kantor Pabean tempat NPP diterbitkan. 

(13) Tanggal NPP diterbitkan . 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC .............. (1) ........ ... .... .. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ............ (2) ... ...... . 

NOTA PEMBERITAHUAN 

PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD) 

Nomor Pengajuan: .............. ........ (3) 

Kepada: 
Badan U saha/ Pelaku U saha 

NPWP : ... ............. (4) .................... . 
Nama : ..... ...... ... ... (5) .... .. .............. . 

Alamat : ................ (6) .. .. . .... .... .. .. .. . . 

PPJK 
NPWP : ................ (7) .............. ..... . . 
Nama : ................ (8) .................... . 
Alamat : .. .. ....... .. . .. (9) ................. ... . 

Terhadap PPKEK yang Saudara sampaikan agar dilengkapi dengan dokumen 
sebagai berikut: 
1 ............ ..... (10) ... ................. . 
2 . ....... ... .... .. . ........ ...... ... .. .. . . . 
3 ............. .... dst .... .... ..... ... .... . 

. .. .. . ... ( 11) ........... tanggal 

...... (12) .... .. 

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan 

nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas 
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PETUNJUK PENGISIAN NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARA.TAN DOKUMEN 

(NPPD) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 

Kantor Pelayanan Utama tempat NPPD diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat NPPD diterbitkan. 

(3) Nomor pengajuan sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 

(4) NPWP Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(5) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(6) Alamat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang m erigajukan 

dokumen PPKEK. 

(7) NPWP PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(8) Nama PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(9) Alamat PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(10) Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 

(11) Kota Kantor Pabean tempat NPPD diterbitkan. 

(12) Tanggal NPP diterbitkan. 



- 173 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC ........... (1) .. .......... . 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... . (2) ... ........ . 

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB) 
Nomor: .... ..... (3) ......... Tanggal ......... (4) ... ..... . 

Lem bar ke ......... (5a) .... ..... clari .... .. ... (5b) ....... . 
1. DOKUMEN PPKEK 

N omor Pengajuan 
No. clan Tgl. Penclaftaran 
Kantor Pabean Bongkar 
Kantor Pabean Pengawas 

2. PENGIRIM BARANG 
a. NPWP 
b. Nama 
c . Alamat 

3 . PENERIMA BARANG 
a. NPWP 
b. Nama 
c. Alamat 

4. STATUS JALUR (16) 
5. JUMLAH /JENIS KEMASAN 
6. PETIKEMAS 

a . Merek dan Nomor 
b.Ukuran 

7. BERAT TOTAL 
8. NOMOR/TGL. BL/ AWB 
9. IDENTITAS SARANA PENGANGKUT 
10. NOMOR/TGL. BC 1.1/POS 
Catatan: 
1. Nomor Tancla pengaman: .... (27) ... . 
2. Jenis Tanda pengaman : .... (28) ... . 
3. Nomor Polisi : .... (29) ... . 
4. Lainnya : .... (30) .. . . 

CATATAN PENGELUARAN BARANG 
Tanda pengaman/ Kemasan/ Petikemas 
osesuai Oidak Sesuai/Rusak (31) 

Selesai Keluar tgl: .... (32} .... Pukul .... (33) 
Pejabat Dinas Luar 

(ttcl) 

......... (34) .. ..... .. 

Catatan Pengeluaran 

.... ..... (35) ········· 

: ......... (6) ........ . 

: ....... .. (7) ........ . 

: . ........ (8) ........ . 

: ...... ... (9) .. ...... . 

: .... ..... (10) ····· ···· 
: .. .. ... .. ( 11) ........ . 
: ......... (12) ....... . . 

: ......... (13) .... .... . 
: ..... .. .. (14) .... .... . 
: .... ..... (15) .. .... .. . 
: 1. MERAH 2. KUNING 3. HIJAU 
: ... . (17a) .. .. / .... (17b) .... 

: ...... ... (18) ........ . 
: ......... (19) ......... Feet 
: ......... (20) .. ....... Kg 
: .... ... .. (21) ......... / .... .. ... (22} ....... .. 
: ......... (23) ........ . 
: .... (24) .... / ... . (25) .... / ... . (26) ... . 

CATATAN PEMASUKAN BARANG 
Tanda pengaman/ Kemasan/ 
Petikemas 
osesuai Oidak Sesuai /Rusak 
(36) 

Selesai Masuk tgl: ... . (37) .... Pukul .... 
(38) 
Pejabat Dinas Luar 

(ttd) 

..... .. .. (39) ........ . 
Catatan Pemasuka n 

··· ··· ··· (40) .. .... .. . 

(Dalam h a l menggunakan s1stem PDE, Formulir m1 clicetak secara otomatis oleh 

komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat clan cap dinas) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMASUKAN ATAU 

PENGELUARAN BARANG (SPPB) 

No Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 

Kantor Pelayanan Utama tempat SPPB diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat SPPB diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPPB. 

(Sa) Urutan lembar. 

(Sb) Total lembar. 

(6) Nomor pengajuan sesuai yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(7) Nomor dan tanggal pendaftaran sesuai yang tercantum dalam Dokumen 

PPKEK. 

(8) Kantor Pabean pelabuhan bongkar, diisi dalam hal pengeluaran barang 

dari TPS. 

(9) Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat. 

(10) NPWP Pengirim Barang. 

(11) Nama Pengirim Barang. 

(12) Alamat Pengirim Barang. 

(13) NPWP Penerima Barang. 

(14) Nama Penerima Barang. 

( 15) Alamat Penerima Barang. 

(16) Memberi tanda silang pada angka di depanjenis penjaluran layanan yang 

ditetapkan, diisi dalam hal sudah ditetapkan jalur pelayanan. 

( 1 7 a) Jumlah kemasan yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(17b) Jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang. 

( 18) Merek dan nomor peti kemas yang digunakan untuk mengemas barang, 

diisi dalam hal menggunakan peti kemas. 

(19) Ukuran peti kemas yang digunakan untuk mengemas barang impor, 

misalnya 20' atau 40', diisi dalam hal menggunakan peti kemas. 

(20) Berat total sesuai yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(2 1) Nomor B/ L a tau A WB, diisi dalam hal pengeluaran barang dari TPS. 

(22) Tanggal Bl L atau A WB, diisi dalam h al pengeluaran bar~ng dari TPS. 

(23) J enis sarana pengangkut. 
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(24) Nomor BC 1.1, diisi dalam hal pengeluaran barang dari TPS. 

(25) Tanggal BC 1.1, diisi dalam hal pengeluaran barang dari TPS. 

(26) Pos BC 1.1, diisi dalam hal pengeluaran barang dari TPS. 

(27) Nomor tanda pengaman, diisi dalam hal menggunakan tanda pengaman. 

(28) Jenis tanda pengaman, diisi dalam hal menggunakan tanda pengaman. 

(29) Nomor polisi kendaraan pengangkut. 

(30) Lainnya. 

(31) Memberi tanda pada salah satu kotak tersedia, yaitu Sesuai atau Tidak 

Sesuai/Rusak, dengan melihat kondisi tanda pengaman/kemasan/ 

petikemas pada saat barang keluar dari Kawasan Pabean/ KEK. 

(32) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang impor 

dari kawasan pabean/ KEK. 

(33) Waktu (hh:mm) dikeluarkannya barang impor dari kawasan pabean/KEK 

sesuai zona waktu daerah setempat. 

(34) Nama Petugas BC yang mengawasi pengeluaran barang. 

(35) Catatan pengeluaran jika ada. 

(36) Memberi tanda pada salah satu kotak tersedia, yaitu Sesuai atau Tidak 

Sesuai/Rusak, dengan melihat kondisi tanda pengaman/kemasan/ 

petikemas pada saat barang masuk ke KEK. 

(37) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pemasukan barang impor ke 

KEK. 

(38) Waktu (hh:mm) pemasukan barang impor ke KEK sesuai zona waktu 

daerah setempat. 

(39) Nama Petugas BC yang mengawasi pemasukan barang. 

(40) Catatan pemasukan jika ada. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH DJBC ................... ..... ( 1) 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... ............. .. ..... (2) 

1. Dokumen PPKEK 
Nomor Pengajuan 
N omor Pendaftaran 

SURAT PEMASUKAN BARANG (SPB) 
Nomor : ..... ........ (3) Tanggal ... ..... .. ..... .. . (4) 

Lembar ke ......... (5) dari ......... (6) 

: .. ...... ........ ... (7) Tgl : .. ... .. (8) 
: .. . .. ... .......... . (9) Tgl : ........ (10) 

2. BADAN USAHA/PELAKU USAHA KEK 
a.NPWP : .. .... .... ..... (11) 
b .Nama : .. .... ... .... .. (12) 
c.Alamat : ....... ... ..... (13) 

3. PENGIRIM BARANG 
a.NPWP 
b .Nama 
c.Alamat 

4. STATUS JALUR 
5. KEMASAN 

a. Jumlah/Jenis 
Kemasan 

b. Merk Kemasan 
c. Berat 
d. Nomor Peti Kemas 

.............. ( 14) 
.............. (15) 
... ... ........ (16) 

: 1. MERAH 2. HIJAU *) 

: ..... ... ... ...... ( 17) 

: ................. ( 18) 
: ................. (19) 
: ............ ..... (20) 

Kg 

Pejabat yang m engawasi barang barang 

Tandatangan 
Nama 
NIP 

: ... ... ........ .. ... . ....... (22) 
: .... ....................... (23) 
: .......... .. ..... ... .. ... .. (24) 

(Dalam hal menggunakan sistem PDE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh 
komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMASUKAN BARANG (SPPB) 

No Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 
Kantor Pelayanan Utama tempat SPB diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat SPB diterbitkan. 

(3) Nomor SPB. 

(4) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPB. 

(5) Urutan lembar. 

(6) Total lembar. 

(7) Nomor pengajuan Dokumen PPKEK sesua1 yang tercantum dalam 
Dokumen PPKEK. 

(8) Tanggal pengajuan Dokumen PPKEK sesuai yang tercantum dalam 
Dokumen PPKEK. 

(9) Nomor pendaftaran Dokumen PPKEK sesuai yang tercantum dalam 
Dokumen PPKEK. 

( 10) Tanggal pendaftaran Dokumen PPKEK sesuai yang tercantum dalam 
Dokumen PPKEK. 

(11) NPWP Badan Usaha/Pelaku Usaha. 

(12) Nama Badan Usaha/Pelaku Usaha yang tercantum dalam Dokumen 
PPKEK. 

(13) Alamat Badan Usaha/Pelaku Usaha yang tercantum dalam Dokumen 
PPKEK. 

(14) NPWP Pengirim Barang. 

(15) Nama Pengirim Barang sesuai yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(16) Alamat Pengirim Barang sesuai yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(17) Jumlah/ Jenis kemasan yang tercantum dalam BC 4.0. 

(18) Merek kemasan yang digunakan untuk mengemas barang. 

(19) Berat total sesuai yang tercantum dalam Dokumen PPKEK. 
(20) Nomor Peti Kemas. 

(21) Diisi dengan waktu pemasukan (tanggal dan jam) serta catatan 
pemasukan lainnya yang perlu untuk disampaikan bila ada oleh Pejabat. 

(22) Tanda Tangan Pejabat yang mengawasi pemasukan barang. 

(23) Nama Pejabat yang mengawasi pemasukan barang. 

(24) NIP Pejabat yang mengawasi pemasukan barang. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

KANTOR WILAYAH DJBC ............ (1) ........... . 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... (2) ....... .. . . 

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN FISIK (SPPF) 
Nomor: ..... .. (3) ....... Tanggal ..... .. (4) ... ... . 

Menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang diberitahukan 
dengan dokumen sebagai berikut: 

Nomor /Tanggal Pendaftaran Dokumen PPKEK : ... ....... ... (5) .. .. ........ . 

Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK 
NPWP : .............. (6) ............ . 

Narna : .............. (7) ....... .... . . 

Alarnat : ... ........... (8) .. .. ........ . 

Pemeriksa Yang Ditunjuk 
Nama : ............. (9) ............ . 
NIP : .......... ... (10) ... .. ... .... . 

Jumlah Kemasan yang harus diperiksa 
Ajukan Contoh/Foto (Ya/Tidak) 
Tingkat Pemeriksaan 

: ·············· (11) ............. . 
: ........ ..... . (12) ...... ... .... . 

: ..... ...... ... (13) ............. . 

.... .. ... (14) ..... .... tanggal ...... (15) ..... . 
Pejabat Pengawas KEK 

(ttd) 

............. ( 16) ............ . 
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN FISIK BARANG (SPPF) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau 

nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPF diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat SPPF diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan SPPF. 

(4) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyy) SPPF. 

(5) Nomor dan tanggal Dokumen PPKEK yang akan dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

(6) NPWP Badan Usaha/Pelaku Usaha yang akan dilakukan pemeriksaan fisik. 

(7) Nama Badan Usaha/Pelaku Usaha yang akan dilakukan pemeriksaan fisik. 

(8) Alamat Badan Usaha/Pelaku Usaha yang akan dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

(9) Nama pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik. 

(10) NIP pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik. 

(11) Jumlah kemasan yang harus diperiksa (diisi oleh pejabat pemeriksa 

dokumen). 

(12) Diisi pilihan Ya atau Tidak (diisi oleh pejabat pengawas K;EK) . 

(13) Persentase tingkat pemeriksaan (diisi oleh pejabat pengawas KEK). 

(14) Nama atau kota/daerah tempat diterbitkannya SPPF. 

(15) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)diterbitkannya SPPF. 

(16) Nama Pejabat Pengawas KEK. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

KANTOR WILAYAH DJBC ............ (1) ......... .. . 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ .... . ....... (2) ..... .... .. . 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG 
Nomor : ... .. ..... (3) .. .. ...... Tanggal .... ... ... (3) ......... . 

Pada hari ini ...... (4) ...... tanggal .... .. (4) ...... bulan ...... (4) .... .. tahun ... .. . (4) ..... . telah dilakukan 
pemeriksaan fisik atas barang yang diberitahukan dengan dokumen sebagai berikut: 
1. Nomor PPKEK : ...... (5) .... .. Tgl : ...... (5) ..... . 
2. Lokasi Pemeriksaan: ...... (6) ...... 
3. Tgl/waktu penunjukan pemeriksa: ... (7) ... / ... (7) ... / 20 ... (7) ... 
4. W aktu pemeriksaan : 

a) jam/tgl dimulai pemeriksaan barang: ...... (8) ...... , .... / .... / 20 .... 
b) jam/tgl selesai pemeriksaan barang : ...... (9) .... .. , .... / .... / 20 .... 

5. Foto: tidak / ya* ( ... (10) ... lembar) 
6. Contoh barang 

a) j enis : . . . . . . ( 11) .... .. 
b) jumlah : ...... ( 12) ..... . 
c) diminta kembali oleh importir/kuasanya: ya/ tidak * ...... (13) ...... 

7. Kendala pemeriksaan 
a) importir /kuasanya tidak ada di tern pat pemeriksaan: 
b) barang tidak berada di tempat pemeriksaan : 
c) buruh tidak siap : 
d) peralatan tidak tersedia : (sebutkan: ......... .. ........ ) 
e) lain-lain : 
....... ..... ............................................. (14) ................................................ ..... ....... .. .. . 

8. Keterangan : 
.. ................. ... .................. ... .............. (15) ................................................................ . 

Mengetahui: 
Penyelenggara/ Pengusaha TPB Pejabat Pemeriksa Barang 

................... (16) .................. . ................... (17) .................. . 
NIP ...................................... . 

* coret yang tidak perlu 
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PETUNJUK PENGISIAN SERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK SARANG 

No Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJSC yang membawahi Kantor Pabean atau 

nama Kantor Pelayanan Utama Serita Acara Pemeriksaan Fisik Sarang 

diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Sarang 

diterbitkan. 

(3) Nomor dan tanggal Serita Acara Pemeriksaan Fisik Sarang diterbitkan. 

(4) Hari, tanggal, bulan, tahun dilakukan pemeriksaan. 

(5) Nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen PPKEK sesuai yang 

tercantum dalam Dokumen PPKEK. 

(6) Lokasi dilakukannya pemeriksaan. 

(7) Hari dan tanggal penunjukkan pemeriksaan. 

(8) Jam mulai dilakukannya pemeriksaan. 

(9) Jam selesai dilakukannya pemeriksaan. 

( 10) Foto atas barang yang diperiksa. 

(11) Jenis barang contoh yang dilampirkan apabila ada contoh yang 

diajukan. 

(12) Jumlah barang contoh yang dilampirkan apabila ada contoh yang 

diajukan. 

(13) Dicoret salah satu pilihan ya/tidak apabila penyelenggara/pengusaha 

meminta kembali atau tidak barang contoh yang diajukan pemeriksa 

barang. 

(14) Kendala yang dihadapi pemeriksa barang dalam pemeriksaan fisik 

barang. 

(15) Keterangan yang perlu ditambahkan oleh pemeriksa untuk mendukung 

hasil pemeriksaan barang. 

(16) Nama pegawai Penyelenggara/Pengusaha TPB yang menyaksikan 

pemeriksaan fisik barang. 

(17) Nama dan NIP Pemeriksa Barang. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC ... ......... (1) ...... ..... . 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .. .... ... ... (2) ........... . 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 
Nomor : .......... .. (3) .. .. ........ Tanggal : ..... . .... .. (4) ....... .... . 

Nomor Pengajuan 
N omor Pendaftaran 

: ... .... .. ... .. . (5) .. ............ . 

: .. .. ........... (7) ············ .. . 

Hari/tgl. periksa : ........... .... (9) ..... .... ..... . 

Tgl.: ......... (6) .. .... .. . 

Tgl.: ..... . ... (8) ...... .. . 

Jam mulai periksa : ...... (10) ...... Jam selesai periksa : ... ......... (11) ... ........ . 

Lokasi : ....... ... .. ... (12) .............. . 

Jumlah danjenis kemasan yang diperiksa: ... ..... ..... .. (13) .............. . 

Hasil pemeriksaan: 

J umlah dan Uraian 
Spesifikasi 

Negara 
No. 

satuan barang barang 
(merk/tipe/ 

Asal 
Keterangan 

kapasitas) 
.. (14) .. ... ... . (15) ....... .. . .. . (16) ..... .. ... (17) ..... . .. ( 18) ... . ... (19) .... 

Contoh: barang/foto *) ...... (20) ..... . 

Kesimpulan: 

1 ···,, ........ .. . (21) ... ............ . 

Pejabat pemeriksa barang 
Tanda tangan : .... ........ (22) ........... . 
Nama : ....... ... .. (23) .. .... ... .. . 
NIP : ..... . ... .. . (24) .... .... .. .. 
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

No Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau 

nama Kantor Pelayanan Utama Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan . 

(2) Nama Kantor Pabean tempat Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. 

(3) Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(4) Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(5) Nomor pengajuan Dokumen PPKEK sesuai yang tercantum dalam 

Dokuemn PPKEK. 

(6) Tanggal pengajuan Dokumen PPKEK sesuai yang tercantum dalam 

Dokuemn PPKEK. 

(7) Nomor pendaftaran PPKEK sesuai yang tercantum dalam Dokumen 

PPKEK. 

(8) Tanggal pendaftaran PPKEK sesuai yang tercantum .d alam Dokumen 

PPKEK. 

(9) Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan . 

(10) Jam mulai dilakukannya pemeriksaan. 

(11) Jam selesai dilakukannya p emeriksaa n. 

( 12) Lokasi dilakukannya pemeriksaan. 

(13) Jumlah dan jenis kemasan atas barang yang diperiksa. 

(14) Nomor urut. 

(15) Jumlah dan sa tuan barang yang diperiksa. 

(16) Uraian barang yang diperiksa. 

(17) Detail barang yang diperiksa (spesifikasi). 

(18) Negara Asal barang yang diperiksa (apabila yang diperiksa hasil 

produksi Kawasan Berikat, kolom ini tidak perlu diisi) . 

(19) Keterangan lain yang diperlukan. 

(20) Diisi ya ata u tidak serta melingkari yang dilampirkan di laporan hasil 

pemeriksaan. 

(2 1) Kesimpulan p em eriksaan . 

(22) Tanda tanganPejaba t p emeriksa baran g. 

(23) Nam a Peja bat p em eriksa baran g. 

(24) NIP Pejaba t pem eriksa b arang. 
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SURAT PERSETUJUAN PENYELESAIAN DOKUMEN 

K'.EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH DJBC ......... (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ............ (2) ... . ........ . 

SURAT PERSETUJUAN PENYELESAIAN DOKUMEN 
(SPPD) 

Nomor: .......... (3) ........ .. Tanggal ...... (4) ...... . 

Kepada: 
Badan U saha / Pelaku U saha 

NPWP : .......... (5) ....... . .. . 

Nama : .......... (6) ... ..... . . . 

Alamat .......... (7) . ..... .... . 

PPJK 
NPWP : .. ........ (8) ......... . . 

Nama : ... .... .. . (9) .......... . 

Alamat : .......... (10) .......... . 

Nomor /Tanggal PPKEK : ........ (11) ...... / ....... (12) .. ...... . 

......... ( 13). . . . . . tanggal ..... . ( 14) .. .. . . 

Pemeriksa 

Nama ....... ... (15) ....... ... . 
NIP .... ..... . (16) .......... . 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PENYELESAIAN DOKUMEN 
(SPPD) 

No Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 

Kantor Pelayanan Utama tempat SPPB diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat PPKEK diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD). 

(4) Tanggal Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD). 

(5) NPWP Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(6) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(7) Alamat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

(8) NPWP PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(9) Nama PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(10) Alamat PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam }:lal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

(11) Nomor Pendaftaran PPKEK. 

(12) Tanggal Pendaftaran PPKEK. 

(13) Tempat diterbitkannya SPPD. 

(14) Tanggal penerbitan SPPD. 

(15) Nama Petugas BC. 

(16) NIP Petugas BC. 



- 186 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ........ (1) ........ 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........ (2) ........ 

NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 
Nomor : ........ (3) ........ Tanggal : ........ (4) ........ 
Nomor Penclaftaran PPKEK : ........ (5) ........ Tanggal : ........ (5) ........ 

Lem bar kt' ..... dari .... 

1. NAMA KANTOR PABEAN PEMUATAN : ........ (7) ........ 

2. NPWP / Nama Eksportir : ........ (8) ..... .. . 

3. NPWP/ Nama PPJK ; ........ (9) ........ 

4. SARANA PENGANGKUT 
a. Nama : .. ...... (10) ........ b . Voyage/Flight/Nopol : .. ...... (11) ... ..... 

5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR : .. ...... (12) .. ...... 
6. PELABUHAN MUAT 

a. Pel abuhan Muat Asal ; ........ (13) ........ b . Pel abuhan/ Tempat Muat : ........ (141 ........ 
Ekspor 

7. BERATKOTOR : ........ (15) ........ 

8. KEMASAN 
PET! KEMAS NON PET! KEMAS 

a. Merk/ Nomor : ........ (16) ........ a. Jenis/ Merk Kemasan ........ (18) ........ 
b. Ukuran : ........ (17) ........ b. Jumlah : .. ...... (19) ........ 

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN PEMUATAN EKSPOR/ TEMPAT MUAT EKSPOR 
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Pemeriksa 
........ (20) ........ ........ (21) ........ ........ (22) ........ ........ (23) ........ . ....... (24) ... ..... . ....... (25) ........ 

C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KEK 
Merk/Nomor Peti Kemas : ........ (26) ........ Jenis Segel : ...... (3~) ...... Nomor Segel : ...... (34) 

...... 
Ukuran Peti Ken1as : ........ (27) ........ Selesai Keluar Tgl : ...... (35) ...... Pukul : ...... (36) 

...... 
J enis Segel : ........ (28) ........ Nomor Segel: ........ (29) ........ 
Petugas Pengawas Stuffing Petugas Dinas Luar 
........ (30) ........ ........ (31) ........ ........ (32) ........ . ..... .. (37) ........ .. ...... (38) .. ..... . .. ... .. . (39) .... ... . 

E. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR F. CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 
Segel C Utuh C Rusak C Tidak Sesuai ...... (40) ...... Short Shipment : ........ (48) ........ 
Mulai Masuk Tgl : ....... (41) ....... Pukul : ...... (42) ...... Selesai Muat Tgl : ........ (49) ... ..... Pukul: ........ (50) ....... . 
Selesai Masuk Tgl : ...... . (43) ....... Pukul : ...... (44) .. .... 
Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar 
........ (45) ........ ........ (46) ........ ........ (47) .... .. .. ........ (51) ........ .. .. .. .. (52) ........ .. ...... (53) ... ..... 

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL 
G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR H. CATATAN PEMERIKSAAN FISH..: BARANG 

Pejabat Pemeriksaan Dokumen Pemer iksa 
........ (54) ........ ........ (55) ........ . ....... (56) ........ ......... (57) ....... . .. ...... (58) ........ .. ...... (59) ........ 

I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KEK 
Merk/Nomor Peti Kemas : ........ (60) ..... . .. Jenis Segel : ...... (67) .... .. Nomor Segel : ..... (68) 

..... 
Ukuran Peti Kemas : ........ (61) ........ Selesai Keluar Tgl : ..... . (69) ...... Pukul : ... .. (70) 

..... 
Jen i s Segel : ........ (62) ........ Nomor Segel : ........ (63) ....... . 
Petu gas Pengawas Stuffing Petugas Dinas Luar 
........ (64) ........ .. ..... . (65) ........ . ....... (66) ....... . .. ...... (71) ........ . .. ..... (72) .... .. .. . ....... (73) ........ 

K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR L . CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 
Segel C utuh C Rusak C Tidak Sesuai ...... (74) ...... Short Shipment : ........ (82) .... .... 
Mulai Masuk Tgl : ...... .. (75) ........ Pukul : ..... (76) ..... Selesai Muat Tgl : ........ (83) ........ Pukul: ........ (84) ........ 
Sel esai Masuk Tgl : ... .... . (77) ........ Pukul : ..... (78) .. ... 
Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar 
...... .. (79) .. .... .. .... .... (80) ........ . ....... (81) ........ . ....... (85) ........ . ....... (86) ........ . ... .. .. (87) ........ 

Peruntukan: Eksportir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean 
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TATA CARA PENGISIAN NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 

NO Diisi Dengan 
(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean 

atau nama kantor pelayanan utama tempat NPE diterbitkan. 
(2) Nama kantor pabean tempat NPE diterbitkan. 
(3) Nomor Nota Pelayanan Ekspor. 
(4) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE. 
(5) Nomor Pendaftaran PPKEK, sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(6) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PPKEK, sesuai 

yang tercantum dalam PPKEK. 
(7) Nama kantor pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(8) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama eksportir sesuai yang 

tercantum dalam PPKEK. 
(9) NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 

(10) Nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(11) Nomor voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut, sesuai 

dengan voyage, flight, atau nomor polisi sarana pengangkut yang 
tercantum dalam PPKEK. 

(12) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/ mm/yyyy) perkiraan ekspor, sesuai yang 
tercantum dalam PPKEK. 

(13) Nama pelabuhan muat asal sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(14) Nama pelabuhan muat ekspor ata u t empat muat ekspor, sesuai yang 

tercantum dalam PPKEK. 
(15) Jumlah berat kotor barang ekspor, sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(16) Merek dan nomor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPKEK (satu 

NPE untuk satu peti kemas). 
( 1 7) Ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
( 18) J enis / Mer ek kemasan sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(19) Jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PPKEK. 
(20) Tanda tangan dari pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan NPE. 
(21) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (20). 
(22) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (20). 
(23) Tanda tangan pem eriksa dokumen yang melakukan pemeriksaan fisik 

barang ekspor. 
(24) Nama pemeriksa yang menandatangani butir (23). 
(25) NIP Pemeriksa yang menandatangani butir (23). 
(26) Merek dan Nomor Peti Kemas. 
(27) Ukuran peti kemas. 
(28) Jenis segel peti kemas yang digunakan. 
(29) Nomor at a s jenis segel yang digunakan. 
(3 0) Tanda tan gan petugas pen gawasan stuffin g. 
(3 1) Nam a petugas pengawasan s tuffing yang menandatangani butir (30). 
(32) NIP petugas pen gawasan stuffing yang m enanda tan gani butir (30). 

(butir (27) s.d. (32) diisi d ala m hal dilakukan pengawasan stuffing. Butir 
(26) da n (2 7) diisi d alam h al dilakukan penggatia n peti kemas). 

(33) Jenis segel p eti kemas yang digunakan. 
(34) Nomor segel peti kemas yang digunakan. 
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(35) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang ekspor 
dari KEK. 

(36) Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari KEK. 
(37) Tanda tangan petugas dinas luar di KEK. 
(38) Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (37). 
(39) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (37) . 
(40) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak, 

atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti 
kemas pada saat barang ekspor masuk ke kawasan pahean. 

(41) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukannya barang 
ekspor ke kawasan pabean. 

(42) Waktu mulai dimasukannya barang ekspor ke kawasan pabean. 
(43) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukannya barang 

ekspor ke kawasan pabean. 
(44) Waktu selesai dimasukannya barang ekspor ke kawasan pabean. 
(45) Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 
(46) Nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang 

menandatangani butir (45). 
(47) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (45). 
(48) Jumlah barang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal 

terjadi short shipment. 
(49) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang ekspor ke 

sarana pengangkut. 
(50) Waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut. 
(51) Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan 

pemuatan barang ekspor ke sarana penga ngkut. 
(52) Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 
(53) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 
(54) Tanda tangan dari pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan NPE. 
(55) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (54). 
(56) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (54). 
(57) Tanda tangan pemeriksa dokumen yang melakukan pemeriksaan fisik 

barang ekspor. 
(58) Nama pemeriksa yang menandatangani butir (57). 
(59) NIP Pemeriksa yang menandatangani butir (57). 
(60) Merek dan Nomor Peti Kema s. 
(61) Ukuran peti kemas. 
(62) Jenis segel peti kemas yang digunakan. 
(63) Nomor atas jenis segel yang digunakan. 
(64) Tanda tangan petugas pengawasan stuffing. 
(65) Nama petuga s pengawasan stuffing yang menandatangani butir (64) . 
(66) NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatan gani· butir (64). 

(butir (60) s.d. (66) diisi dalam h al dilakuka n pengawasan stuffing). 
(67) J enis segel peti kemas yang digunakan. 
(68) Nomor segel peti kemas yang digunakan. 
(69) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang ekspor 

dari KEK. 
(70) Waktu dikeluarkannya b aran g ekspor d ari KEK. 
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(71) Tanda tangan petugas dinas luar di KEK. 
(72) Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (71) . 
(73) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (71) : 
(74) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utul?-, rusak, 

atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti 
kemas pada saat barang ekspor masuk ke kawasan pabean. 

(75) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukannya barang 
ekspor ke kawasan pabean. 

(76) Waktu mulai dimasukannya barang ekspor ke kawasan pabean. 
(77) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukannya barang 

ekspor ke kawasan pabean. 
(78) Waktu selesai dimasukannya barang ekspor ke kawasan pabean. 
(79) Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 
(80) Nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang 

menandatangani butir (79). 
(81) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (79). 
(82) Jumlah barang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal 

terjadi short shipment. 
(83) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat ~arang ekspor ke 

sarana pengangkut. 
(84) Waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut. 
(85) Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan 

pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. 
(86) N ama petugas dinas luar yang m enandata ngani butir (85). 
(87) NIP petugas dinas luar yang m enandatangani butir (85). 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC ..................... (1) 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI . ......... ... ........ (2) 

SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN 
PPKEK Nomor: . ................... (3) Tanggal ... (4) 

Nomor Pengajuan .............................. (5) 

Waktu Respon .... . .. .... ..... . .... ... (6) 

Kepada .................... (7) 
Bad an U saha / Pelaku U saha 

NPWP ....... .... .. .... ..... (8) 
Nama .. ..................... (9) 
Alamat ................. ... .. (10) 

PPJK 
NPWP .......... ............ (11) 

Nama ............ ...... ..... (12) 

Alamat ..................... (13) 

Nomor/Tanggal PPKEK ...... . ............. (14) 

Data PPKEK setuju untuk dilakukan pembetulan. 

Data PPKEK yang dilakukan pembetulan .. ................ . (15) 
1 . .. ...... ................. . . 
2 . ... .......... . .... .. ...... . 
3 . .. ........... ....... ..... . . 

. .. .... . ..... ........ (16) tanggal .............. (17) 

Formuhr mi d1cetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, 

tanda tangan Pejabat dan cap dinas 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN PPKEK 

No. Diisi dengan 

(1) Nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean 

atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat Surat Persetujuan 

Pembetulan PPKEK diterbitkan. 

(2) Nama Kantor Pabean tempat Surat Persetujuan Pembetulan PPKEK 

diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan Pembetulan PPKEK. 

(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Surat 

Persetujuan Pembetulan PPKEK. 

(5) Nomor pengajuan permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(6) Waktu respon pengajuan permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(7) Nama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usah a ya ng mengajukan 

permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(8) NPWP Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang m engajukan 

permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(9) Nama Badan Usaha da n/atau Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(10) Alamat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usa ha yan g mengajukan 

permohonan persetujuan pembetulan PPKEK. 

(11) NPWP PPJK dalam h al pengajuan p ermohonan persetujuan pembetulan 

PPKEK melalui PPJK. 

(12) Nama PPJK dalam hal pengajuan permohonan persetujuan pembetulan 

PPKEK melalui PPJK. 

(13) Alamat PPJK dalam hal pengajuan permohonan persetujuan pembetulan 

PPKEK melalui PPJK. 

(14) Nomor dan tanggal PPKEK yang diajukan pembetulan. 

(1 5) Data PPKEK yang disetujui untuk dilakukan pembetulan . 
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(16) Nama atau kota/daerah tempat diterbitkannya surat persetujuan 

pembetulan PPKEK. 

(17) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya surat 

persetujuan pembetulan PPKEK. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH DJBC ........ (1) .............. .. . 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .......... (2) ......... . 

TANDA TERIMA PENYERAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

Telah diterima dari : 
Badan U saha/ Pelaku U saha 

NPWP : ........... ... ...... (3) ..................... . 
Nama : ... .......... ....... (4) .... .... .. ........... . 
Alamat : ................. .. . (5) ............ ...... .. . . 

PPJK 
NPWP : .................... (6) ................... .. . 

Nama : ................. ... (7) ........ .. ..... .. . ... . 
Alamat : .. . ...... .. .... .. ... (8) ..................... . 

Nomor /Tanggal PPKEK : 

J Berkas PPKEK 
J Surat Izin Instansi Terkait 

J Hasil cetak PPKEK yang akan diperbaiki 

J Hasil cetak PPKEK pem betulan 

J Hasil cetak PPKEK yang akan dibatalkan 

J Bukti pendukung pembatalan 

.................... (9) ........................ . 

Yang menerima 
(Pejabat) 

Nama/NIP 

. ........ (10) ........ .. . . tanggal ... (11) ........ . 

Yang menyerahkan (Badan 
U saha dan / atau Pelaku U saha) 

Nama 
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PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PENYERAHAN KELENGKAPAN 
DOKUMEN 

No. Diisi dengan 

1. Nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean atau nama 

Kantor Pelayanan Utama tempat PPKEK diterbitkan. 

2. Nama Kantor Pabean tempat PPKEK diterbitkan . 

3. NPWP Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

4. Nama Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

5. Alamat Sadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan dokumen 

PPKEK. 

6. NPWP PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dalam hal penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

7. Nama PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK dala m h a l penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

8 . Alamat PPJK yang mengajukan dokumen PPKEK da lam h a l penyampaian 

PPKEK dilakukan oleh PPJK. 

9. Bukti pendukung tambahan, jika ada. 

10. Nama kota/daerah tempat penyerahan kelengkapan dokumen. 

11. Tanggal, bula n dan tahun (dd/ mm/yyyy) penyerahan kelengkapan 

dokumen. 

Salinan sesuai den gan aslinya 

Sekretaris Direktorat J enderal 
u.b. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 




